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ABSTRACT

Fiducia Guarantee 1s a guarantee right over
movable assets which are tangible asset or intangible asset
specifically a building which <can not encumbered by
security right as stated in Law Number 4 of 1999 on
Security Right and still possessed by fiduciary provider as
loan payment security which provide the fiduciary recipient
with a privilege capacity than other creditors. Fiduciary
Guarantee has a property attributes which is formed as
absolute title regarding particular assets of debtor, can
be claimed against others as a guarantee, in form of an
agreement. One of financial non-bank legal entity is PDAM
Collective Pension Fund which is a legal entity to manage
and perform programs of pension beneficial. Collective
pension funds invesment of PDAM is an investation based on
acknowledgement of indebtedness to PT. Ryane Adibusana,
Tbk. At the implementation of this invesment, PT. Ryane
Adibusana, Tbk. had breached the contract. This research
used legal normative method to find out the enforcement of
fiducia guarantee in the form of textile products on case
number 19/2004 Eks.Jo.No.5 of West Jakarta District Court
based on Law Number 42 of 1999. The result shows that
execution of default debtor, based on Law Number 42 of 1999
through Deed of Fiduciary Guaranty Right with executorial
title “For the sake of Justice based on belief in the
Almighty God” and court order encountered some difficulties
specifically regarding the destruction of

fiduciary
guarantee object which has been burnt.
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ABSTRAK

Jaminan Fudusia adalah hak Jjaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap
berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi
pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor
lainnya. Jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan yaitu
jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu
dari debitur,yang dapat dipertahankan pada setiap orang
Fidusia sebagai jaminan,diberikan dalam bentuk perjanjian.
Salah satu badan hukum lembaga keuangan bukan bank adalah
Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan
program yang menjanjikan manfaat pensiun.Investasi Dana
Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia adalah penempatan investasi berupa surat
pengakuan utang pada PT. Ryane Adibusana, Tbk.Dalam
pelaksanaannya PT.Ryane Adibusana, Tbk wanprestasi.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang
bertujuan untuk mengetahui eksekusi Jaminan Fidusia
berupa barang tekstil pada perkara Nomor : 19/2004
Eks.Jo.No.5 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa eksekusi terhadap debitur wanprestasi,
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
melalui titel eksekutorial pada akta Jaminan Fidusia dengan
irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang DMaha
Esa” dan adanya penetapan pengadilan mengalami banyak
hambatan utamanya objek Jjaminan fidusia yang musnah
terbakar.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN MASALAH

Sudah merupakan suatu konsensus umum bahkan
dikalangan para ahli hukum bahwa hukum haruslah
berorientasi pada pembangunan.1 Pembangunan ekonomi, sebagai
bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu
upaya untuk mencapai masyarakat vyang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara
dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para
pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik
perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang
besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan,
meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian

besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.?

Hubungan pinjam-meminjam ini telah tumbuh dalam

praktek perdagangan yang telah dibenarkan oleh

!Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pembinaan Hukum
Ekonomi Nasional, (Bandung: Binacipta, 1980}, hlm.91.

’Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No.42 Tahun
1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No.3889,Penjelasan.
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3 Dpalam bentuk apapun pemberian kredit itu

yurisprudensi.
diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi
adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata atau
BW) Pasal 1754 s/d 1769.Dilihat dari sudut ekonomi, kredit
diartikan sebagai penundaan pembayaran.* Maksudnya
pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang
tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya,akan tetapi
pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan
datang.® Jaminan dalam kaitannya dengan kredit merupakan

salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan

kredit.®

Didalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang
diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 sampai dengan
tanggal 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan.
Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.

3Jhon Salindeho , Sistem Jaminan Kredit Dalam Era
Pembangunan Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,1994),hlm.13.

‘Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut
Hukum Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.3.

Mgs. Edy Putra Tje’ Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan
Yuridis, (Yogyakarta : Liberty,1989 ),hlm. 1.

$7bid.,hlm.40.
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Oleh karena itu,hukum jaminan erat sekali dengan hukum

benda.’

Fidusia sebagai jaminan,diberikan dalam bentuk
perjanjian.® Jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan.
Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa
hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur,yang
dapat dipertahankan pada setiap orang.’ Pemberi jaminan
adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang
jaminan.Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah
orang atau badan hukum vang membutuhkan fasilitas
kredit.Penerima Jaminan adalah orang atau badan hukum yang
menerima barang Jjaminan dari pemberi jaminan.Badan hukum
adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat
berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan bukan
bank.!’ Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang secara

langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan

'salim Hs., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta
PT. RajaGrafindo Persada, 2005),him.22.

°Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur
Perikatan, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1985),hlm. 32.

Mgs. Edy Putra Tje’ Aman,op.cit., hlm. 42.

%Salim Hs., op.cit., hlm. 7.
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mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kedalam

masyarakat guna membiayai perusahaan-perusahaan.!?

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
Kep.38/MK/IV/I/1972 pasal 3 menyebutkan bahwa lembaga
keuangan‘ bukan bank melakukan usaha-usaha diantaranya
memberikan kredit terutama kredit jangka menengah kepada
perusahaan~-perusahaan/proyek-proyek baik yang dimiliki oleh
pemerintah maupun swasta.'’ Lembaga keuangan dimaksud
sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana
(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan

memerlukan dana (lock of funds).?!’

Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah Dana
Pensiun. Dana pensiun di bedakan 2 jenis yaitu : Dana

Pensiun pemberi kerja dan Dana Pensiun lembaga keuangan.!®

Dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna
meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan

peranserta masyarakat dalam melestarikan pembangunan

YUparied Wijaya M dan Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga Lembaga Keuangan
dan Bank Perkembangan,Teori dan Kebijakan, (Yogyakarta : BPFE,
1991),hlm. 385.

2Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, (Jakarta : PT. Bina
Aksara,1987),hlm. 179.

Bsp Iswardono, Uang dan Bank, (Yogyakarta
BPFE, 1989),hlm.43.

“Indonesia, Undang-Undang Dana Pensiun, UU No.1ll Tahun 1992,
LN No 37 Tahun 1992, TLN No 3477, ps. 2.

Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008



®> Pengelolaan

nasional vyang meningkat dan berkelanjutan.?
kekayaan dana pensiun harus dilakukan pengurus sesuai
dengan ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh
Menteri.!® Hal ini disebabkan pengelolaan dana pensiun ini
jika dilihat dari kaca mata bisnis sangat
menguntungkan.Dapat dibayangkan keuntungan yang akan
diperoleh dari iuran vyang diperoleh tanpa bunga yang

kemudian diinventasikan kembali dalam bentuk berbagai

bidang investasi.?!’

Pada tanggal 30 September 1939, Pemerintah
mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang ini,
dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai
pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk
membantu kegiatan wusaha dan untuk memberikan kepastian

hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur
mengenai eksekusi jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia

diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang

lsIbid., bagian menimbang huruf c.
Ibid., ps.3 angka 1 huruf b.

"Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2002),hlm. 306.
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Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud
dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan
penjualan benda yang menjadi objek jaminan. Yang menjadi
penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah
karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak
memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima
fidusia. Ada 4 (empat )cara eksekusi benda jaminan fidusia,

yaitu :

l. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak
eksekusi), wvyaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan
putusan pengadilan,yang memberikan dasar untuk penyitaan
dan lelang sita (executorial verkoop) tanpa perantara
Hakim;

2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan ; dan

3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan
-kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara
demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang
menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah

lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis
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oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang
berkepentingan dan diumumkan dalam 2 surat kabar yang

beredar di daerah yang bersangkutan.?'®

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29
sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia tersebut diatas, apabila
diperhatikan tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam
praktek. Eskekusi putusan perdata yang berarti melaksanakan
putusan perkara perdata secara paksa sesuail dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak
tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.
Eksekusi terutama dalam perkara perdata merupakan proses
yvang cukup melelahkan pihak-pihak berperkara,selain menyita
waktu,energi,biaya,tenaga juga pikiran.'? Hal ini terjadi
karena dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang
menemui kendala. Terutama disebabkan oleh pihak yang kalah
umumnya sulit menerima kekalahan dan cenderung menolak
putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sekalipun,dengan

berbagai cara.?°

®Salim Hs,op.cit., hlm. B89.

“Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi Praktek  Kejurusitaan
Pengadilan, (Jakarta : PT. Tatanusa,2004), hlm. 60.

071pid.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa
ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia walaupun telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992,dalam

prakteknya menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum.

B. PERUMUSAN MASALAH
Bertitik tolak dari latar belakang masalah

diatas,maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan

ini adalah

1. Bagaimanakah eksekusi Jaminan Fidusia berupa barang
tekstil pada Perkara Nomor:19/2004 Eks.Jo.No.5 di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam praktek
eksekusi Jaminan Fidusia berupa barang tekstil pada
Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

C. TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan ini adalah
1. Menganalisis eksekusi Jaminan Fidusia berupa barang
tekstil pada Perkara Nomor:19/2004 Eks.Jo.No.5 di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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2. Menganalisis hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam
praktek eksekusi Jaminan Fidusia berupa stok barang
tekstil pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia.

D.KEGUNAAN PENULISAN

Berhubung sasaran penulisan tesis ini adalah berupa
kaidah (das sollen) dan perilaku atau fakta (das sein),
sehingga dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat
memberikan manfaat yaitu

1. Dapat memberikan kejelasan mengenai lembaga jaminan
fidusia pada umumnya dan khususnya permasalahan-
permasalahan eksekusi jaminan fidusia.

2. Memberikan masukan mengenai pentingnya memahami secara
komprehensif praktek eksekusi obyek jaminan fidusia
bagi para praktisi seperti ; hakim,advokat,pemerhati
hukum, pengusaha ,juga diharapkan berguna bagi para
pembuat kebijakan publik, dan juga para mahasiswa

hukum.

E. KERANGKA TEORI

Hukum ekonomi (dalam arti 1luas) atau Droit de

l"economie, yaitu peraturan dan pranata hukum yang berisi
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kebijaksanaan untuk mengarahkan kehidupan ekonomi ke arah

suatu arah yang tertentu, ke arah pemerataan dan keadilan.?!

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan dunia
usaha,perlu diciptakan landasan hukum untuk menjamin
kepastian hukum bagi perkembangan usaha-usaha ekonomi.??
Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia dibidang hukum
yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya

diantaranya ialah lembaga jaminan.??

Latar belakang
timbulnya lembaga fidusia,sebagaimana dipaparkan oleh para
ahli adalah ketentuan undang-undang yang mengatur tentang
pand (gadai) mengandung banyak kekurangan,tidak memenuhi
kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan
masyarakat.24 Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan
akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan

pemberian fasilitas kredit ini memerlukan Jjaminan demi

keamanan pemberian kredit tersebut.?®

Z'lgunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional, (Bandung : Alumni, 1991), hlm. 118.

??Badan Pembinaan Hukum Nasional, op. cit., hlm.141.

23gri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia
Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta : Liberty,
1980), hlm. 1.

2’Salim Hs.,op.cit.,hlm.57.

2°Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,op.cit., hlm.1.
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Teori yang digunakan adalah fidusia yaitu pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.?®

Yang
diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah
pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada
penerima fidusia kepada penerima fidusia atas dasar
kepercayaan,dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya
tetap berada di tangan pemberi fidusia.?’ Sehingga hak milik
atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh
pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan yang
selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur

penerima jaminan.?®

Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah
unsur atau komponen yang selalu pengaruh-mempengaruhi dan
terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.?’ Asas
ini diperoleh melalui kontruksi yuridis, yaitu dengan
menganalisa (mengolah) data-data yang sifatnya nyata

(konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum

%55atrio,J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2007),hlm.181.

¥’3alim Hs.,op.cit.,hlm.56.
2®1pid.,hlm. 181.
2®sunaryati Hartono,op.cit., hlm. 56.
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(kolektif) atau abstrak.3° Sistem hukum jaminan
nasional,maka vyang dimaksudkan adalah kerangka daripada
seluruh perangkat peraturan yang akan mengatur tentang
jaminan dalam hukum nasional.Kerangka hukum jaminan itu
dengan sendirinya tidak bisa dilepaskan dari kerangka
tentang hukum benda. Memang perihal jaminan,tempatnya
adalah dalam hukum benda.’’ Sistem pengaturan hukum jaminan
adalah sistem tertutup (closed system). Yang diartikan
dengan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan
hak-hak jaminan baru,selain yang telah ditetapkan dalam

undang-undang . *2

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi Jjaminan
umum dan jaminan Khusus. Jaminan khusus dibagi 2 macam,
yaitu jaminan kebendaan dan perorangan.Jaminan kebendaan
dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak
bergerak.Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak

meliputi : gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak

3Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda
Nasional, (Bandung : Alumni, 1983), hlm.15.

NMpadan  Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Jaminan,
(Bandung : Binacipta,1981),hlm. 21.

323a1im Hs., op.cit.,him.12.
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bergerak meliputi hak tanggungan,fidusia, khususnya rumah

susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. 33

Sedangkan asas-asas umum dalam kebendaan meliputi 34:

Pertama, asas sistem tertutup , hak kebendaan mempunyai
sistem tertutup.Maksudnya ialah bahwa hak-hak atas benda
bersifat limitatip,terbatas hanya pada yang diatur undang-
undang.diluar itu ,dengan perjanjian tidak diperkenankan
menciptakan hak-hak baru.Kedua, asas hak mengikuti benda
(zaaksgevalg,droit de suite),asas ini menyatakan bahwa hak
kebendaan mengikuti bendanya dimana saja dan dalam tangan
siapapun benda itu berada. Ketiga, asas publisitas, yang
dimaksud dengan publisitas (openbaarheid) adalah
“pengumuman” kepada masyarakat mengenai status pemilikan.
Keempat, asas spesialitas, dalam lembaga hak kemilikan atas
tanah, secara individual harus ditunjukkan dengan jelas
ujud, batas, letak, luas tanah.Kelima,asas totalitas, hak
kemilikan hanya dapat diletakkan terhadap obyeknya secara
totalitas, dengan perkataan lain hak itu tidak dapat
diletakkan hanya untuk bagian-bagian benda.Keenam, asas
accessie, dari asas totalitas ini muncul asas pelekatan

(accessie). Asas pelekatan menyelesaikan masalah status

3¥salim Hs., op.cit., hlm. 8.

¥Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hlm 36.
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dari benda pelengkap (accessoir) yang melekat pada benda
pokok (prinsipal). Melalui asas pelekatan ditentukan bahwa
pemilik dari benda pokok dengan sendirinya merupakan
pemilik dari benda pelengkap,dengan perkataan 1lain hukum
benda pelengkap mengikuti status hukum benda pokok.Ketujuh,
asas pemisahan horizontal.Kedelapan, asas dapat diserahkan,
hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan
benda.Kesembilan,asas perlindungan,dapat dibedakan dalam
dua jenis, yaitu perlindungan untuk golongan ekonomi lemah
dan kepada pihak yang beritikad baik (to goeder
trouw) ,walaupun pihak yang menyerahkannya tidak berhak
(beschikkings on bevoegd).Kesepuluh,asas absolut {hukum
pemaksa), ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum benda
bersifat absolut (memaksa) artinya ialah bahwa hak
kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati oleh setiap

orang.

Hukum Jjaminan fidusia memiliki keterkaitan yang
sangat penting dengan norma-norma hukum lain dari Jjaminan
kebendaan, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai norma
hukum yang berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 merupakan satu kesatuan dari berbagai unsur yang untuk
masing-masing saling bekerjasama dan Dberinteraksi satu

dengan yang lainnya. Sehingga Jjaminan fidusia dapat di
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lihat dari unsur-unsurnya yakni adanya hak jaminan, adanya
objek,yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun yang
tidak berujud dan benda tidak bergerak,khususnya bangunan
yang tidak dibebani hak tanggungan.Ini dikaitkan dengan
pembebanan jaminan rumah susun.Benda menjadi objek jaminan
tetap berada dalam  penguasaan pemberi fidusia dan
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.?’
Sehingga jaminan fidusia ini harus diterapkan secara
komprehensif konsep yuridisnya meliputi pengertian ,asas

hukum dan peraturan hukum jaminan fidusia itu sendiri.

F. KERANGK2ZA KONSEPSIONAL

Selanjutnya agar dapat diperoleh pemahaman dan
persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep
yang digunakan dalam tulisan ini, maka di bawah ini
diuraikan penjelasan tentang konsep-konsep dimaksud sebagai

berikut

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda

yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam

penguasaan pemilik benda. **

®Salim Hs., op.cit, hlm. 57.

%%Indonesia, op.cit., penjelasan.
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Jaminan Fudusia adalah hak Jjaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap
berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi
pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor

lainnya.?’

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.38

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan
dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
yvang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak
maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan atau hipotek.**

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau
korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia.’

¥1bid.,ps. 1 butir 2.
¥1pbid.,ps. 1 butir 3.
¥Ibid.,ps. 1 butir 4.

“1bid.,ps. 1 butir 5.
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Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau
korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin
dengan Jaminan Fidusia.*

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia
atau mata uang lainnya,baik secara langsung maupun
kontinjen.

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau undang-undang.®’

Debitor adalah pihak yang mempunyai wutang karena
perjanjian atau undang-undang.*

Kredit adalah penyediaan wuwang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak 1lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu waktu tertentu dengan pemberian

bunga.45

1bid.,ps. 1 butir 6.
“1bid.,ps. 1 butir 7.
$371bid.,ps. 1 butir 8.
“Ibid.,ps. 1 butir 9.
SIndonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,UU No.10 Tahun 1998, LN.
No.182 Tahun 1998, TLN. No. 3790, ps. 1 butir 11.
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Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau
lebih.*®

Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang
memuat peristiwa-peristiwa,yang menjadi dasar dari suatu
hak atau perikatan,yang dibuat sejak semula dengan sengaja
untuk pembuktian.?’

Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan
pengadilan dengan bantuan kekuatan umum,guna menjalankan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.*®

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.'19

G.METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka dan atau data

**Ninik Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta
: Rineka Cipta,1992),hlm. 330.

7gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia,
(Yogyakarta : Liberty,1979),hlm. 106.

8yildan Suyuthi,op.cit.,hlm.60

9Tndonesia,op.cit,ps.1 angka 1.
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sekunder®®. Didalam penelitian hukum, data sekunder
meliputi®® :

1. bahan hukum primer, vyaitu bahan-bahan hukum
yang mengikat, dan terdiri antara lain dari : peraturan

perundang-undangan dan yurisprudensi.

2. bahan hukum sekunder , yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti , rancangan
undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum, dan seterusnya.

3. bahan hukum tertier, yakni bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia,
indeks kumulatif, dan seterusnya.

Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalalah berbentuk deskriptif yaitu sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian.>?
Ada dua hal penting yang sangat menonjol dalam penggunaan

metode penelitian deskriptif ini vyaitu deskripsi dan

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum kepustakaan.., Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji ,penelitian hukum normatif-suatu tinjauan singkat,cet.4 (
Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2003), hlm. 13.

Slrbid.

2Soejono dan H Abdurrahman,Metode Penelitian Hukum, (Jakarta
¢ Rineka Cipta,2003),him. 23.
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analitis. Menurut Winarno Surakhmad pada hakikatnya ,
.setiap penyelidikan mempunyai sifat deskripif dan setiap
penyelidikan mengadakan proses analitis,akan tetapi
terutama pada metode deskriptif,deskripsi,dan analisis

mendapat tempat yang penting sekali.>3

Berdasarkan hal
tersebut diatas maka penelitian ini untuk memberikan
gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan
yang berhubungan dengan obyek penelitian®?, kemudian

dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut
berdasarkan teori dan norma-norma hukum yang berlaku.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui
studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan
tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa
peraturan-perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan,
dan kasus yang terkait dengan praktik-praktik eksekusi
jaminan fidusia, buku-buku, media internet,majalah dan

sumber-sumber lainnya, yang membahas mengenai praktek-

S3rbid.

Sguatu penelitian deskriptif ,dimaksudkan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala
lainnya.Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa,
agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam

kerangka menyusun teori-teori baru... Soerjono Soekanto, Pengantar
Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press),1986),
hlm.10.
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praktek tersebut dan terbitan-terbitan mengenai hukum

jaminan®®, yang kemudian diolah secara kualitatif.

H.SISTEMATIKA éENULISAN

Dalam penulisan ini terdiri atas 1lima bab, vyang
isinya saling berhubungan.

Bab I adalah bagian pendahuluan yang memuat Latar
Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional,
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai
lembaga jaminan fidusia,yang akan menerangkan tentang
jaminan fidusia yang meliputi Pengertian Jaminan,
Pengertian dan Sifat Fidusia, Pembebanan, Bentuk dan
Substansi Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pengalihan
Fidusia, Penghapusan, kemudian Obyek dan Subyek Jaminan
Fidusia,dan Eksekusi Jaminan Fidusia. Deskripsi tentang
jaminan fidusia adalah pembahasan yang menguraikan
Pengertian dan Sifat Fidusia, Pembebanan, Bentuk dan
Substansi Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pengalihan

Fidusia, Penghapusan, kemudian Obyek dan Subyek Jaminan

»pada penelitian hukum normatif,bahan pustaka merupakan
data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data
sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat
luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi,buku-buku harian, buku-buku,
sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
Pemerintah....Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit.,hlm 24.
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Fidusia,dan Eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bab III Menguraikan Konstruksi Yuridis Lembaga
Fidusia Dalam Praktek Dana Pensiun Bersama Perusahaan
Daerah Air Minum Seluruh Indonesia,yang meliputi Fidusia
Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kredit Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia, Fungsi
Yuridis Jaminan Fidusia Sebagai Pengaman Surat Pengakuan
Utang Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum
Seluruh Indonesia, Pengalihan Dan Perubahan Status Yuridis
Atas Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia, Perjanjian
Fidusia Merupakan Suatu Perjanjian Yang Assesoir
(Perjanjian Buntutan), Selanjutnya Peranan Lembaga Jaminan
Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia,yang
meliputi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Praktek Lembaga
Keuangan Bukan Bank Khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia , Lembaga
Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Utang Dalam Pemberian
Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank Khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

Bab IV menguraikan Praktek Eksekusi Jaminan Fidusia
Berdasarkan Titel Eksekutorial Dengan Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang
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meliputi Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia
Terhadap Debitur Wanprestasi Berdasarkan Ketentuan UU No.
42 Tahun 1999 pada Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah
Air Minum Seluruh Indonesia, Wanprestasi Dalam Perjanjian
Kredit Pada Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air
Minum Seluruh Indonesia, Peranan Pengadilan Dalam Eksekusi
Benda/Obyek Jaminan Kebendaan, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan
Fidusia Pada Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air
Minum Seluruh Indonesia, Kemudian Alasan-Alasan Yang
Menjadi Hambatan Dalam Praktek Proses Eksekusi Jaminan
Fidusia,Upaya Penyelesaian Proses Eksekusi Jaminan Fidusia.
Bab V Sebagai akhir dari penulisan ini, merupakan
bab penutup berupa kesimpulan dan saran yang dikemukakan

penulis sebagai hasil dari penelitian yang mendalam.
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BAB II

LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA

Dalam dunia perdagangan atau dunia usaha pada
umumnya, dimana terjadi perikatan-perikatan antara satu
pihak dengan pihak lainnya,maka untuk kepastian bahwa pihak
yang berwajib (debitur) akan memenuhi kewajibannya kepada
pihak yang berhak (kreditur),diperlukan jaminan.Semua benda
jaminan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas pelunasan
suatu piutang dan karenanya benda jaminan yang baik harus

merupakan benda-benda yang dapat dipindahtangankan kepada

orang lain.>®

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat
penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena
keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi
kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah
terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang
57

ditutup,dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Sedangkan bagi debitur disamping ia memperoleh kredit ia

363 Satrio , Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, {(Bandung
: PT.Citra Aditya Bakti,1993),him.189.

5'Ssalim Hs., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta

: PT. RajaGrafindo Persada, 2005),hlm.28.
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juga tetap menguasai barangnya sehingga kelangsungan

usahanya tidak terganggu.>®

A. JAMINAN FIDUSIA

1. PENGERTIAN JAMINAN

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti
tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai
tanggungan.Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan
atas segala perikatan dari seseorang seperti vyang
ditentukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun tanggungan
atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang
diatur dalam pasal 1139-1149 (Piutang yang
diistimewakan), Pasal 1150-1160 (Gadai),Pasal 1162-1178
(Hipotek), Pasal 1820-1850 (Penangunggan utang), dan
akhirnya seperti yang ditetapkan oleh yurisprudensi ialah
fidusia.Tanggungan atas segala perikatan seseorang
disebut jaminan secara umum sedangkan tanggungan atas
perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara

khusus.

Adanya jamiman seperti yang disebutkan diatas memang

diperlukan oleh kreditur,karena dalam suatu perikatan

0Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur
Perikatan, (Jakarta ,Ghalia Indonesia, 1985),hlm.22.
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antara kreditur dan debitur,pihak kreditur mempunyai
suatu kepentingan bahwa debitur memenuhi kewajibannya
dalam perikatan tersebut.Bilamana disamping perikatan
yang telah ada diantara kreditur dan debitur itu pihak
kreditur tidak mengadakan suatu perjanjian tambahan
apapun dengan debitur serta kreditur yang bersangkutan
bukanlah kreditur yang diistimewakan menurut Pasal 1139
dan 1149 KUH Perdata,maka dalam hal debitur lalai
memenuhi kewajibannya dalam perikatan itu serta harta
kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi semua
utangnya terhadap beberapa kreditur KUHPer Pasal 1132
memberikan penyelesaian yaitu bahwa semua kreditur dari
seseorang debitur mempunyai kedudukan yang sama dan
masing-masing kreditur memperoleh pembayaran yang
seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (kreditur
konkuren). Pembayaran yang dimaksud dapat mengakibatkan
kreditur tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya dari
debitur.Karena itu jaminan secara umum dirasakan kurang
cukup dan kurang aman.Untuk mendapatkan pembayaran yang
cukup dan aman,seorang kreditur dapat meminta kepada
debitur mengadakan perjanjian tambahan yang merupakan
perjanjian jaminan khusus yang menunjuk barang-barang
tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang.

Dengan adanya jaminan khusus seperti ini,maka bilamana
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debitur lalai membayar utangnya kreditur berhak menjual
barang-barang yang dijaminkan dan mengambil sebagian atas
seluruh hasil penjualan itu untuk pelunasan,tanpa perlu

memperhatikan kreditur-kreditur yang lain.

Jaminan khusus seperti yang dimaksud diatas lazimnya
dinamakan Jjaminan kebendaan. Selain jaminan kebendaan,
KUH Perdata mengenal jaminan orang atau penanggungan
utang (borxgtocht). Penanggungan utang ini selalu diadakan
antara kreditur dan pihak ketiga dalam perjanjian dengan
mana pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan
diri untuk memenuhinya,demikian dikatakan oleh Pasal 1820
KUH Perdata. Oleh karena,penanggungan utang ini diadakan
untuk kepentingan kreditur,maka penanggungan utang dapat
diadakan baik dengan sepengetahuan debitur maupun
tidak,demikian dikatakan oleh Pasal 1823 KUHPerdata.
Dengan mengadakan perjanjian penanggungan utang
ini,bilamana debitur lalai memenuhi perikatannya maka
debitur dapat menuntut pihak penanggung,tanpa mengurangi
hak penanggung untuk menuntut agar barang-barang debitur

disita terlebih dulu dan dijual untuk melunasi utangnya.

Penanggungan utang 1ini tidak mengubah status
kreditur sebagai kreditur konkuren,sehingga dalam hal
terdapat banyak kreditur terhadap debitur ataupun
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penanggungan dan harta kekayaannya tidak mencukupi untuk
melunasi utangnya,maka berlaku cara pembayaran seperti
yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.
Dilihat dari akibat yang demikian itu tentu saja
penanggungan utang ini tidak begitu disukai oleh kreditur
yang menghendaki jaminan pembayaran kembali bagi
piutangnya. Disamping Jjaminan pelunasan utang yang
diperjanjikan antara kreditur dan debitur seperti yang
diuraikan sebelumnya ,undang-undang (dalam hal ini KUH
Perdata) menentukan bahwa bagi kreditur-kreditur tertentu
dilihat sifatnya piutang diberikan hak untuk mendapat
pelunasan terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya.
Siapa-siapa atau apa yang termasuk dalam piutang yang
mempunyai hak istimewa itu ditentukan oleh Pasal 1139 KUH
Perdata (yang mengenai benda-benda tertentu) dan Pasal
1149 KUH Perdata (yang mengenai sSemua benda). Oleh
karenanya hanya piutang tertentu saja yang diberi hak
istimewa,maka kreditur-kreditur yang tidak mempunyai
piutang seperti yang ditentukan oleh undang-undang tidak

mengharap lebih banyak dari ketentuan itu.%’

2. PENGERTIAN DAN SIFAT FIDUSIA

91pid.,hlm.14.
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Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal

® Menurut asal katanya,fiducia

dalam bahasa Indonesia.®
berasal dari kata fides®, istilah Fidusia berasal bahasa
Belanda vyaitu fiducie, sedangkan dalam bahasa Inggris
disebut Fiduciary Transfer Of Ownership,yang artinya

kepercayaan.62

Fidusia adalah suatu lembaga jaminan yang bersifat
perorangan, bukan bersifat kebendaan (ia terlingkup dalam
persoonlijk recht) .Jelasnya, tidak dibenarkan lembaga
jaminan ini dilekatkan pada benda yang terlingkup dalam
Hak-Benda yang dikuasai hukum kebendaan. Tetapi Fidusia
bersifat “"accesoir”, berarti; mengikuti, mengekori,
membuntuti atau mendekati orang/barang yang terikat pada
perjanjian inti/pokok dimana ia terkait mutlak padanya
3 Fidusia sebagaimana halnya dengan

sebagai accesi.

bentuk-bentuk jaminan yang lain, adalah bersifat accesoir

®Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung : PT.Citra Aditya
Bakti),2003,hlm.3.

¢10ey Hoey Tiong, op.cit.,hlm.21.
¢235alim Hs, op.cit.,hlm.35.

®3Jhon  Salindeho, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era
Pembangunan Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,1994),hlm.4.
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karena ia mengikuti suatu perikatan pokok yang telah ada

antara kreditur dan debitur ,yaitu utang-piutang.®*

Fidusia adalah suatu penyerahan Hak Milik Atas Dasar
Kepercayaan. Jadi debitor menyerahkan benda/barang
miliknya kepada kreditor (pemberi modal) sebagai jaminan
atas utangnya,sebagai suatu kepercayaan,yang kelak dapat
menutupi utangnya apabila terjadi cidera janji.Bukan
sebagai gadai dan bukan juga sebagai pemindahan hak
milik,tetapi ikatan timbal-balik atas dasar kepercayaan.
Suatu kontruksi dimana terdapat “constituto possesorio”,
yakni pemilik semula (orang yang berutang) tetap
mememgang barangnya (bukan gadai) sebagai penyimpan untuk

pemilik baru (orang yang berpiutang) .®

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian
fidusia. Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda itu. Yang diartikan dengan
pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak

kepemilikan dari pemberi fidusia Kkepada penerima fidusia

$41bid.,hlm.22.

85Jhon Salindeho,op.cit.,hlm.4.
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atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang

menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia. %®

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah
jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia dikenal dalam
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahuﬁ 1999 tentang
Jaminan Fidusia.Jaminan Fidusia adalah “Hak Jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi
fidusia, sebagali agunan bagi pelunasan utang tertentu,yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima

fidusia terhadap kreditur lainnya.”67

3. PEMBEBANAN, BENTUK DAN SUBSTANSI FIDUSIA

Dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan
perjanjian ikutan (accesoir),dan pembebanan benda tersebut

dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indoensia ,dan

%Salim Hs.,op.cit.,hlm. 55.

$'rbid.,hlm.56.
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dikenai biaya.®® Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam
Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999. sSifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan
(accesoir) dari suatu perjanjian pokok vyang menimbulkan
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut.®®

1. dibuat dengan akta notaris’® dalam bahasa Indonesia.Akta

jaminan sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;

b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

c. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia;

d. nilai penjaminan;

e. nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

®Heru Soepraptomo,“Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan
Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktek Perbankan,” Jurnal Hukum Bisnis
Volume 26-No.1 (Tahun 2007) : 52.

%Salim Hs., op.cit.,hlm.65.

"Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris dapat
dikatakan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan
pembuktian ialah 1) kekuatan pembuktian yang luar {(uitwendige
bewijskreacht),ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya
sesuatu akte notaries dapat diperlukan sebagai akte otentik 2) kekuatan
pembuktian formal (formale bewijskracht) ialah kepastian bahwa sesuatu
kejadian dan fakta tersebut dalam akte betul-betul dilakukan oleh
Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap 3) kekuatan
pembuktian material (materiele bewijskracht) ialah kepastian bahwa apa
yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap
pihak-pihak yang membuat akte atau mereka yang mendapat hak dan berlaku
untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya( tegen bewijs)... Soegondo
Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta
CV. Rajawali, 1982),hlm 55,
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2. Utang yang pelunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia

adalah

a. utang yang telah ada;

b. utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah
diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau

c. utang vyang pada utang eksekusi dapat ditentukan
jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;

d. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu
penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari
penerima fidusia;

e. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau
lebih satuvan atau jenis benda termasuk piutang,baik
yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang
diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau
piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan
dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali
diperjanjikan lain, seperti
1) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang

menjadi objek jaminan fidusia ;
2) Jjaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

diasuransikan.
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Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris.
Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh
pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi
fidusia. Yaitu Akta pembebanan fidusia ini telah dibakukan
oleh pemerintah,dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang
ekonominya lemah. Apabila kita mengkaji substansi akta
pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur

didalamnya,meliputi hal-hal berikut ini :

1. Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia ;

2. Para pihak,yaitu pemberi dan penerima fidusia ;

3. Objek fidusia. Objek ini +tetap berada pada pemberi
fidusia;

4. Asuransi objek fidusia;

5. Pendaftaran fidusia;

6. Perselisihan;

7. Biaya pembuatan akta,biasanya dibebankan kepada pemberi
fidusia;

8. Saksi-saksi;

9. Tanda tangan para pihak.

Di dalam akta pembebanan ini tidak diatur
penyelesaian dengan cara ADR, tetapi yang diatur dalam akta
ini hanya penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, yaitu
perkara yang timbul diselesaikan oleh pengadilan. Para
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pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umumnya di
Kantor Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat di Jakarta.

Keuntungan menggunakan litigasi (pengadilan) dalam

penyelesaian sengketa

1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak,litigasi
sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa
kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat
menjamin ketentraman sosial.

2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan;

3. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil
dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk
didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan:;

4. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk
penyelesaian sengketa pribadi ;

5. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai
masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk

menyelesaikan sengketa.
Kekurangan litigasi adalah

1. Memaksa para pihak pada posisi yang ekstrim;
2. Memerlukan pembelaan (advocasy) atas setiap maksud yang

dapat mempengaruhi putusan;
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3. Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam
suatu perkara,apakah persoalan materi (substantive) atau
prosedur,untuk persamaan kepentingan dan mendorong para
pihak melakukan penyelidikan fakta vyang ekstrim dan
seringkali marginal;

4. Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan;

5. Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka
persoalan,para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan
kekhawatiran mereka yang sebenarnya;

6. Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau
memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa;

7. Litigasi tidak <cocok untuk sengketa vyang bersifat
polisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak
pihak,banyak persoalan dan beberapa kemungkinan

alternatif penyelesaian.

Proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan
persoalan-persoalan sehinga para hakim atau para
pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat
keputusan. Dengan demikian ,dapat dikatakan bahwa
litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa,tetapi 1lebih

dari itu, yaitu menjamin suatu bentuk ketertiban umum,
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yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun

implisit.™
4. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi
suatu Jaminan Hutang termasuk Jaminan Fidusia ini, maka
Undang-Undang tentang Fidusia, yakni Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan
setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat
yang berwenang.’? Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal

11 dari Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42

Tahun 1999.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11
sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86
Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan
Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 Pasal. Hal-hal
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi

pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan

"salim Hs,op.cit.,hlm.81,

Munir Fuady,op.cit.,hlm.29.
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sertifikat,perubahan sertifikat,pencoretan pendaftaran,

dan penggantian sertifikat.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang
berada didalam wilayah negara Republik Indonesia maupun
berada diluar wilayah negara Republik Indonesia yang
dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran
dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.Untuk pertama
kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta
dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik
Indonesia. Tapi kini Kantor Pendaftaran Fidusia telah
dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor
Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak
yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada

penerima jaminan fidusia terhadap kreditur yang lain.’’

salah satu karakter perjanjian jaminan kebendaan adalah
hak preferen.Jaminan fidusia adalah salah satu hak jaminan kebendaan,
maka hak preferen merupakan sifat yang melekat pada jaminan fidusia.
Namun, hak preferen bukanlah hak kebendaan melainkan hak terhadap benda
dan hak tersebut tidak timbul karena undang-undang tetapi
diperjanjikan. Dalam UUJF dikatakan bahwa hak preferen itu disamakan
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Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada
peneriman fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang
menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan
(penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2000
Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan
pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan
Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan sebagai

berikut :

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan penerima
fidusia, kuasa,atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran
Fidusia.permohonan itu diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indcnesia. Permohonan pendaftaran itu dengan
melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia.pernyataan

itu memuat :

artinya dengan memberikan hak yang didahulukan. Yang dimaksud dengan
hak preferen adalah hak penerima fidusia wuntuk mengambil pelunasan
piutangnya atas hasil eksekusi benda vyang menjadi objek jaminan
fidusia. Hak preferen momentumnya lahir pada saat pendaftaran jaminan
fidusia. Jadi ,selama jaminan fidusia tidak didaftarkan pada kantor
pendaftaran fidusia, kreditur penerima fidusia tidak memiliki hak
preferen melainkan hak konkuren..... Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia
Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung : PT. Alumni,2006),hlm. 324.
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. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

tempat, nomor akta jaminan fidusia,nama,dan tempat

kedudukan notaris yang membuat akta jaminan

fidusia ;

. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

uraian mengenai objek benda Jjaminan yang menjadi
objek jaminan fidusia;

nilai penjaminan; dan

. nilai benda yang menjadi objek benda jaminan

fidusia;

Permohonan ini dilengkapi dengan

a.

salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan

fidusia;

. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk

melakukan pendaftaran jaminan fidusia;

. bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia

(Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun
2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
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2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia
dalam buku daftar fidusia’® pada tanggal vyang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

3. Membayar biaya pendaftaran fidusia.

Biaya pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor  Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia. Biaya pembuatan pendaftaran fidusia
ditentukan secara berjenjang. Biaya pendaftaran
fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai
penjaminannya. Apabila nilai penjaminannya kurang dari
Rp.50.000.000,- maka besarnya biaya pendaftarannya
paling banyak Rp.50.000,-. Besarnya biaya pendaftaran
fidusia ini adalah 1 per mil dari nilai penjaminan
(nilai kredit).Walaupun biaya pembuatan akta Jjaminan
telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah,namun para
notaris juga telah menentukan tarif yang dikenakan
kepada nasabah.Tarif yang ditentukan oleh notaris

sebesar 2 % dari nilai jaminan.Oleh karena itu,

""Ketika mencatat dalam buku Daftar Fidusia, maka kantor
Pendaftaran Fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap
kebenaran data yang dicantumkan dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan
Fidusia. Dalam hal ini ketika dilakukan pencatatan dalam Buku Daftar
Fidusia, petugas pendaftaran hanya berwenang melakukan pengecekan data
saja sebagaimana yang dimaksud pasal tentang ketentuan mengenai
pernyataan pendaftaran..... Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung,: PT.

Citra Aditya Bakti),2003,hlm.31..
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diharapkan ke depan para notaris dapat memungut biaya

dari nasabah sesuai Peraturan Pemerintah.

4, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan
kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia
pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan
pendaftaran. Sertifikat Jjaminan fidusia merupakan
salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang

tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah

a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan
kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA  ESA”. Sertifikat jaminan ini mempunyai
kekuatan eksekutorial vyang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
vang tetap (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14
tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 435 Rv).’® Apabila
debitur cedera Jjanji,penerima jaminan fidusia
mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi

objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri’®;

>J Satrio ,op.cit.,hlm 198.

"®Menjual atas kekuasaan sendiri didalam doktrin diartikan
mempunyai parate eksekusi ,yaitu eksekusi yang selalu siap
ditangan, karena pelaksanaan eksekusi melalui parate eksekusi adalah
diluar campur tangan pengadilan,tanpa harus mengikuti prosedur hokum
acara.Kreditur-melalui parate eksekusi—seakan-akan seperti melaksanakan
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b.

1)

2)

3)

4)

35)

)

Di dalam sertifikat Jjaminan fidusia dicantumkan

hal-hal berikut ini :

identitas pihak pemberi dan penerima fidusia :
tempat,nomor akta jaminan fidusia,nama,dan tempat
kedudukan notaris yang membuat akta Jjaminan
fidusia;

data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi
objek jaminan fidusia;

nilai penjaminan; dan

nilai benda yang menjadi objek benda jaminan

fidusia.

5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan

tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar

Fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam

sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima pemohon,

dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat

tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran

Fidusia

untuk diterbitkan sertifikat perbaikan.

penjualan atas harta miliknya dia sendiri,tinggal minta kepada juru
lelang agar melaksanakan lelang.... J Satrio ,Hukum Jaminan Hak-Hak
Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1993),hlm 199.
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Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan
tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak
dikenakan biaya (Pasal 5 ayat(l),(2) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta

Jaminan Fidusia).

Disamping itu,bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak
menutup kemungkinan terjadi perubahan terhadap substansi.
Yang dimaksud dengan perubahan substansi antara lain
pérubahan objek jaminan fidusia berikut dokumen
terkait,perubahan penerima jaminan fidusia, perubahan
jaminan pokok vyang dijamin fidusia,dan perubahan nilai
jaminan. Apabila terjadi hal itu,prosedur yang ditempuh

untuk mengadakan perubahan substansi,disajikan berikut

ini.

1. Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan
pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor
Pendaftaran Fidusia;

2. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal vyang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan
perubahan,melakukan  pencatatan perubahan tersebut
dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan

perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
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sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan
fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka
untuk umum (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia). Didalam Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah
ditentukan larangan untuk melakukan fidusia ulang. Pasal
17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia berbunyi

”  Pemberi fidusia dilarang melakuxan fidusia ulang
terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang

sudah terdaftar.”

Fidusia ulang oleh penerima fidusia, baik debitur maupun
penjamin pihak ketiga,tidak dimungkinkan atas benda yang
menjadi objek jaminan fidusia karena hak pemilikan atas

benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.’’
5.PENGALIHAN FIDUSIA.

Pengalihan atau cessie hak atas piutang yang dijamin

fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak

"’salim Hs,op.cit.,hlm. 87,
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dan kewajiban Penerima Fidusia pada kreditor baru, yang

harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.’®

Pengalihan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai
dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.Pengalihan hak atas utang (cession),yaitu
pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik
maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan
mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan
dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang
dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima
fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur). Kreditur
baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya

jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan
kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima
fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut
diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia
dilarang untuk mengalihkan,menggadaikan atau menyewakan
kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia,
karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi
objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda

tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini,adalah

"®Heru Soepraptomo, op.cit.,hlm 53.
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bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda

persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.’’

6. PENGHAPUSAN

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah
tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab

hapusnya jaminan fidusia, yaitu :

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang
dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena
pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa

keterangan yang dibuat kreditur 80,

Ada kekecualian dari prinsip beralihnya fidusia jika benda
objek jaminan fidusia dialihkan, yaitu jika benda tersebut merupakan
barang persediaan( stock perdagangan).Dalam hal ini,sesuai dengan sifat
benda tersebut yang memang selalu beralih-alih,maka beralihnya benda
persediaan  tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang
bersangkutan.Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang
Fidusia No. 42 Tahun 1999,yang menyatakan bahwa : Jaminan Fidusia tetap
mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan
siapapun benda tersebut berada,kecuali pengalihan atas benda persediaan
yang menjadi objek Jaminan Fidusia.... Munir Fuady, Jaminan
Fidusia, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti),2003,hlm.47..

®Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh
fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian
Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (accesoir). Yakni
assesoir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang piutang.
Jadi, jika perjanjian hutang piutang,atau piutangnya lenyap karena
alasan apapun,maka Jaminan Fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi
lenyap.... Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung,: PT. Citra Aditya
Bakti), 2003,hlm.50..

47
Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008



b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh

penerima fidusia®!; atau

C. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan
fidusia®?.Musnahnya benda jaminan fidusia tidak
menghapuskan klaim asuransi. (Pasal 25 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999).

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi
olehnya,menjadi kewajiban penerima fidusia,kuasanya,atau
wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada
Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jjaminan
fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang
pokok.Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari
setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan
dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya

jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan

8lyapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia
cleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia
sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk
mempertahankan atau melepaskan haknya itu.... Munir Fuady, Jaminan

Fidusia, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti),2003,hlm.50..

®Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia
tentunya juga wajar,mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia
itu dipertahankan Jjika barang Objek Jaminan Fidusia tersebut sudah
tidak ada. Hanya saja dalam hal ini,jika ada pembayaran asuransi atas
musnahnya barang tersebut (misalnya asuransi kebakaran,maka pembayaran
asuransi tersebut menjadi haknya pihak penerima fidusia... Munir Fuady,
Jaminan Fidusia, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti),2003,hlm.30..
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tersebut,maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran

Fidusia, yaitu

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan Jjaminan
fidusia dari buku daftar fidusia; dan

2. Pada tanggal vyang sama dengan tanggal pencoretan

jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor
Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang
menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang

bersangkutan tidak berlaku lagi.”
B. OBYEK DAN SUBYEK JAMINAN FIDUSIA

Menurut sejarah hukum jaminan fidusia dan pendapat
para ahli hukum antara lain Pitlo dan A.Veenhoven bahwa
pada prinsipnya semua benda baik benda bergerak maupun
benda tidak bergerak yang dapat diserahkan hak milkinya
secara kepercayaan sebagai jaminan hutang melalui
lembaga fidusia.Namun,karena benda tidak bergerak sudah
ada lembaga jaminannya tersendiri yaitu hipeotik dan hak
tanggungan, hal tersebut tidak dimungkinkan dijaminkan
melalui lembaga jaminan fidusia.® Sebelum berlakunya
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan

fidusia, maka yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah

837an Kamelo, op.cit,hlm.221.
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benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan
(inventory), benda dagangan,piutang,peralatan mesin,dan
kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka
objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.
Berdasarkan Undang-undang ini,objek Jjaminan fidusia

dibagi 2 macam, yaitu

1l.benda bergerak,baik yang berujud maupun tidak berujud;

dan

2.benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak

dibebani hak tanggungan.?®

Dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9,Pasal 10 dan Pasal 20
Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun
1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia

tersebut adalah sebagai berikut®®

(1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan
secara hukum.

(2) Dapat atas benda berwujud.

(3) Dapat juga atas benda tidak berwujud,termasuk

piutang.

84331im Hs,op.cit.,hlm. 64.
8Munir Fuady,op.cit.,hlm.22..
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(4) Benda bergerak.

(5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan
hak tanggungan.

(6) Benda tidak bergerak vyang tidak dapat diikatkan
dengan hipotik.

(7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda
yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang
akan diperoleh kemudian,tidak diperlukan suatu akta
pembebanan fidusia tersendiri.

(8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

(9) Dapat Jjuga atas lebih dari satu jenis atau satuan
benda.

(10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek

fidusia.

(11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang
menjadi objek jaminan fidusia.

(12) Benda persediaan (inventory, stock perdagangan)

dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Subyek dari Jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima
fidusia.pembei fidusia adalah orang perorangan atau
korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang
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perorangan atau korporasi yang mempunyai pituang yang

pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.®®

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang
baik adalah manakala hak tanggungan tersebut dapat
dieksekusi secara cepat dengan proses yang
sederhana,efisien dan mengandung kepastian hukum.?®’
Untuk 1lebih mengetahui mengenai pelaksanaan hak-hak
jaminan perlu lebih mendalam mengenai hukum eksekusi.
Yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak
kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta
kekayaan debitur,manakala perutangan itu tidak dipenuhi

secara suka rela oleh debitur.3®

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29
sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi
jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda

vang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi

85alim Hs.,op.cit.,hlm.64.

¥Munir Fuady,op.cit.,hlm.57.

®5ri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia

Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta : Liberty,
1980),hlm. 31.

52
Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008




penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah
karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau

tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada

penerima fidusia,walaupun mereka telah diberikan

somasi.? Model-model eksekusi Jaminan Fidusia menurut

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor. 42 Tahun 1999

adalah sebagai berikut :

1. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel

eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan

pengadilan.’® Pelaksanaan titel eksekutorial oleh

penerima fidusia.Yang dimaksud dengan titel

eksekutorial °!(alas hak eksekusi),yaitu tulisan yang

mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang

memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita

(executorial verkoop) tanpa perantaraan Hakim® ;

r

89salim Hs,op.cit.,hlm.90.

*Munir Fuady,op.cit.,hlm.58.

*’Ada beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial ,yakni
yang disebut dengan istilah “grosse akta” , yaitu sebagai berikut 1)

Akta hipotik (berdasarkan Pasal 224 HIR), 2)Akta Pengakuan Hutang
(berdasarkan Pasal 224 HIR), 3) Akta Hak Tanggungan (berdasarkan
Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996),4) Akta Fidusia
{(berdasarkan Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999)...Munir Fuady,
Jaminan Fidusia, , {(Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti),2003,hlm. 58.

*2salim Hs, op.cit.,hlm 90.
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2. Secara parate eksekusi,yakni dengan menjual (tanpa

perlu penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum. %3
Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan %%;

3. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.?
Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan
cara demikian dapat diperoleh harga vyang tertinggi
yang menguntungkan para pihak.Penjualan ini dilakukan
setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara
tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada
pihak vyang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya
dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah vyang
bersangkutan (Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999).°%°

4. Sungguhpun  tidak disebutkan dalam Undang-Undang

Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999,tetapi tentunya

$Munir Fuady,op.cit.,hlm.58.
%35alim Hs, loc.cit.
SMunir Fuady, op.cit.,hlm.58.

%galim Hs, loc.cit.
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pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa

lewat gugatan biasa ke pengadilan.®’

Eksekusi fidusia dengan titel eksekutorial,menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR),setiap
akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial dapat
dilakukan fiat eskekusi. Pasal 224 HIR tersebut
menyatakan bahwa Grosse dari akta hipotik dan surat
hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan
yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan
kekuatan suatu keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan
damai,maka surat yang demikian diesksekusi dengan
perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan
Negeri,yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau
tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang
dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan dalam
pasal-pasal sebelumnya dari Pasal 224 ini,tetapi dengan
pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan
jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim.Jika putusan
hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di
luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan

pelaksanaan putusan ini,maka haruslah dituruti ketentuan

’Munir Fuady, op.cit.,hlm.58.
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dalam Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya dari HIR. Pasal
15 dari Undang-undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42
Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia dicantumkan kata-kata ”“DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” .Sertifikat Jaminan Fidusia
tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang penuh. Dari Pasal diatas terlihat bahwa salah
satu syarat agar suatu fiat eksekusi dapat dilakukan
adalah bahwa akta tersebut terdapat irah-irah vyang
berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA.” Irah-irah inilah yang memberikan titel
eksekutorial ,yakni titel yang mensejajarkan kekuatan
akta tersebut dengan putusan pengadilan .Dengan demikian
,akta tersebut tinggal di eksekusi(tanpa perlu lagi
suatu putusan pengadilan).Karena itu,yang dimaksud
dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta
seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah
berkekuatan pasti. Yakni dengan cara meminta “fiat” dari
ketua pengadilan ,yaitu memohon penetapan dari ketua
pengadilan untuk melakukan eksekusi.Ketua pengadilan

tersebut akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud

dalam HIR.?®

®rIpid.
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Eksekusi fidusia secara parate eksekusi lewat
pelelangan umum, eskekusi fidusia dapat juga dilakukan
dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat
lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang),dimana hasil
pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran
piutang-piutangnya.Parate eksekusi lewat pelelangan umum
ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama
sekali. Ketentuan ini menghapuskan keragu-raguan
sebelumnya seolah-olah setiap eksekusi lewat kantor
pelelangan umum haruslah dengan suatu penetapan

pengadilan.®

Eksekusi fidusia secara parate eksekusi secara
penjualan dibawah tangan, jaminan fidusia dapat Jjuga
dieksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa
lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek
Fidusia tersebut secara dibawah tangan,asalkan terpenuhi
syarat-syarat untuk itu. Menurut Undang-Undang Jaminan
Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (Pasal 29),maka syarat-
syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara

dibawah tangan adalah sebagai berikut

%Munir Fuady,op.cit.,hlm.60.
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1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi

dengan penerima fidusia.

2) Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut
dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para
pihak.

3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau
penerima fidusia kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

4) Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat
kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu
1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara

tertulis.!%

Dalam praktek sering terjadi bahwa eksekusi itu
dilakukan lewat penjualan dibawah tangan,agar memperoleh
harga yang tinggi,yaitu berdasarkan harga tertinggi dari
calon pembeli vyang disetujui oleh kedua belah pihak
rylatu debitur dan kreditur. Dalam praktek sering
terjadi bahwa kreditur menyetujui agar debitur menjual
sendiri benda jaminan itu dengan pengawasan dari

kreditur dan pembayaran dilakukan dihadapan kreditur

107p5d.
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atau lewat bank.Oleh karenanya dari kepentingan si
kreditur dan debitur, agar tercapai harga penjualan yang
tinggi sebagaimana diharapkan Dbersama maka hendaknya

eksekusi dengan penjualan dibawah tangan ini

dimungkinkan.101

Eksekusi fidusia secara mendaku, istilah “mendaku”
kira-kira disini dimaksudkan adalah membuat menjadi aku
yang punya. Sehingga yang dimaksud dengan eksekusi
fidusia secara mendaku adalah eksekusi fidusia dengan
cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik
kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi
apapun. Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun
1999 secara tegas melarang fidusia secara mendaku
tersebut. Pasal 33 dari Undang-undang Jaminan Fidusia
tersebut menyatakan antara lain bahwa : ” setiap janji
yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk
memiliki benda yang menjadi Jaminan Fidusia apabila

debitur cidera janji akan batal demi hukum (null and

void) .”

91sri Soedewi Masjchoen Sofwan ,op.cit.,hlm.36.
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Ada 2 janji yang dilarang, dalam pelaksanaan eksekusi

objek jaminan fidusia, yaitu!??

1. janji melaksanakan eksekusi terhadap benda vyang
menjadi objek Jjaminan fidusia dengan cara vyang
bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999; dan

2. janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia
untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan

fidusia apabila debitur cedera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak

ada.

Esksekusi fidusia terhadap barang perdagangan dan
efek yang dapat diperdagangkan,jika benda yang menjadi
objek fidusia merupakan benda perdagangan atau
efek,dimana benda tersebut dapat dijual dipasar atau di
bursa, maka menurut Pasal 31 dari Undang-Undang Jaminan
Fidusia Nomor 42 Tahun 1999,eksekusi barang tersebut
“dapat” dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau
dibursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar

atau bursa tersebut.Misalnya jika barang tersebut berupa

19264)im Hs,op.cit.,hlm.91.
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saham dari perusahaan terbuka vyang diperdagangkan
dibursa efek,maka eksekusui fidusia dapat dilakukan
berupa penjualan dibursa efek dengan mengikuti peraturan
di bursa yang bersangkutan dan ketentuan yang
diberlakukan oleh Bapepam atau berbagai peraturan pasar
modal lainnya. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi
dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 31 tersebut

diatas akan batal demi hukum.!®?

Eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, seperti yang
dijelaskan bahwa model-model eksekusi Jaminan Fidusia
menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun

1999 (Pasal 29) adalah sebagai berikut

1) Secara fiat eskekusi (dengan memakai titel
eksekutorial),yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
2) Secara parate eksekusi,yakni dengan menjual (tanpa
perlu penetepan pengadilan) didepan pelelangan umum.

3) Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.

Dalam Pasal 29 tersebut tidak disebutkan cara eksekusi
fidusia lewat gugatan biasa.Sungguhpun tidak disebutkan
dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun

1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh

18Munir Fuady,op.cit.,hlm.62.
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prosedur eksekusi biasa lewat gugatan  biasa ke
pengadilan. Sebab keberadaan Undang-Undang Fidusia
dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk
meniadakan hukum acara yang umum,tetapi untuk menambah
ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Tidak ada
indikasi sedikitpun dalam Undang-Undang
Fidusia, khususnya tentang cara eksekusinya,yéng
bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang
eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri
yang berwenang. Tambahan pula bukankah keberadaan model-
model eksekusi khusus dalam Undang-Undang Jaminan
Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut untuk mempermudah
dan membantu pihak kreditur untuk menagih hutangnya yang
mempunyali Jaminan Fidusia dengan jalan mengeksekusi
Jaminan Fidusia tersebut. Satu dan lain hal disebabkan
eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang
lama dan dengan prosedur yang berbelit-belit. Dan hal
tersebut sangat tidak praktis dan tidak efisien bagi

hutang dengan Jaminan Fidusia tersebut.'%

Eksekusi fidusia menurut Undang-Undang Rumah Susun
No. 16 Tahun 1985, selain dari pelaksanaan eksekusi

fidusia secara biasa (dengan gugatan biasa), maka salah

W0irpid.
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satu model eksekusi fidusia yang diberikan oleh Undang-
Undang Rumah Susun Nomor 16 Tahun 1985 tersebut adalah
eksekusi fidusia dengan penjualan dibawah tangan
langsung oleh pihak kreditur tanpa perlu melibatkan
pengadilan atau kantor lelang. Undang-Undang Rumah Susun
Nomor 16 Tahun 1985 memberikan beberapa syarat agar
eksekusi di bawah tangan ini dapat dijalankan. Syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut °°:

1. Harus diperjanjikan untuk itu (tidak berlaku secara
hukum) .

2. Dapat dilakukan manakala harga tertinggi yang
menguntungkan kedua belah pihak dapat dipenuhi
dengan eksekusi bawah tangan tersebut.

3. Penjualan baru dapat dilakukan setelah melewati
tenggang waktu satu bulan setelah diberitahukannya
secara tertulis kepada yang berkepentingan.

4. Dilakukan dengan jalan mengumumkannya di dua surat
kabar setempat dan/atau media cetak lainnya.

5. Tanpa ada pihak yang menyatakan keberatan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan

fidusia,maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda

"Munir Fuady, op.cit.,hlm.63.
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yang menjadi obyek jaminan fidusia.Apabila benda yang
menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda
perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di
bursa,penjualan dapat dilakukan di tempat-tempat
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau

penjualan barang jaminan fidusia, yaitu 106

1.Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan,penerima
fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada

pemberi fidusia;

2 .Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan
utang,debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung

jawab atas utang yang belum dibayar.

Dari praktek-praktek eksekusi Fidusia yang terjadi
selama ini,Kreditur sebagai penerima fidusia seringkali
dihadapkan pada sikap mendua (ambivalent) karena disatu
pihak dia berhak untuk melakukan parate eksekusi dengan
sedikit cara kekerasan tetapi dilain pihak apabila dia
melaksanakan haknya untuk menarik barang jaminan obyek
fidusia melalui parate eksekusi harus bersikap prepare,

menerima resiko untuk digugat oleh debitur karena alasan

106g31im Hs.,op.cit.,hlm.89.
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melakukan tindakan main hakim sendiri (eigen richting)
dan melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan
pasal 1365 KUH Perdata dan 3juga harus siap menerima
dituntut pidana karena alasan melakukan perbuatan tidak
menyenangkan atau memasuki tempat tinggal debitur

pemberi fidusia secara paksa.!?’

Arie S Hutagalung, Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta
LPHI, 2005),hlm.344.
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BAB III
KONSRTRUKSI YURIDIS LEMBAGA FIDUSIA DALAM PRAKTEK DANA
PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH
INDONESIA

A. FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM KREDIT DANA PENSIUN

BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA

1.FUNGSI YURIDIS JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENGAMAN KREDIT
DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH
INDONESIA

Dana pensiun mempunyai kekayaan yang terpisah
dari kekayaan pendirinya. Dana awal yang bersumber dari
angsuran utang iuran masa kerja lalu yang dibayarkan oleh
pendiri merupakan sumber utama pembentukan kekayaan dana
pensiun.Pada prinsipnya,pengelolaan kekayaan dana investasi
dana pensiun harus mengutamakan atau memerhatikan faktor
keamanan guna memenuhi kewajiban pembayaran manfaat
pensiun. Kebijakan investasi dana pensiun hendaknya
memerhatikan hal-hal antara lain :
a) Faktor keamanan dalam arti resiko relatif kecil;

b) Sasaran hasil investasi diarahkan semaksimal mungkin;
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c) Adanya penyebaran (diversifikasi) investasi dalam arti
adanya penyebaran risiko investasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.!%®

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
511/KMK.06/2002 pemerintah mengatur Jjenis-jenis investasi
yang boleh dilakukan oleh Dana Pensiun dan batasannya
sebagai berikut

a) Deposito berjangka dengan ketentuan penempatan pada
suatu bank tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah
investasi dana pensiun (lihat Pasal 6 ayat (1) huruf b
dan ¢ ,Pasal 11 ayat 1):

b) Saham,obligasi dan surat berharga lain yang tercatat di
bursa efek di Indonesia,dengan ketentuan penempatan pada
satu pihak tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah
investasi dana pensiun (lihat Pasal 6 ayat (1) huruf d
dan e,Pasal 11 ayat (1));

c) Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan
utang berjangka waktu lebih dari satu tahun, tetapi
tidak 1lebih dari sepuluh tahun yang diterbitkan oleh
badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia

dengan ketentuan tidak boleh melebihi 20 persen dari

108z1l1aini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, (Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2005),hlm.29.
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jumlah investasi dana pensiun (lihat Pasal 6 ayat (1)
huruf f dan g dan Pasal 9 ayat (1));

d) Tanah,bangunan,tanah dan bangunan di Indonesia,dengan
ketentuan tidak boleh melebihi 15 persen dari 3jumlah
investasi dana pensiun (lihat Pasal 6 ayat (1) huruf h,i

dan g,Pasal 9 ayat (2)) :

e) Saham atau unit penyertaan reksa dana, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal tanpa ada pembatasan jumlah yang
diinvestasikan (lihat Pasal 6 ayat (1) huruf k dan Pasal
11 ):

6) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan ketentuan tidak
melebihi 20 persen dari jumlah investasi dana pensiun
(lihat Pasal 6 ayat (1) huruf 1);

7) Surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dengan ketentuan boleh melebihi 20 persen dari
jumlah investasi dana pensiun (Pasal 7 ayat 1 huruf m).

Selaﬁjutnya melalui  Surat Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 511/KMK.06/2002 tersebut

diatas,pemerintah membatasi investasi dana pensiun dengan

menetapkan bahwa seluruh investasi dana pensiun pada pihak
yang merugi,penempatan langsung pada saham atau surat
pengakuan utang,serta tanah dan bangunan tidak boleh

melebihi 35 persen dari seluruh investasi dana pensiun.
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Disamping itu ,penempatan investasi pada surat pengakuan

utang dipersyaratkan

a) Surat pengakuan utang yang berjangka waktu minimal satu
tahun dan jatuh tempo paling lama sepuluh tahun;
b) Dijamin dengan kekayaan badan hukum penerbit sebesar 100

persen dari nilai utang;

c) Diterbitkan oleh badan hukum yang memperoleh keuntungan

selama tiga tahun terakhir.?!%®

Dalam ©penjelasan Undang-Undang Dana Pensiun
disebutkan bahwa investasi kekayaan dana pensiun merupakan
salah satu kegiatan yang memberikan dampak besar kepada
keadaan keuangan dana pensiun. Oleh sebab itu,kegiatan
tersebut harus dilakukan secara profesional dan berhati-
hati.Dari penjelasan Undang-Undang Dana Pensiun diatas
menandakan bahwa dana pensiun dalam mengelola program
pensiun harus berdasarkan prinsip kehati-hatian
(prundential principle). Ada empat alasan utama mengapa
prinsip kehati-hatian harus dijadikan asas pokok dalam

penyelenggaraan program pensiun,yaitu sebagai berikut :

Pertama,Dana pensiun melakukan usahanya
berdasarkan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan

kewajiban dana pensiun untuk mengutamakan kepentingan

1997pid.,hlm. 30.
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peserta vyang telah mempercayakan dananya berupa iuran
kepada dana pensiun guna memperoleh manfaat pensiun. Dengan
demikian ,sekalipun iuran peserta yang disetorkan setiap
bulannya telah menjadi kekayaan dana pensiun,dana pensiun
tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan
kekayaannya. Dana pensiun harus atau hanya boleh
menggunakan kekayaannya sedemikian rupa sesuai arahan
investasi dengan tujuan dan cara yang dapat menjamin
kepastian bahwa dana pensiun mampu membayar hak peserta.
Oleh karena itu, Undang-Undang Dana Pensiun harus
dihindarkan dari kepentingan-kepentingan yang dapat
mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari

penumpukan dana, yaitu untuk pembayaran hak peserta.

Berdasarkan hal-hal tersebut ,melalui Pasal 30
ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayat (5), Pasal 21 ayat (2) dan
Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun ditetapkan

langkah-langkah pengamanan investasi Dana Pensiun , yaitu

a) Investasi dana pensiun  harus berdasarkan arahan

investasi yang ditetapkan oleh pendiri ;

b) Kekayaan dana pensiun harus disimpan pada bank penerima

titipan ;
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c) Dana pensiun tidak diperkenankan meminjam atau
menggunakan kekayaaannya sebagai jaminan atas suatu

pinjaman;

d) Penyewaan harta tetap dana pensiun hanya dapat
dilakukan sepanjang melalui transaksi yang didasarkan

pada harga pasar yang berlaku.

Kedua,prinsip kehati-hatian harus dilakukan oleh
pengurus karena adanya larangan serta sanksi yang berat
didalam Undang-Undang Dana Pensiun. Misalnya pengurus dana
pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun
kecuali yang pembayaran yang telah ditetapkan dalam
peraturanl dana pensiun (lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-

Undang Dana Pensiun).

Ketiga,prinsip kehati-hatian harus dijalankan
oleh dana pensiun karena dana pensiun mempunyai tempat yang
istemewa dalam masyarakat Indonesia. Dana pensiun merupakan
bagian dari sistem moneter yang mampu menggerakkan kegiatan
pasar modal secara besar-besaran melalui pembelian saham-
saham dan obligasi yang terdaftar pada bursa efek sehingga

memenuhi harapan dunia usaha terutama emiten.

Keempat, kenyataan dan fakta bahwa tidak semua

dana pensiun dikelola oleh tenaga profesional.walaupun
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peraturan perundang-undangan telah menentukan persyaratan
menjadi pengurus dana pensiun dengan menetapkan salah satu
syaratnya bahwa pengurus mempunyai pengetahuan atau
pengalaman dibidang dana pensiun.Penempatan mereka sebagai
pengurus dana pensiun lebih merupakan penyaluran pejabat
yang setelah memasuki masa pensiun,dengan mengabaikan
tingkat profesionalisme mereka dibidang dana pensiun.
Sistem rekrutmen pengurus dana pensiun dari tenaga yang
tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman dibidang dana
pensiun tersebut tentunya mengandung resiko salah urus yang
lebih besar dibandingkan dana pensiun yang diurus oleh
pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman.Oleh
karena itu,sehingga diterapkan prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaan dana pensiun,terutama oleh pengurus yang tidak

mempunyai pengalaman dibidang dana pensiun!!®.

Untuk menciptakan dana pensiun yang sehat serta
terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan
keuangan, diperlukan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan
transaksi yang mencurigakan.Untuk itu,pemerintah telah
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga

Keuangan Non Bank, yang mewajibkan antara lain dana pensiun

107hid.,him.78.
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wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan

menetapkan

a) Kebijakan penerimaan nasabah (peserta dana pensiun);

b) Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasikan

nasabah :

c) Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan

transaksi nasabah ;

d) Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan

dengan prinsip mengenal nasabah.

Sebagai pelaksanaan lebih 1lanjut dari keputusan
Menteri Keuangan Nomor 45 diatas, melaluil keputusan
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2833 Tahun 2003
telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenal Naéabah (P4AMN) bagi lembaga keuangan non bank
beberapa hal penting dari Keputusan Direktur Jenderal
tersebut adalah : a) adanya kewajiban dana pensiun untuk
menetapkan P4MN ; b) adanya kewajiban pengurus dana pensiun
untuk melaporkan kepada Menteri Keuangan atau PPATK setiap

adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.!!!

Mrpid.,hlm. 29.
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Lembaga keuangan (non bank) merupakan salah satu
sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat guna menunjang

2 Salah satu investasi Dana

pembangunan ekonomi Indonesia.!!
Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia sebagimana disebutkan diatas adalah penempatan
investasi pada surat pengakuan utang dengan jangka waktu
minimal satu tahun dan Jjatuh tempo paling lama sepuluh
tahun,dijamin dengan kekayaan badan hukum penerbit sebesar
100 persen dari nilai utang serta diterbitkan oleh badan
hukum yang memperoleh keuntungan selama tiga tahun
terakhir. Investasi Dana Pensiun berupa surat pengakuan

113 pungsi pokok kredit pada

utang atau semacam kredit.
dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan
masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan
perdagangan,mendorong dan melancarkan produksi,jasa-jasa
dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya

ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.!!

Lembaga jaminan kredit yang dikenal dalam praktek

adalah

2muchdarsyah Sinungan,Uang dan Bank, (Jakarta : PT. Bina
Aksara , 1987),hlm. 180.

BHasil wawancara dengan Bpk. Rizal, Konsultan Hukum pada
DAPENMA PERPAMSI, Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2007.

Mpygenia Liliawati Muljono dan Hadi Setia Tunggal, Eksekusi
Grosse Akta Hipotik oleh Bank,( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996),hlm.
9.
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a)

b)

jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara
kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin di penuhinya
kewajiban debitur.Perjanjian ini dapat 3juga diadakan
diluar sepengetahuan debitur. Termasuk dalam jaminan
perorangan misalnya “borg’ yaitu pihak ketiga vyang
menjamin bahwa utang debitur pasti akan dibayar pada
waktu yang telah ditentukan.Persetujuan adanya borg
disebut “borgtocht”.jaminan perorangan mempunyai ciri-
ciri menimbulkan hubungan langsung pada perorangan

tertentu, juga dapat dipertahankan terhadap debitur

tertentu.

jaminan kebendaan adalah suatu perjanjian yang diadakan
antara kreditur dan debitur antara kreditur dengan
pihak ketiga vyang menjamin dipenuhinya kewajiban
debitur.Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri mempunyai
hubungan antara benda tertentu dari debitur,dapat
dipertahankan pada siapapun, selalu mengikuti

bendanya,dapat dialihkan.

Jaminan yang bersifat kebendaan ini dibedakan

atas benda tetap dan benda bergerak. Mengenai perbedaan ini

penting artinya untuk menentukan jenis lembaga jaminan atau

ikatan Kkredit yang mana dapat dipasang untuk kredit yang

akan diberikan. Jika jaminan berupa benda bergerak maka
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dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk fidusia
sedangkan jika benda itu benda tetap maka dapat dipasang

lembaga hipotik atau creditverband.

Adapun fungsi jaminan kredit adalah

a) Dalam hal orang yang berutang (debitur) tidak dapat
melakukan kewajibannya atau melakukan wanprestasi,maka
kreditur dapat mengambil kembali uang vyang telah
dipinjamkannya kepada debitur,dengan menjual barang
yang telah dijaminkan sehingga dengan demikian ia
mendapat kepastian tentang kembalinya uang yang telah

dipinjamkannya kepada debitur.

b) Dengan mengadakan perjanjian Jjaminan kredit ,maka
kreditur mempunyai kedudukan konkuren terhadap

kreditur-kreditur lainnya.

Dari uraian diatas ,yang penting dari adanya
jaminan bagi pemberian kredit adalah demi keamanan modal

dan kepastian hukum bagi pemberi kredit.!'’®

2. PENGALIHAN DAN PERUBAHAN STATUS YURIDIS ATAS KEPEMILIKAN

BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA.

WSrpid.,hlm.14.
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Prinsip lain dari Jjaminan fidusia adalah bahwa
Jaminan Fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan
tersebut berada.Jadi seandainya karena alasan apapun, benda
jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain,maka
fidusia atas'benda tersebut tetap saja berlaku. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia
Nomor 42 Tahun 1999. Ini sekali lagi memperlihatkan sifat
ambivalensi dari jaminan fidusia tersebut. Sebab ,disatu
pihak dengan jaminan fidusia tersebut,hak kepemilikan
dianggap sudah berpindah secara constitutum possesorium
kepada pihak penerima fidusia,tetapi dilain pihak hak
kepemilikan tersebut justru tetap berada pada tangan si
pemberi fidusia,sehingga pihak pemberi fidusia tetap dapat
mengalihkan jaminan fidusia ,walaupun harus dengan
persetujuan pihak penerima fidusia (Pasal 23).Yang terjadi

adalah hanya pemberian jaminan saja.!®

Kemilikan benda yang menjadi objek Jjaminan
fidusia masih merupakan suatu problem hukum yang harus
diberikan kejelasannya.Pengertian kemilikan benda dalam
hukum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak
milik atas benda dan hak penguasaan atas benda. Jika

seseorang debitur menyerahkan harta benda sebagai Jjaminan

“oMunir Fuady,Jaminan Fidusia, (Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2003), hlm. 45.
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kepada krediturnya berarti sebagian kekuasaan atas

kemilikan benda itu telah beralih kepada kreditur.

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan
kebendaan yang dikenal dalam hukum positif,memberikan
keuntungan secara ekonomis bagi para pelaku usaha bisnis
jika dibandingkan dengan lembaga gadai. Keuntungan tersebut
dapat dilihat dari adanya penguasaan benda jaminan sehingga
kegiatan usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman kredit

dapat dikembalikan secara lancar.

Menurut teori fidusia, pemberi fidusia
menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya sebagai jaminan
hutang kepada penerima fidusia. Penyerahan hak milik atas
benda jaminan fidusia tidaklah sempurna sebagaimana
pengalihan hak milik dalam perjanjian 3jual beli. Yang
ditonjolkan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan
itu dalah sifat dinamikanya ,overdracht atau levering-nya
yaitu penyerahan yuridis sudah terjadi. Kreditur memiliki

sebatas jaminan hutang.

Dalam perjanjian jaminan fidusia,pengalihan hak
masih bergantung kepada suatu syarat,yakni apabila pemberi
fidusia melakukan wanprestasi. Hal 1ini berarti bahwa

kreditur penerima jaminan fidusia belum sepenuhnya sebagai
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pemilik benda. Hak miliknya bersifat terbatas sebagai
pemilik jaminan. Oleh karena itu, dalam praktik perkreditan
dengan jaminan masih terdapat dua gejala hukum yang masih
belum tuntas pemecahannya yakni pertama, pemberi jaminan
fidusia sejak ditandatangani akta perjanjian fidusia
berubah kedudukannya sebagai peminjam pakai atau peminjam
pengganti atau peminjam atauva pemakai dan bukan lagi
sebagai pemilik benda.Kedua, pemberi jaminan fidusia bukan
pemilik benda secara yuridis tetapi sebagai pemilik*

manfaat.

Dalam hal yang pertama ,pengalihan hak milik atas
benda jaminan fidusia membawa akibat hukum bahwa debitur
pemberi jaminan fidusia semula sebagai pemilik kemudian
berubah sebagai peminjam pakai. Sebaliknya ,dalam hal yang
kedua pihak debitur pemberi jaminan fidusia tetap merupakan
pemilik benda Jjaminan yang memanfaatkan barang tersebut
sedangkan kreditur penerima jaminan fidusia hanya menerima
penyerahan benda sebagai jaminan hutang dalam arti yuridis.
Konsekuensi pendirian tersebut menciptakan dua aliran.
Aliran pertama berpendapat bahwa dalam perjanjian jaminan
fidusia,tidak terjadi pemisahan hak milik. Aliran kedua
berpendapat bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia terjadi

pemisahan hak milik. Dalam sistem Eropa Kontinental, tidak
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dikenal adanya konsep pemisahan hak milik, sedangkan dalam
sistem Anglo Saxon penguasaan atas hak milik benda dapat
terpisah seperti pada konsep trust yang dikenal dengan hak
milik secara yuridis dan hak milik secara ekonomis. Dalam
salah satu model perjanjian jaminan fidusia yang dibuat
dibawah tangan dengan judul “Penyerahan Hak Milik Secara

Kepercayaan (Fidusia) Sebagai Jaminan” dikatakan sebagai

berikut :

Peminjam menyatakan bahwa mobil tersebut akan dipegang oleh
peminjam sebagai trustee dari bank dan surat-suratnya bila
diminta dapat dialihkan sebagaimana mestinya kepada bank
dan untuk maksud tersebut akan disimpan oleh bank

Didalam norma perjanjian yang dibuat oleh pihak
bank tersebut, terlihat bahwa debitur pemberi jaminan
fidusia bertindak sebagai trustee dari kreditur penerima
jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan
pengertian dari kemilikan benda jaminan fidusia. Pemahaman
mengenai penyerahan kemilikan benda jaminan fidusia tidak
dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan karakter

perjanjian jaminan fidusia sebelum dan sesudah UUJF.

Menurut teori kepemilikan (title theory),bahwa
dalam perjanjian jaminan fidusia,kreditur adalah sebagai
pemilik yang sempurna dari benda yang
dijaminkan.Berdasarkan teori ini perjanjian jaminan fidusia

memiliki karakter perorangan. Teori ini merupakan awal dari
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perkembangan jaminan fidusia yang masih bersifat
konvensional dan kurang dapat menjawab persocalan hukum

jaminan fidusia secara memuaskan.

Menurut teori  jaminan (liens theory) bahwa
perjanjian jaminan fidusia merupakan analogi dari gadai dan
memiliki karakter kebendaan. Kreditur penerima jaminan
fidusia hanya sebagai pemilik vyang terbatas dalam arti

sebagai pemilik jaminan.

Setelah lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia,
terjadi perubahan pandangan bahwa karakter jaminan fidusia
bukan sebagaimana yang dikenal dalam teori kemilikan dan
bukan pula sebagai analogi dari gadai tetapi merupakan
perjanjian kebendaan yang murni dan diatur secara
tersendiri dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem
hukum jaminan kebendaan. Dengan karakter kebendaan,status
kreditur penerima Jjaminan fidusia hanya sebagai pemilik
benda jaminan. Dilihat dari aspek hukum perikatan, hak
kreditur sebagai pemilik benda jaminan baru muncul apabila
dipenuhinya syarat tangguh yang tercantum dalam Pasal 1263

KUH Perdata.
Jadi,dengan syarat menangguhkan ini,menyebabkan

suatu perikatan belum lagi mempunyai daya kerja perikatan
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atau pemenuhan perikatan belum lagi dapat
dilaksanakan.Lahirnya kemilikan benda jaminan fidusia bagi
kreditur adalah pada saat dilakukan pendaftaran di Kantor

Pendaftaran Fidusia.

Dalam praktik perkreditan,masih dijumpai adanya
perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
Alasannya, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dibuat

untuk jangka waktu yang pendek dan nilai jaminannya kecil.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter
perjanjian Jjaminan fidusia berubah dan berkembang sesuai

dengan kebutuhan hukum masyarakatnya.!?’

3. PERJANJIAN FIDUSIA MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN YANG

ASSESOIR (PERJANJIAN BUNTUTAN)

Sebagaimana perjanjian Jjaminan hutang lainnya,
seperti perjanjian gadai,hipotik,atau hak tanggungan,maka
perjanjian fidusia merupakan suatu perjanjian yang
assessoir (perjanjian dikutan). Maksudnya adalah perjanjian
assessoir itu tidak mungkin berdiri sendiri,tetapi
mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan

perjanjian pokok.Dalam hal ini,yang merupakan perjanjian

1"ran kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang
Didambakan, (Bandung : PT Alumni,2006),hlm. 190.
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pokok adalah perjanjian hutang piutang. Karena
itu, konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah bahwa
jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun
hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka
secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian
assessoir juga ikut menjadi batal. Menurut hukum semua
perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang

assessoir.!!®

Dalam sistem hukum Belanda tempo dulu,oleh
karenanya juga di Indonesia, untuk jaminan barang bergerak
hanya dikenal gadai (pand) sedangkan untuk barang tidak
bergerak dikenal dengan hipotik. ARkan tetapi, ada kebutuhan
dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi
tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut
tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan
penyerahan benda) dan juga tidak dapat digunakan hipotik
(yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak
saja). Oleh karena 1itu, dicarikanlah jalan untuk dapat
menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan secara fisik
barang tersebut. Akhirnya, untuk memenuhi kepentingan
praktek seperti disebutkan diatas, maka dilaksanakan

pemberian Jjaminan fidusia tersebut, yang akhirnya

"'®Munir Fuady,op.cit.,hlm.19.
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diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi, baik
di negeri Belanda maupun di Indonesia. Kontruksi hukum
tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya vyang disebut
dengan “constitutum possessorium” (penyerahan kepemilikan
benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali). Bentuk
rincian dari constitutum possessorium tersebut dalam hal
fidusia ini pada prinsipnya dilakukan melalui tiga fase

sebagai berikut :

Fase I, fase perjanjian obligatoir (obligatoir
overeenskomst), dari segi hukum dan dokumentasi hukum,maka
proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian
obligatoir (obligatoir overeenskomst) . Perjanjian
overeenskomst tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan
jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitur)

dengan pihak penerima fidusia (kreditur).

Fase 1II, fase perjanjian kebendaan (zakelijke
overeenskomst) selanjutnya ,diikuti oleh suatu perjanjian
kebendaan (zakelijke evereenskomst). Perjanjian kebendaan
tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada
kreditur, dalam hal ini dilakukan secara constitutum
posessorium. Yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan

fisik benda.
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Fase III,fase perjanjian pinjam pakai,dalam fase
ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai ,dalam hal ini
benda objek jaminan fidusia yang hak miliknya sudah
berpindah kepada kreditur dipinjampakaikan kepada pihak
debitur, sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat
dengan Jjaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik

oleh pihak debitur.

Sebenarnya kontruksi fidusia dengan tiga fase
tersebut adalah konstruksi untuk mencari jalan agar dapat
dijadikan jaminan atas benda bergerak tanpa perlu
menyerahkan benda secara fisik kepada kreditur.Jadi yang
dimaksudkan dari semula dari konstruksi yuridis ini adalah
“jaminan” terhadap utang, bukan dimaksudkan sebagai
peralihan hak milik. Akan tetapi,Undang-Undang Jaminan
Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 ©pada prinsipnya tetap
memberlakukan fidusia dengan konsep penyerahan hak
milik,tidak semata-mata jaminan saja. Hal ini terlihat
antara lain dari pengakuan pembentuk undang-undang lewat
penjelasan resmi atas Pasal 17,yang menyatakan bahwa
“Fidusia wulang oleh pemberi fidusia,baik debitur maupun
penjamin pihak ketiga,tidak memungkinkan atas benda vyang
menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan

atas 'benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.”
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Sebagai diketahui bahwa dasar dari fidusia adalah

suatu perjanjian,yakni perjanjian fidusia.Perikatan yang

menimbulkan fidusia ini mempunyai karakteristik sebagai

berikut :

(a)

(b}

(c)

(d)

Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia
terdapat suatu hubungan perikatan,yang menerbitkan hak
bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan

dari debitur (secara constitutum posessorium) ;

Perikatan tersebut adalah perikatan untuk
memberikan sesuatu,karena debitur menyerahkan suatu
barang (secara constitutum posessorium) kepada

kreditur;

Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan
perikatan yang assesoir,yakni merupakan perikatan yang
membuntuti perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa

perikatan hutang piutang ;

Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan dengan
syarat batal,karena jika hutangnya dilunasi,maka hak

jaminannya secara fidusia menjadi hapus ;
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(e) Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan yang
bersumber dari suatu perjanjian,yakni perjanjian

fidusia ;

(f) Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak
disebut secara khusus dalam KUH Perdata.Karena
itu,perjanjian ini tergolong ke dalam perjanjian tidak

bernama (onbenoemde overeenskomst) ;

(g) Namun demikian ,tentu saja perjanjian fidusia tersebut
tetap tunduk kepada ketentuan bagian umum dari

perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.!!?

Sebelumnya keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999,para ahli hukum masih berbeda pendapat mengenai sifat
perjanjian jaminan fidusia. Pendapat pertama mengatakan
bahwa perjanjian Jaminan fidusia bersifat assesoir dan
pendapat kedua mengatakan perjanjian fidusia bersifat
berdiri sendiri (zelfstanding).Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang
lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Hal ini

berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada

191pid.,hlm. 4.
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tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut

perjanjian pokoknya.??

B. PERANAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM SELURUH INDONESIA

1.LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK KHUSUSNYA DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM SELURUH INDONESIA

Di Amerika Serikat,dana pensiun dikelola berdasarkan
hubungan kepercayaan (fiduciary). Menurut undang-undang
yang berlaku di Amerika Serikat,yaitu Undang-Undang Tentang
Jaminan Pendapatan Bagi Pensiunan Karyawan Swasta Tahun
1974 (employee Retirement Income Security Act) disingkat
ERISA, pengelolaan dana pensiun harus didasarkan pada
prinsip kehati-hatian,prinsip mengutamakan dana pensiun dan
peserta daripada képentingan pribadi pengelola/pengurus
dana pensiun.Dana pensiun harus dikelola oleh tenaga yang
berpengalaman, tekun dan dapat dipercaya serta adanya
prinsip diversifikasi investasi kekayaan dana pensiun.Untuk
itu,diperlukan dokumen hukum yang menjadi dasar atau

landasan dari hubungan kepercayaan tersebut yaitu peraturan

1207an Kamelo, op.cit.,hlm.194.
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dana pensiun dan arahan investasi. Ada dua alasan utama

mengapa dana pensiun harus dikelola secara transparan,yaitu

sebagai berikut :

a) Dana pensiun memperoleh fasilitas atau keringanan

pajak ;

b) Dana pensiun harus dikelola secara transparan untuk
memastikan bahwa kekayaan dana pensiun dikelola secara
terpisah dari kekayaan pendiri sehingga dapat terhindar
dari benturan kepentingan antara pengelola (pengurus)
dana pensiun yang notabene sebagai kepanjangan tangan
pendiri dengan kepentingan peserta atau pihak lain yang

berhak atas manfaat pensiun.!?!

Ternyata dana pensiun di Indonesia menganut
prinsip yang hampir sama dengan yang berlaku di Amerika
Serikat. Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun,program
pensiun harus dikelola secara transparan. Sebagai dukungan
atas penyelenggaraan program pensiun secara transparan
pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penundaan
pajak penghasilan atau iuran yang diterima dana pensiun

serta penghasilan dana pensiun dari investasi tertentu.

121Zulaini Wahab, op.cit.,hlm.25.
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Untuk mengatur dana pensiun dikelola secara
transparan, peraturan perundang-undangan mewajibkan pengurus
dana pensiun untuk menyampaikan laporan kualitas pendanaan
dan laporan lainnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, yaitu kepada Menteri Keuangan,pendiri dan

kepada peserta.!??

Tujuan dibentuknya UU No. 42 Tahun 1999 antara
lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, untuk
menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan
hukum kepada pihak-pihak berkepentingan. Pengaturan ini
dimaksudkan agar para pengguna Jjaminan fidusia mendapat
kejelasan sehingga tidak mendapat hambatan dalam
pelaksanaanya. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah
selain untuk memberikan hak yang didahulukan (preferen)
kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain dan memenuhi
asas publisitas,juga untuk memperoleh kepastian hukum bagi

para pihak dan pihak ketiga.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999, akta Jjaminan fidusia dibuat dengan suatu akta
notaris. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) disebutkan
terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak melakukan

penyesuaian dengan ketentuan dalam undang-undang,bukan

1221hid.,hlm. 26.
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merupakan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ketentuan dalam kedua
Pasal tersebut mengandung arti bahwa perjanjian Jjaminan
fidusia harus dibuat dalam suatu akta Jaminan Fidusia yang
dibuat dengan suatu akta notaris,untuk kemudian dilakukan
pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia.Lalu muncul
pertanyaan apakah pihak 1lembaga keuangan bukan bank
khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum
Seluruh Indonesia selaku penerima fidusia telah
melaksanakan ketentuan tersebut. Berdasarkan praktik
lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia diketahui
bahwa telah membuat perjanjian fidusia dengan suatu akta
notaris. Hal tersebut dilakukan oleh karena lembaga
keuangan bukan  bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia menyadari ,
bahwa lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia akan
menjadi kreditur konkuren jika jaminan fidusianya telah
didaftarkan. Pendaftaran tersebut dibuat oleh notaris

dengan akta jaminan Fidusia.
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Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah yang
didaftarkan adalah bendanya atau akta 3jaminan fidusianya
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam praktek pendaftaran
jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia DKI
Jakarta, dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia
terlihat bahwa vyang didaftarkan adalah Akta Jaminan
Fidusianya. Sedangkan mengenai keterangan bukti kepemilikan
dari benda vyang menjadi objek Jjaminan fidusia, hanya
mengikuti keterangan yang ada pada Akta Jaminan Fidusia.
Kantor Pendaftaran Fidusia sendiri dalam melaksanakan
pendaftaran hanya sekedar mencocokkan akta jaminan fidusia
dengan pernyataan pendaftaran Jjaminan fidusia dan tidak
melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang diberikan.
Dalam hal pihak pemberi fidusia dapat melengkapi bukti hak
kepemilikan barang dan memberikan surat pernyataan
kepemilikan barang,maka Kantor Pendaftaran Fidusia dapat
menerima data vyang diberikan.Sehingga Kantor Pendaftaran
Fidusia tidak menjamin kebenaran dari data yang diberikan
oleh penerima fidusia dan sertifikat jaminan fidusia yang
dikeluarkan lebih pada sifat administrasi data saja. Disini
dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum baik

kepada para pihak maupun pihak ketiga,dimana besar
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kemungkinan terjadi fidusia ulang atas barang yang sama.
Padahal dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999,disebutkan bahwa pendaftaran benda yang dibebani
dengan jaminan fidusia adalah untuk memberi jaminan
kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang

telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pembuat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mungkin
menilai mengingat tidak semua benda yang dapat menjadi
obyek jaminan fidusia mempunyai surat tanda bukti
kepemilikan seperti kendaraan, sehingga Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI melalui Kantor Pendaftaran Fidusia
yang dibebani tugas tersebut. Walaupun pada praktiknya
,mayoritas objek Jjaminan fidusia yang didaftar adalah
kendaraan bermotor dan hanya sebagian kecil saja vyang
bukan kendaraan bermotor.Sehingga seharusnya ada kerja sama
vang baik antara Kantor Pendaftaran Fidusia dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia ,yang dalam hal ini
pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor ,untuk memberikan
keterangan pada bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
bahwa kendaraan yang bersangkutan sedang dalam status

dijaminkan.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran
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Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia
sertifikat jaminan fidusia pada tanggal penerimaan
permohonan.Dalam pendafataran Jjaminan fidusia di Kantor
Pendaftaran Fidusia ternyata amanat undang-undang tersebut
belum dapat dilakukan sepenuhnya.Dalam prakteknya
dibutuhkan waktu kurang lebih dua sampai dengan empat
minggu untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia.Hal ini
terjadi karena banyaknya permohonan pendaftaran fidusia
yang diterima oleh Kantor Pendaftaran Fidusia,dan tidak
diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik segi
kualitas maupun kuantitas.'?*Lamanya waktu pendaftaran
jaminan fidusia diakui oleh notaris,dan lembaga keuangan
bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah
Air Minum Seluruh Indonesia.Lamanya waktu pendaftaran
tersebut tidak hanya dibebankan pada Kantor Pendaftaran
Fidusia semata,dikarenakan juga ketidaklengkapan data dari
pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran akta jaminan
fidusia utamanya bukti hak kepemilikan benda yang menjadi
objek jaminan fidusia.Selain itu,pihak lembaga keuangan
bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah
Air Minum Seluruh Indonesia mengatakan terkadang lamanya

waktu pendaftaran dikarenakan lambannya pihak Kantor

123yasil wawancara dengan Ibu Ratu Rusmiati,SH Kabid
Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia DKI Jakarta, pada tanggal 29 Nopember 2007.
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Notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Bagi
notaris, lamanya waktu pendaftaran dan adanya biaya-biaya
(seperti biaya pembuatan sertifikat jaminan fidusia sebesar
Rp. 20.000,-dan biaya map sebesar Rp.10.000,-) sering
menimbulkan pertanyaan yang mencurigakan dari penerima

fidusia.

Lamanya waktu untuk melakukan pendaftaran jaminan
fidusia dikeluhkan oleh lembaga keuangan bukan bank
khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum
Seluruh Indonesia selaku penerima fidusia. Mengingat objek
jaminan fidusia adalah berupa barang bergerak yang nilainya
semakin lama semakin menyusut, maka jaminan fidusia akan
lebih memiliki peran sebagai jaminan kredit terutama untuk
kredit jangka pendek. Mengingat kredit yang diberikan dalam
jangka waktu 13 bulan, lembaga keuangan bukan bank
khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum
Seluruh Indonesia sangat Dberkepentingan agar Jjaminan
fidusia dapat diikat secara sempurna dalam waktu yang
singkat. Selain itu biaya pengikatan debitur pemberi

fidusia

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999, dalam sertifikat jaminan fidusia
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dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasrakan Ketuhanan
Yang Maha Esa”, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap.Berdasarkan ketentuan ini,apabila
debitur pemberi fidusia wanprestasi,maka kreditur penerima
fidusia berhak untuk menjual benda jaminan fidusia. Dalam
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ada
tiga cara untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan
fidusia yakni pelaksanaan titel eksekutorial,esksekusi atas
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
dan eksekusi dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi
dan penerima fidusia. Akan tetapi dalam praktek selama ini
adalah bahwa hak kreditur penerima fidusia vyang telah
diberikan oleh undang-undang tidak dapat berjalan dengan
baik. Ternyata hak kreditur itu mengalami hambatan
birokrasi yaitu pelaksanaan hak itu harus mendapat fiat
eksekusi terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan
Negeri.Demikian Jjuga pihak kantor 1lelang,apabila hendak
melaksanakan pelelangan umum atas permintaan pemohon lelang

harus melalui perintah dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan

Negeri.

Begitu panjangnya waktu untuk mengeksekusi dan

begitu mahalnya biaya yang harus dikeluarkan lembaga

96
Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008




keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia dalam

melaksanakan eksekusi menyebabkan tidak efektifnya eksekusi

itu sendiri.

Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa
dalam praktik lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana
Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia ternyata lembaga jaminan fidusia belum seperti
yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
Dalam pelaksanaannya ternyata Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,baik
dari segi waktu pendaftaran,biaya pembuatan akta Jjaminan
fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor
Pendaftaran Fidusia, maupun dari tujuan dibuatnya Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu untuk menjamin kepastian
hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga. Kekurangan-
kekurangan tersebut menyebabkan jaminan fidusia kurang
dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh lembaga keuangan
bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah
Air Minum Seluruh Indonesia . Padahal potensi dari jaminan
fidusia sangatlah besar untuk membantu para pengusaha yang
kesulitan dalam bentuk tanah untuk kreditnya. Akan tetapi

karena kurangnya kepastian hukum bagi lembaga keuangan
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bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah
Air Minum Seluruh Indonesia selaku kreditur penerima

fidusia.

2.LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM
PEMBERIAN KREDIT LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK KHUSUSNYA DANA
PENSIUN BERSAMA  PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH

INDONESIA

Hutang yang bagaimanakah yang dapat diikat dengan
fidusia untuk suatu jaminan hutang.Menurut pasal 1 angka 7
,maka yang dimaksud dengan hutang dalam hal ini adalah
suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
sejumlah uang,baik secara langsung ataupun secara kontijen.
Karena itu,hutang yang dapat dijamin dengan fidusia adalah

sebagai berikut
(a) Hutang yang telah ada;

(b) Hutang yang akan ada dikemudian hari (kontijen) ,tetapi
telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah
tertentu.Misalnya,hutang yang timbul dari pembayaran
yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur

dalam rangka pelaksanaan garansi bank;
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(c) Hutang vyang dapat ditentukan jumlahnya pada saat
eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.Misalnya,hutang
bunga atas’ 'perjanjian pokok yang jumlahnya akan

ditentukan kemudian.?!??

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan,meningkat
pula kebutuhan terhadap pendanaan,yang sebagian besar dana
vang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh
dengan kegiatan pinjam-meminjam. Keperluan masyarakat akan
modal,salah satunya dapat dipenuhi dengan pemberian kreit
oleh lembaga keuangan bukan bank. Dalam penyaluran kredit
harus dilakukan dengan prinsip kehatian-hatian,melalui
analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang
tepat,pengawasan dan pemantauan yang baik,perjanjian yang
sah,dokumen perkreditan vyang teratur dan 1lengkap serta
pengikatan jaminan yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan
lembaga Jjaminan tidak dapat dilepaskan dari pemberian
kredit lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.
Salah satunya adalah lembaga jaminan fidusia.Di Indonesia,
jaminan fidusia merupakan lembaga yang disukai Kkarena

dianggap cocok untuk membantu pengusaha kecil dan menengah

2%Munir Fuady, op.cit.,hlm.21.
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yang membutuhkan modal tetapi tidak mempunyai cukup agunan
untuk menanggung utangnya Kkecuali barang yang dimilikinya
juga dibutuhkan untuk modal usahanya. Oleh karena
itu, keberadaan lembaga jaminan fidusia sudah sangat lama
dinantikan masyarakat mengingat berbagai
keuntungannya, seperti benda yang dijaminkan tetap berada
dalam penguasaan pemberi fidusia. Hal tersebut sangatlah
membantu debitur,mengingat debitur dapat tetap menggunakan
benda yang menjadi obyek jaminan untuk usahanya. Terutama
bagi debitur-debitur yang usahanya sangat bergantung pada
benda yang dijadikan objek jaminan,seperti ketergantungan

pabrik terhadap mesin-mesinnya dan barang tekstil.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999, jaminan fidusia semakin berperan sebagai jaminan
kredit lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia. Hal
tersebut tercermin dari semakin meningkatnya akta jaminan
fidusia vyang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI
Jakarta. Dengan telah diundangkannya UU No 42 Tahun 1999
ternyata juga semakin membantu lembaga keuangan bukan bank
khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum

Seluruh 1Indonesia sebagai kreditur dan Jjuga para nasabah
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sebagai debitur. Mengingat banyaknya kredit yang diberikan
oleh lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai keperluan
debitur untuk membeli benda-benda bergerak,maka Jjaminan
fidusia memiliki peranan yang sangat besar sebagai jaminan

kredit.

Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 maka akan memberikan kepastian hukum
kepada kreditﬁr dalam mengikat benda-benda bergerak sebagai
jaminan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 1
disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia
telah dialihkan hak kepemilikannya.Penyerahan hak milik
dalam fidusia bukan dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik
secara penuh dan seterusnya,melainkan hanya sebagai
jaminan.Hubungan atau perjanjian penyerahan hak milik
tersebut berakhir dengan sendirinya dalam hal utang yang
telah ditagih kembali atau jika barang-barang yang
diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur karena

utang berikut kewajiban lainnya telah dilunasi.

Semula pengikatan jaminan atas benda-benda cukup
dengan penyerahan hak milik atas'dasar kepercayaan,namun
karena tidak diikuti dengan penyerahan fisiknya,maka
penjaminan tersebut mengandung kelemahan dan dapat

membahayakan kepentingan kreditur. Lalu dilihat dari sudut

101
Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008



hukum pembuktian,mereka yang menguasal barang bergerak
secara fisik,tidak berupa bunga atau piutang kepada pembawa
dianggap sebagai pemilik yang berhak penuh (Pasal 1977 KUH

Perdata).

Keberadaan jaminan fidusia dalam kegiatan
perekonomian juga sangat besar mengikat benda yang dibiayai
kredit, seperti mesin-mesin, barang-barang inventaris
,barang-barang dagangan, barang persediaan, piutang
dagang, kendaraan bermotor dan bangunan-bangunan yang
berdiri diatas tanah hak milik orang lain, masih tetap
dapat digunakan pemberi fidusia wuntuk keperluan usahanya.
Hal tersebut Jjuga akan sangat membantu 1lembaga keuangan
bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah
Air Minum Seluruh Indonesia,karena dengan tetap dapat
dipakainya benda-benda tersebut oleh debitur maka akan
sangat membantu usaha debitur dalam mengembalikan pokok
utang dan bunganya, dan selain itu juga tidak memberatkan
kreditur dalam menyimpan benda jaminan, tentunya juga

memerlukan biaya perawatan dan tempat penyimpanan.

Mengingat sifat dari benda bergerak yang nilainya
semakin turun,maka lembaga keuangan bukan bank khususnya
Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh

Indonesia juga menyadari kekurangan Jaminan fidusia.Oleh
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karena itu sangatlah penting bagi lembaga keuangan bukan
bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air
Minum  Seluruh Indonesia bukan bank untuk melakukan
penilaian terhadap barang nilai yang menjadi objek Jjaminan
fidusia,yakni nilai ketika kredit akan diberikan dan
memprediksi nilainya ketika perjanjian kredit yang
bersangkutan jatuh tempo. Apbila dirasa masih kurang,maka
lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia biasanya
meminta Jjaminan-jaminan tambahan yang nilainya cenderung
tetap atau meningkat seperti tanah,yang jaminannya diikat
dengan hak tanggungan. Jaminan tambahan sangatlah penting
diperlukan mengingat lembaga keuangan bukan bank dalam
memberikan kredit harus dilaksanakan dengan penuh kehati-

hatian agar tidak terjadi macet.

Selain keuntungan-keuntungan dari lembaga jaminan
fidusia, lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Jjuga
menyadari beberapa kelemahan dari lembaga jaminan
fidusia.Dari hasil penelitian penulis pada lembaga keuangan
bukan bank dapat diketahui beberapa permasalahan yang

mungkin timbul, yaitu
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a.

b.

Kesulitan untuk menjaga dan memeriksa keutuhan objek

jaminan fidusia baik jumlah maupun kualitasnya.

Pihak lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana
Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia mengakui kesulitan untuk melakukan pengawasan
terhadap benda yang menjadi objek jaminan
fidusia, terutama untuk barang-barang persediaan.Hal ini
disebabkan kurangnya tenaga untuk melakukan pengawasan

terhadap tempat penyimpanan barang-barang persediaan.!?®

Nilai benda bergerak cenderung semakin menyusut.

Kekurangan-kekurangan tersebut menyebabkan
lembaga jaminan fidusia kurang dapat berperan
dibandingkan dengan lembaga hak tanggungan. Seharusnya
lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
bersedia menerima agunan berupa benda bergerak yang
diikat dengan hak tanggungan. Pihak lembaga keuangan
bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan
Daerah Air Minum Seluruh Indonesia juga hanya bersedia
menjadikan jaminan sebagai Jjaminan utama jika bendanya

merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis,mudah

125Hasil wawancara dengan Bpk.Rizal,Konsultan Hukum DAPENMA

PERPAMSI, tgl..29 Nopember 2007.
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diperjualbelikan secara bebas, bernilai relatif
tetap/konstan, tidak cepat rusak dan bermanfaat

ekonomisnya harus relatif lama dari jangka waktu kredit

yang diberikan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, terutama dalam pemberian kredit,perlu dipikirkan
kembali cara untuk meningkatkan peranan jaminan fidusia.
Salah satu permasalahan yang harus dipecahkan adalah
eksekusi jaminan fidusia. Sangat sulitnya eksekusi jaminan
fidusia menyebabkan lembaga keuangan bukan bank enggan
memberikan peran yang lebih besar kepada lembaga jaminan
fidusia selain sebagai jaminan kredit tambahan. Campur
tangan pengadilan dalam eksekusi objek jaminan fidusia
seharusnya dikurangi agar tercipta esksekusi jaminan
fidusia yang capat,mudah dan sederhana juga dapat

memperlancar kegiatan perekonomian utamanya membantu

golongan ekonomi lemah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
peranan jaminan fidusia dalam pemberian kredit lembaga

keuangan bukan bank adalah sebagai berikut :
a. Menjadi jaminan utama Kredit jika kredit vyang

diberikan dimaksudkan untuk membeli benda yang menjadi
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objek jaminan fidusia.Misalnya, pemberian kredit
pemilikan

Menjadi jaminan tambahan,manakala jaminan pokoknya
dianggap kurang memadai.

Walaupun statusnya sebagai jaminan utama, tetapi bank
tetap meminta jaminan tambahan berupa benda
tetap, seperti tanah,sehingga Jjaminan fidusia tersebut
seakan hanya menjadi jaminan pelengkap saja bukan
sebagai jaminan pokok. Biasanya lembaga keuangan bukan
bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah
Air Minum Seluruh Indonesia meminta jaminan tambahan
jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia nilainya
kurang memadai (mengingat benda bergerak nilainya
cenderung turun) dan sulit diperjualbelikan.
Contohnya, pemberi kredit investasi untuk membeli
mesin.

Jaminan fidusia baru akan memiliki peranan jika benda
yang menjadi objek Jjaminan fidusia bernilai cukup
besar.Sedangkan jika nilai benda Jjaminan relatif
kecil,lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana
Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia pada umumnya tidak akan menggunakan lembaga

jaminan fidusia,mengingat besarnya biaya yang harus

106
Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008




dikeluarkan oleh debitur tidak sebanding dengan nilai

kredit dan agunannya.

Jaminan merupakan pengaman bagi pemberi kredit.!2®

Jaminan adalah merupakan pasangan accesoir yang mutlak dari

perjanjian kredit.?

!26Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung:
Alumni, 1994),hlm. 145.

12’Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung

: Alumni, 1989, )hlm.1.
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A.

BAB 1V

PRAKTEK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITEL

EKSEKUTORIAL DENGAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

PROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
DEBITUR WANPRESTASI BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 PADA DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA

1. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA DANA PENSIUN
BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESTIA

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,tidak dapat Jjuga
terlaksana sebagimana yang telah diperjanjikan. Dalam
hukum perjanjian,ada dua hal vyang menyebabkan tidak
terlaksananya suatu perjanjian yaitu wanprestasi/ingkar
janji/cidera janji dan overmacht.

Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak
terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau
kelalaian atau cidera janji/ingkar Jjanji dari para
pihak.Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda
“wanprestatie”,yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang
telah ditetapkan dalam perjanjian.Jadi apabila si
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berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah

diperjanjikan,maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

Ada empat bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan)

dari seorang debitur :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan,tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.

Dalam hal adanya wanprestasi tentu akan
mengakibatkan salah satu pihak menderita Kkerugian,sebab
ada pihak vyang dirugikan,maka pihak yang menimbulkan
kerugian itu harus bertanggungjawab.!?®

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat
dilakukan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh
debitur, pada Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air
Minum Seluruh Indonesia suatu debitur dapat dikatakan
melakukan cidera janji atau wanprestasi dalam perjanjian
kredit apabila berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a dari

Akta Jaminan Fidusia Nomor 4 dan tidak ada tanda-tanda

128pAmin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, Aspek
Yuridis Dalam Leasing, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994),hlm. 44.
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serta itikad baik dari debitur untuk melaksanakan
kewajibannya mengembalikan pinjaman tersebut , disamping
itu sampai dengan berakhirnya jangka waktu pinjaman yakni
tanggal 27 Februari 2004, debitur tidak pernah membayar
dan/atau berusaha mengembalikan baik sebagian maupun
seluruh kewajibannya tersebut baik secara mencicil atau
pelunasan langsung sebagimana telah diperjanjikan

berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 4.

2. PERANAN PENGADILAN DALAM EKSEKUSI BENDA/OBYEK JAMINAN
KEBENDAAN
Dalam hal ini Pengadilan hanya berperan dalam
eksekusi sertifikat/grosse akte vyang berjudul “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena
pelaksanaan parate eksekusi maupun penjualan obyek
fidusia dibawahtangan dilaksanakan tanpa bantuan

2% palam pelaksanaan hak parate eksekusi

Pengadilan.!®
pemegang fidusia cukup mohon kepada Kantor Lelang Negara
untuk melakukan penjualan secara lelang obyek jaminan
dengan mengindahkan semua syarat-syarat yang

berlaku, kemudian dari hasil penjualan lelang tersebut

setelah dikurangi biaya lelang mengambil pelunasan untuk

129p1ijana, “Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara
Pengembalian Hutang Debitor,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan ( Juli 2006)
: 58-61.
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piutangnya dan mengembalikan sisanya kepada
debitor.Penjualan obyek jaminan kebendaan melalui
eksekusi sertifikat/grosse akte yang berjudul “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,melalui
Pasal 224 HIR. Dalam hal debitor cedera janji kreditor
pemegang fidusia dapat mohon eksekusi sertifikat fidusia
yang berjudul ”“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”,melalui Pasal 224 HIR kepada Ketua Pengadilan
Negeri yang berwenang.

Dalam hal permohonan dikabulkan maka eksekusi
dilaksanakan seperti pelaksanaan/eksekusi putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yaitu
sebagaimana yang diatur dalam HIR bagian kelima tentang
menjalankan putusan hakim Pasal 195 HIR dst,Ketua
Pengadilan Negeri yang berwenang akan mulai dengan
menerbitkan penetapan peneguran dan berdasarkan penetapan
peneguran tersebut pihak pemberi fidusia akan diberi
teguran/diperingatkan agar yang bersangkutan membayar
kewajibannya sesuai yang tertera dalam akta pembebanan
fidusia yang telah direkatkan menjadi satu dengan
sertifikat hak fidusia.

Apabila 8 (delapan) hari setelah ditegur termohon
eksekusi/pemberi fidusia belum juga memenuhi kewajibannya

maka atas permohonan atau laporan pemohon eksekusi Ketua
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Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan sita
eksekusi terhadap obyek fidusia. Dalam hal setelah
dilakukan sita eksekusi/pemberi jaminan belum juga
memenuhi kewajibannya maka atas permintaan dari pemohon
eksekusi Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan surat
penetapan lelang.

Pengadilan Negeri akan meminta kepada Kantor
Lelang Negara untuk ditetapkan hari dan tanggal lelang.
Setelah Pengadilan Negeri mendapatkan penetapan hari
lelang dari Kantor Lelang Negara maka pengadilan
mengadakan pengumuman lelang disurat kabar setempat dua
minggu sebelumnya 2x (dua kali) berturut-turut.

Kemudian pada hari dan tanggal vyang telah
ditentukan/ditetapkan, lelang dilaksanakan (sekarang
umumnya di Pengadilan Negeri vyang bersangkutan) dengan
perantaraan Kantor Lelang Negara. Hasil penjualan lelang
setelah dikurangi biaya lelang,uang miskin dan biaya-
biaya 1lain oleh Kantor Lelang Negara,oleh Pengadilan
Negeri yang bersangkutan diserahkan pada pemohon lelang
maksimum sejumlah yang tertera pada akta jaminan fidusia
dan apabila masih ada sisanya diserahkan kepada termohon
eksekusi.

Dalam hal hasil lelang tidak mencukupi maka sisa

piutang pemohon ékseksusi yang belum terbayar merupakan
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piutang konkuren vyang penagihannya harus dilakukan

melalui gugatan biasa.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan
kedudukan kreditor pemegang Jjaminan kebendaan adalah
sama, apakah kreditor tersebut bank,badan hukum lain atau
perseorangan.

Kendala, permasalahan serta tantangan yang
dihadapi dunia peradilan dalam pelaksanaan eksekusi
barang jaminan.Satu-satunya kendala adalah dalam fiat
eksekusi sertifikat fidusia yang berjudul ”“Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Karena objek jaminan
fidusia tetap dikuasai oleh debitur pemberi Jjaminan,maka
ada kemungkinan/bahkan sering terjadi setelah tahap
peneguran selesai yaitu setelah 8 (delapan) hari
dilakukan peneguran debitur tetap tidak membayar utangnya
pada kreditur pemegang fidusia dan kreditur pemegang
fidusia tidak dapat menunjukkan objek fidusia untuk
disita maka pengadilan tidak dapat dilanjutkan ke tahap
pelelangan karena tidak ada objek fidusia yang disita
eksekusi otomatis tidak ada barang yang dapat dilelang.
Dengan demikian eksekusi sertifikat fidusia gagal untuk

dilaksanakan.!3°

1307hid.,hlm. 61.
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3. PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA DANA PENSIUN

BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA

Dalam hal apabila pihak debitur melakukan
wanprestasi,maka untuk pelaksanaan haknya Undang-undang
menghendaki kreditur untuk memberikan suatu pernyataan
lalai kepada pihak debitur. Ini dapat kita baca dalam
Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut

Siberutang adalah lalai,apabila ia dengan surat
perintah atau dengan sebuah akta sejenis 1itu telah
dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah
jika ini menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap
lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Jadi hal ingkar janji/wanprestasi/kelalaian atau
default oleh pihak debitur yang berutang itu pada
pokoknya harus dinyatakan dulu secara formal,yaitu dengan
memperingatkan yang berutang atau debitur bahwa kreditur
menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek
yang ditentukan.Singkatnya hutang itu harus ditagih dan
yang lalai harus ditegor dengan suatu peringatan atau
“sommatie”.

Selanjutnya, kita bisa melihat Pasal 1365 KUH
Perdata yang berbunyi,bahwa tiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada seorang

lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.
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Penyelasaian kredit bermasalah pada lembaga keuangan
bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan
Daerah Air Minum Seluruh Indonesia berkaitan dengan
jaminan fidusia dilakukan dengan beberapa tahapan,yaitu
a.Penagihan
Lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
melakukan penagihan-penagihan yaitu penagihan bunga
SPH, penagihan pokok dan bunga, surat undangan
penyelesaian SPH, surat penagihan bunga SPH dan laporan
keuangan , surat penagihan kewajiban debitur dan surat
SPH debitur.
b.Somasi
Setelah dilakukan penagihan ternyata tidak ada itikad
baik dari kreditur maka dilakukan somasi sebanyak dua
kali.
Cc. Kreditur melaporkan tindakan pelanggaran Undang—undang
Pasar Modal
Kreditur melaporkan tindakan debitur kepada BAPEPAM
karena pinjaman tersebut tidak dilaporkan pinjaman
tersebut kepada BAPEPAM sebagaimana diharuskan dalam

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

d. Eksekusi
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Eksekusi objek Jjaminan fidusia adalah alternatif
terakhir vyang dilakukan oleh Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia dalam
menyelesaikan masalah kredit sesuai dengan Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Apabila tahap perundingan kreditur dengan debitur
melalui penyelamatan kredit tidak terselesaikan atau
tidak dimungkinkan lagi,maka penyelesaian kredit macet
tersebut dapat dilakukan melalui 1lembaga hukum yaitu
pengadilan dengan tujuan untuk mengeksekusi atau untuk
menjual objek jaminan fidusia.

Dalam hal terjadi kredit macet,debitur sulit
diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya secara
sukarela sebagaimana telah diperjanjikan,dan dilain pihak
lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
tidak mempunyai wupaya untuk dapat memaksa langsung
mengambil benda milik debitur guna pelunasan
piutangnya,maka tindakan tersebut merupakan perbuatan
melanggar hukum. Oleh karena itu,cara untuk menyelesaikan
kredit macet adalah pihak lembaga keuangan bukan bank
khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air
Minum Seluruh Indonesia harus menyerahkan pengurusannya

kepada pihak ketiga. Lembaga yangd dapat menyelesaikan
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kredit macet tersebut adalah peradilan umum berdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok
Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) yang mengatakan bahwa
hanya peradilan wumum yang dapat dipergunakan sebagai
lembaga penyelesaian kredit.Kredit macet merupakan
sengketa di bidang hukum perdata,dan apabila lembaga
keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia sebagai
kreditur dengan debitur tidak dapat menyelesaikan sendiri
sengketanya,maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan
Negeri.Tugas dan wewenang pengadilan negeri berdasarkan
Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, yaitu selain memeriksa dan mengadili perkara pidana
juga memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat
pertama.

Asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 bahwa peradilan dilakukan dengan
sederhana,cepat dan biaya tanpa ada pemeriksaan yang
berbelit-belit dan mengakibatkan proses peradilan yang
lama, namun kenyataan yang terjadi tidak demikian. Lamanya
proses penyelesaian perkara adalah disebabkan karena
perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri
diajukan perkara banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak
yvang kalah,sehingga hal ini akan mengakibatkan proses
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yang lama dan berlarut-larut. Oleh karena itu,realisasi
hak Jjaminan atau eksekusi dilakukan karena terjadi
wanprestasi baik disebabkan ketidakmampuan atau
ketidakmauan debitur dalam melakukan kewajibannya sebagai
penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan kredit
tidak berhasil , dan dalam penyelesaian kredit macet yang
dijamin dengan jaminan fidusia, kreditur penerima fidusia
, dalam hal ini lembaga keuangan bukan bank khususnya
Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia tidak harus mengajukan gugatan melalui
pengadilan tetapi dapat langsung melakukan eksekusi atau
penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum atau atas
dasar kekuasaan sendiri berdasarkan sertifikat jaminan
fidusia yang bersifat eksekutorial.

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia
berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No 42 Tahun 199 dapat
dilakukan melalui 3( tiga) cara yaitu

Pertama, melaksanakan titel eksekutorial dengan
menjual objek jaminan fidusia sendiri dengan menggunakan
parate eksekusi.Pengertian parate eksekusi kurang lebih
adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh putusan
pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan
sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim

menakala pihak yang lainnya cidera janji  atau
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wanprestasi. Pelaksanaan titel eksekutorial (atas hak
eksekusi) dengan Parate eksekusi oleh penerima fidusia
mengandung 2 (dua) persyaratan utama yakni (i) debitur
atau pemberi fidusia cidera janji; dan (ii) telah ada
sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan = “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan
fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari
hasil penjualan.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b,
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan pelaksanaan
dari Pasal 15 ayat (3) ,bahwa kreditur melaksanakan
eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri,menjual objek
jaminan,maka hal itu dilaksanakan berdasarkan parate
eksekusi.Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan
pengadilan atau juru sita,melainkan kreditur dapat
langsung menghubungi juru 1lelang dan minta agar benda
jaminan dilelang.

Eksekusi ini dilakukan dengan cara mengeksekusi
benda jaminan fidusia oleh penerima fidusia lewat lembaga
pelelangan umum (kantor 1lelang),dimana hasil pelelangan
tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-
piutangnya. Dengan demikian, eksekusi benda jaminan
fidusia melalui pelelangan umum ini bertujuan agar dapat
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memperoleh harga yang adil, dengan kata lain hal ini
untuk melindungi kepentingan pemberi fidusia agar tidak
terjadi manipulasi harga oleh kreditur,tetapi tidak
tertutup kemungkinan dilakukannya penjualan dibawah
tangan apabila harga yang diperoleh dalam pelelangan umum
tidak sesuai yang diharapkan,dengan syarat hal tersebut
disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.
Ketiga,menjual objek jaminan fidusia secara
dibawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan
penerima fidusia. Seperti halnya dalam Undang-Undang Hak

Tanggungan,maka dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

ini penjualan dibawah tangan objek fidusia juga

mengandung beberapa persyaratan vyang relatif untuk
dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat
melakukan penjualan dibawah tangan objek jaminan fidusia:

a. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini
diperkirakan akan berpusat soal harga dan biaya yang
menguntungkan para pihak;

b. Setelah 1lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan
secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia
kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

c. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang

beredar didaerah yang bersangkutan.
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Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia
yang bertentangan dengan cara-cara tersebut diatas
dinyatakan batal demi hukum, dan dalam rangka eksekusi
atau penjualan benda yang menjadi objek jaminan
fidusia,maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur penerima

fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan
landasan hukum bagi kreditur untuk menyelesaikan kredit
macat secara tepat tanpa perlu gugatan kepada debitur
melalui pengadilan yaitu dengan sertifikat Jjaminan
fidusia sebagai landasan hukum untuk mengeksekusi benda
yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek
jaminan fidusia adalah dengan macam-macam cara
pengeksekusian seperti yang disebutkan dalam Pasal 29
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999,namun dalam prakteknya
pelaksanaan eksekusi yang paling banyak dipakai adalah
eksekusi dengan penjualan benda jaminan fidusia secara
dibawah tangan, karena dengan eksekusi ini kedua belah
pihak baik kreditur maupun debitur dapat menghemat waktu
dan biaya,juga dapat mencapai harga yang tinggi atas
penjualan objek jaminan tersebut sehingga hal ini sangat

menguntungkan kreditur dan debitur. Pelaksanaan parate
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eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan ini harus
berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dalam praktik,benda yang menjadi objek jaminan
dapat saja musnah atau hilang,baik itu diluar kesalahan
debitur (seperti bencana alam) maupun karena ulah debitur
vang beritikad buruk yaitu berusaha menghilangkan objek
jaminan dengan memindahkan benda tersebut ketempat yang
sulit untuk dieksekusi oleh kreditur.Biasanya dalam
praktek lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana
Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia, sebelum lembaga keuangan bukan bank khususnya
Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia merealisasikan kredit vyang diajukan oleh
debitur,maka lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana
Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia terlebih dahulu memeriksa apakah benda objek
jéminan tersebut diasuransikan atau tidak, karena dengan
diasuransikannya benda objek jaminan tersebut,maka hal
ini dapat memperkecil resiko kerugian akibat musnahnya
atau hilangnya objek jaminan fidusia.

Apabila objek jaminan fidusia yang diperjanjikan
itu musnah, tidak dapat diperdagangkan lagi atau
hilang, maka hapuslah perikatannya (Pasal 1444 KUH

Perdata),dan kalau ketentuan ini diharapkan pada
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perjanjian pemberian jaminan fidusia dan apabila benda
vang menjadi objek jaminan fidusia itu musnah,maka
perjanjian pemberian Jjaminan itu dengan sendirinya
menjadi hapus. Hal ini dinyatakan juga didalam Pasal 25
ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu
bahwa hapusnya perjanjian jaminan fidusia disebabkan oleh
musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Debitur atau pemberi fidusia tetap
bertanggungjawab apabila musnah atau hilangnya benda
objek jaminan fidusia tersebut disebabkan oleh salahnya
pemberi fidusia,yaitu mengganti dengan objek jaminan yang
mempunyai nilai yang setara dengan objek jaminan yang
telah musnah (Pasal 1444 KUH Perdata).

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia
diasuransikan kemudian benda tersebut musnah, maka
musnahnya benda jaminan tersebut tidak menghapus klaim
asuransi.Dengan demikian,hak-hak asuransi dapat dipakai
sebagai pengganti objek jaminan fidusia yang musnah
sebagai sumber pelunasan hutang debitur dan hasil klaim
itu menjadi hak kreditur penerima fidusia (Pasal 10 Sub b
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Mengenai asuransi
objek jaminan fidusia ketentuan Pasal 10 Sub (b) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mewajibkan pemberi

fidusia untuk mengasuransikan benda tersebut,hanya saja
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bilamana fidusia mengganggap perlu bahwa jaminan fidusia
diasuransikan,maka hal ini perlu diperjanjikan secara
tegas dalam akta jaminan fidusia.

Mengenai penuntutan hak klaim asuransi yang
dapat dilakukan oleh penerima fidusia ditegaskan dalam
Pasal 1445 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur
wajib memberikan hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti
rugi mengenai benda objek jaminan tersebut kepada
kreditur yang mana hal ini tidak tercakup dalam Pasal 24
ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (hanya bicara
mengenai klaim asuransi atas dasar musnahnya benda
jaminan fidusia saja).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999,dengan tegas
melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan,menggandakan,
atau menyewakan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia
kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima
fidusia (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999) .Objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak
ketiga dapat dengan cara jual beli,tukar menukar dan
lain-lain.Tindakan pengalihan biasanya diikuti dengan
tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi
milik orang lain.

Bila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek

jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seijin kreditur
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penerima fidusia,maka pemberi fidusia dianggap telah
melakukan tindak pidana penggelapan. Sanksi bagi pemberi
fidusia vyang mengalihkan,menggadaikan atau menyewakan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan
tanpa persetujuan tertulis dan penerima fidusia,dipidana
dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan
pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Melihat beratnya persyaratan tersebut sebagaimana
ditetapkan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia,besar
kemungkinan,penjualan dengan cara dibawah tangan akan
ditempuh hanya akan terbatas pada kredit berskala besar.
Boleh jadi,cara yang selama ini berlangsung akan lebih
disenangi oleh para pihak dibandingkan dengan cara yang
baru dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan cara
lama debitur atau pemilik Jjaminan atas persetujuan
debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai
pengikatan) barang yang menjadi objek jaminan fidusia.
Mungkin uang pelunasan adalah berasal dari calon pembeli.
Setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan
jual beli dengan pembeli secara dibawah tangan
(ditandatangani oleh pemilik barang). Tetapi karena
maksud penjualan dibawah tangan adalah untuk mendapatkan

harga yang 1lebih tinggi, dan perlu dikatakan dengan
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kesepakatan secara suka rela,maka cara eksekusi yang
kedua ini masih dapat dikembangkan tidak dibawah tangan
tetapi melalui lelang sukarela terutama oleh Balai Lelang
Swasta.

Sebenarnya walaupun dalam ketentuan eksekusi
jaminan fidusia disebutkan bahwa ada 3(tiga) cara untuk
melakukan eksekusi akan tetapi dalam prakteknya hanya ada
dua cara,yaitu penjualan melalui pelelangan umum atau
dengan cara penjualan di bawah tangan seperti vyang
disebutkan diatas.

Dalam ketentuan eksekusi jaminan fidusia
disebutkan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan atas
dasar titel eksekutorial akan tetapi pelaksanaan titel
eksekutorial tersebut tetap harus ada fiat eksekusi dari
pengadilan,hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa
dikemudian hari terlebih karena objek jaminan fidusia
tersebut adalah benda bergerak,setelah itu baru dapat
dilakukan pelelangan.

Dalam hal debitur cidera Jjanji,penerima fidusia
mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Hak

untuk menjual objek jaminan tersebut atas kekuasaan

sendiri merupakan hak penerima fidusia (Pasal 29 ayat (1)
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huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Hak tersebut
dipertegas dengan janji yang harus secara tegas
dinyatakan oleh pemberi fidusia bahwa apabila kreditur
cidera janji,penerima fidusia berhak menjual objek yang
dijamin melalui penjualan umum tanpa terlebih dahulu
mendapat persetujuan Pengadilan Negeri (Pasal 15 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) ,walaupun dalam
prakteknya seperti telah disebutkan kantor 1lelang tidak
mau melakukan pelelangan Jjika belum ada penetapan
eksekusi dari Ketua Pengadilan.

Selanjutnya kreditur (penerima fidusia) mengambil
pelunasan kreditnya dari hasil penjualan dan
mengembalikan sisa hasil penjualannya,bila ada kepada
debitur.Sebaliknya apabila hasil penjualan harta debitur
tidak mencukupi, kreditur dapat menutupnya melalui gugatan
perdata sebagai kreditur konkuren. Sisa utang pasca
eksekusi tidak hapus,melainkan masih dapat dituntut lagi
dikemudian hari atas harta lainnya.

Permintaan untuk segera melakukan eksekusi
dimungkinkan berdasarkan perjanjian kredit yang pada
umumnya mencantumkan klausul bahwa kredit menjadi jatuh
waktu apabila terjadi berbagai kejadian sebagaimana
disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut.Misalnya

debitur lalai membayar hutang pokok dan bunga atas
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pinjaman serta biaya-biaya 1lain yang terhutang kepada
lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
atau terjadi penyitaan atas sebagian harta debitur atau
bila dinyatakan pailit. Jika ditegaskan dalam perjanjian
kredit ,kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan atau
dianggap sebagai wanprestasi dan mengakibatkan kredit
jatuh tempo dan apabila terjadi salah satu peristiwa yang
disebut diatas, kredit menjadi jatuh tempo.Penerima
fidusia dapat mengajukan permintaan eksekusi.Dalam
pelaksanaanya pelunasan piutang pemegang atau penerima
fidusia senantiasa didahulukan dari kreditur lainnya.
Contoh kasus yang terjadi pada PT Ryane
Adibusana, Tbk meminjam uang (kredit) sebesar Rp 3,5
miliar kepada lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana
Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia berdasarkan surat Nomor RY-TBK/DIR/230103/001
tanggal pada 23 Januari 2003 untuk pengembangan usaha dan
menambah modal.Utang yang jatuh tempo pada 27 Januari
2004 itu dikuatkan dengan perjanjian jaminan fidusia
berupa stok barang tekstil milik PT Ryane Adibusana, Tbk.
Berdasarkan perjanjian itu,seminggu kemudian Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia

mengeluarkan cek dari Bank BNI senilai Rp 1 miliar dan
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cek BRI sebesar Rp 2,5 miliar. Cek ini diterima oleh
Direktur Utama PT Ryane Adibusana,Tbk,yang langsung
meneken tanda terimanya. Utang yang jatuh tempo pada 27
Januari 2004 tidak dibayar PT.Ryane Adibusana,Tbk, maka
Pada 18 Maret 2004,Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah
Air Minum Seluruh Indonesia mengajukan permohonan
eksekusi terhadap jaminan fidusia itu ke Pengadilan
Negeri Jakarta Barat.Permohonan tersebut dikabulkan dan
didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
karena aset yang dimaksud berada di gudang PT Ryane di
Tebet, Jakarta Selatan.Namun, ketika juru sita Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan hendak mengeksekusi pada 1 Juni
2004, ternyata barang tekstil seperti yang dimaksud dalam
jaminan fidusia sudah tidak ada. Bahkan, gudangnya pun
telah hancur dan kosong.

Dari kasus ini dapat dilihat perlunya lembaga
keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempelajari
dengan seksama dokumen yang diberikan debitur.
Kemungkinan terdapat penyimpangan,sehingga membuat kredit
macet.Eksekusi terhadap barang tekstil tersebut tidak
dapat dilakukan atau yang lebih dikenal dengan eksekusi

non eksekutabel, karena benda yang akan dieksekusi
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tersebut sudah musnah. Hal ini tentunya merugikan lembaga
keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia selaku
kreditur.

Disamping itu ada itikad tidak baik dari debitur
untuk melarikan dana yang telah diperoleh dari lembaga
keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.Padahal
dana tersebut adalah milik pihak ketiga (peserta atau
anggota dana pensiun), hal ini menyebabkan lembaga
keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia dapat
mengajukan ganti rugi kepada debitur tersebut karena
telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan
ketentuan pasal 1365 KUH Perdata,jika debitur memberikan
keterangan vyang tidak benar atau terjadi pemalsuan
terhadap dokumen tersebut,maka debitur dapat dituntut
secara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Dalam prakteknya 1lembaga keuangan bukan bank
khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air
Minum Seluruh Indonesia tidak dapat melaksanakan titel
eksekutorial dengan menjual objek jaminan fidusia sendiri

dengan menggunakan parate eksekusi.Pengertian parate
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eksekusi kurang lebih adalah merupakan kewenangan yang
diberikan oleh putusan pengadilan kepada salah satu pihak
untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian
atau putusan hakim menakala pihak yang lainnya cidera
janji atau wanprestasi.Pelaksanaan titel eksekutorial
(atas hak eksekusi) dengan Parate eksekusi oleh penerima
fidusia mengandung 2 (dua) persyaratan utama yakni (i)
debitur atau pemberi fidusia cidera janji; dan (ii) telah
ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

ALASAN-ALASAN YANG MENJADI HAMBATAN DALAM PRAKTEK PROSES
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA

Walaupun dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 telah diatur mengenai eksekusi objek jaminan
fidusia, akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut
sangat sulit untuk dilaksanakan.Begitu besarnya campur
tangan badan peradilan,membuat proses eksekusi memakan
waktu yang lama dan memakan banyak biaya. Padahal nilai
dari barang-barang bergerak semakin menyusut,sehingga
seharusnya eksekusi dapat dilaksanakan dengan proses

sederhana,waktu yang cepat dan dengan biaya yang murah.
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Selain itu dalam pelaksanaan eksekusi,hal 1lain yang
diberikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada
kreditur penerima fidusia adalah untuk menguasai objek
jaminan fidusia. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 30
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini kurang efektif
karena tidak ada sanksi bagi pemberi fidusia yang tidak
mau menyerahkan objek jaminan fidusia. Walupun ditentukan
bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan dari pihak
yang berwenang tersebut. Apakah cukup petugas lembaga
keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia beserta
satuan pengaman, atau pihak kepolisian. Hal ini sangat
dikeluhkan pihak lembaga keuangan bukan bank khususnya
Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
Indonesia mengingat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan
jika meminta bantuan kepolisian.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada
masayarakat,terutama pemberian kredit,perlu dipikirkan
kembali cara meningkatkan peranan jaminan fidusia. Salah
satu permasalahan yang harus dipecahkan adalah eksekusi
jaminan fidusia. Sangat sulitnya pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia menyebabkan lembaga keuangan bukan bank
khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air

Minum Seluruh Indonesia menempatkan Jjaminan fidusia
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sebagai jaminan tambahan. Adanya campurtangan lembaga

peradilan dalam eksekusi objek jaminan fidusia seharusnya

dikurangi agar tercipta eskekusi jaminan fidusia yang
cepat,mudah dan sederhana selain dapat Jjuga memperlancar
kegiatan perekonomian utamanya pengusaha ekonomi lemah.

Pada umumnya kesulitan yang berkaitan dengan

masalah eksekusi barang agunan obyek jaminan Fidusia ini

bisa disebabkan karena beberapa hal antara lain :'*!

1. Salah satu kriteria barang agunan yang baik dilihat
dari kacamata kepentingan kreditor diantaranya adalah
bila barang tersebut mudah untuk dijadikan uang, karena
pada dasarnya yang dijamin dengan barang tersebut
adalah pengembalian uang yang harus dilakukan oleh
debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah
diperjanjikan.

Oleh karena itu seyogyanya harus diusahakan
sedemikian rupa agar barang agunan senantiasa dalam
keadaan terjaga nilainya, sehingga pada saat dilakukan
eksekusi, kreditor dapat memperoleh hasil penjualan
dalam jumlah yang sesuai dengan yang dikehendaki

semula. Namun demikian dalam kenyataannya sering

lElijana Tansah, Aspek Hukum obyek jaminan Fidusia menurut
UU No. 42 Tahun 1996 (Hak Tanggungan) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 (jaminan Fidusia)makalah disampaikan pada seminar Sosialisasi
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia
diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI
bekerjasama dengan PT.Bank Mandiri (persero), Jakarta ,09-10 Mei 2000.
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diketemukan keadaan yang jauh berbeda dengan keadaan

yvang seharusnya tersebut diatas karena

1.

1.

Pada saat kreditor memandang perlu untuk
melakukan eskekusi terhadap barang agunan obyek
jaminan fidusia,barangnya sudah tidak ada
ditempat yang semula diketahui oleh kreditor
dan tidak diketahui lagi dimana
keberadaanya,bahkan sering kali debitor atau
pemberi fidusianya juga sudah tidak diketahui
lagi dimana keberadaannya. Hal ini berbeda
dengan musnahnya benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
Kalau yang dimaksud pasal 25 tersebut adalah
jenis bahwa barangnya musnah dan tidak ada lagi
(terbakar atau karena sebab lainnya).Sedangkan
dalam hal ini, mungkin barangnya masih ada
tetapi kreditor tidak tahu lagi dimana tempat
keberadaannya. Apabila barang tersebut sudah
tidak ada karena telah dijual oleh
debitor/Pemberi Jaminan Fidusia dan dibawa oleh
pembelinya,maka Undang-undang Fidusia
ditentukan bahwa wuang hasil penjualan barang

tersebut menjadi obyek Jjaminan fidusia,namun
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2.

uang hasil penjualan barang agunan tersebut
juga sudah tidka ada lagi karena sudah dipakai
oleh yang bersangkutan.

Pada saat kreditor mengeksekusi barang agunan
obyek Jjaminan Fidusia,barang tersebut sudah
berkurang dan bahkan nyaris tidak ada 1lagi
nilainya.Hal ini bisa terjadi dan sangat mungkin
terjadi, karena untuk barang-barang agunan
tertentu yang menjadi obyek jaminan
fidusia,merosotnya nilai barang tersebut sudah
merupakan hukum alam yang tidak mungkin untuk
dihindari.Misalnya,mobil atau mesin-mesin pabrik
yang pada saat dulu ketika diteriam sebagai
obyek jaminan fidusia keadaannya masih baru,dan
nilainya tinggi karena barangnya masih
bagus,tetapi pada saat dieksekusi saat ini
(setelah sekian 1lama),barang-barang tersebut
sudah menjadi besi tua yang nyaris tidak ada
harganya.seharusnya merosotnya nilai barang
agunan tersebut,harus diiringi dengan menurunnya
jumlah utang debitor,namun dalam kenyataannya
sering diketemukan hal yang berbeda dengan yang

seharusnya tersebut.

Sulit menguasai barang agunan obyek Jaminan Fidusia.
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Untuk dapat melakukan eksekusi terhadap obyek
jaminan Fidusia tentunya kreditor harus menguasai
benda obyek Jjaminan fidusia tersebut (agar dapat
menjual/melelangnya) .Undang-undang Fidusia dalam hal
ini memberikan perlindungan kapada kreditor
sebagaimana ditentukan pasal 30 dan penjelasannya
,yang antara lain menentukan dan menjelaskan bahwa
a. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang mejadi

obyek Jjaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan

eskekusi jaminan fidusia;

b. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda
obyek jaminan fidusia tersebut diatas, maka
penerima fidusia berhak mengambilnya dan bila
perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-
Undang fidusia kepada kreditor sebagaimana tersebut
diatas, nampaknya tidak akan ada permasalahan atau
kesulitan yang dihadapi oleh kreditor.Dalam
kenyataannya kreditor masih dapat mengalami kesulitan
dalam menguasai barang agunan obyek jaminan fidusia

tersebut antara lain karena

a. Keterbatasan tempat yang dimiliki atau yang dapat

digunakan oleh kreditor untuk menempatkan benda
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obyek jaminan fidusia sebelum dilakukan eksekusi

atau penjualan;

Masih belum jelas siapa yang dimaksud pihak yang
berwenang dalam undang-undang jaminan fidusia
tersebut yang dapat dimintai bantuan dalam
menguasai benda obyek jaminan fidusia dimaksud,
walau dapat ditafsirkan bahwa pada umumnya yang
dimaksud pihak yang berwenang adalah pihak

kepolisian;

Keterbatasan tenaga untuk menjaga dan mengawasi
benda obyek jaminan fidusia yang telah dikuasai
sampal saat dilakukan eksekusi atau penjualan dan
pada saat ini ada potensi kreditor disalahkan oleh
pemberi fidusia bila terjadi kehilangan atau
kemerosotan nilai barang yang dapat ditafsirkan

disebabkan karena kelalaian kreditor:;

Masih adanya perbedaan persepsi diantara pihak-
pihak terkait dalam memahami jaminan
fidusia, sehingga dalam beberapa kasus yang pernah
terjadi, penguasaan barang agunan obyek Jjaminan
fidusia oleh kreditor justru mengakibatkan
kreditor digugat oleh debitor karena dianggap

melakukan perbuatan melawan hukum dan ironsinya
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pengadilan mengabulkan gugatan tersebut dan

menyatakan kreditor bersalah Kkemudian dijatuhi

hukuman.

C. UPAYA PENYELESAIAN PROSES EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Untuk menyelesaikan kredit macet tersebut lembaga
keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia melakukan
berbagai upavya penyelesaian. Berbagai upaya yang
dilakukan adalah
1. Memberikan penagihan secara terus menerus ;

2. Memberikan somasi kepada debitur ;

Penagihan ini dilakukan dikarenakan tidak ada
itikad baik dari debitur untuk melunasi hutangnya.
Sehingga dilakukan penagihan mengingat barang tekstil
yang dijadikan objek jaimnan fidusia selalu berubah-ubah
karena diperjualbelikan. Sehingga saat debitur mampu
menjual barang tekstil sebagai objek jaminan,diharapkan
mampu mencicil hutangnya sedikit demi sedikit.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Pemberi fidusia atau debitur wajib
menyerahkan benda jaminan fidusia,melaksanakan amanat
Pasal 30 diatas, lembaga keuangan bukan bank khususnya

Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh
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Indonesia melakukan somasi melalui surat No. Let/Som-
1/051 tanggal 4 Maret 2004 yang ditujukan kepada
debitur, kreditur telah meminta debitur agar dalam waktu
2 x 24 jam menyerahkan jaminan fidusia;

Ternyata sampai dengan batas waktu yang
ditentukan pemberi fidusia atau debitur tetap tidak
menanggapinya,maka dilakukan somasi kedua dengan surat
No. Let/Som-2/052 tanggal 8 Maret 2004.

Selanjutnya Upaya terakhir yang dilakukan lembaga
keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama
Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia selaku
kreditur berkehendak untuk melaksanakan eksekusi jaminan
fidusia berdasarkan Pasal 29 ayat(l) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi ”“Apabila debitur atau
pemberi fidusia cidera janji (in caso debitur) ,eksekusi
terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat
dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh penerima
fidusia,dan melakukan pelelangan umum sebagaimana
ketentuan Pasal 19 ayat(2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 yang berbunyi : “penjualan benda yang menjadi objek
fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari

hasil penjualan.”
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Penulis sepakat dan sependapat bahwa dengan
upava yang ditempuh lembaga keuangan bukan bank
khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air
Minum Seluruh Indonesia,yang menyebutkan bahwa apabila
terjadi wanprestasi,pemberi fidusia wajib menyerahkan
barang-barang difidusiakan secara fisik. Hal ini
berkaitan dengan asas droite de suite yang dianut oleh
jaminan fidusia sendiri. Bahwa jaminan fidusia tersebut
mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada.Jadi
seandainya karena alasan apapun benda jaminan beralih ke
tangan pihak lain,maka fidusia atas benda tersebut tetap
saja berlaku. Menurut hemat penulis,upaya terakhir untuk
melindungi kepentingan kreditur bila mengalami kesulitan
mengeksekusi terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur
yang tetap menguasai benda jaminan,adalah mengajukan
gugatan terhadap pemberi fidusia yang
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari penerima fidusia,dipidana penjara paling lama dua

tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima

puluh juta rupiah).
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Ancaman pidana penjara dan denda tersebut adalah
konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara
constitutum possessorium. Terlebih lagi bilamana
diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977 KUHP Perdata
menentukan bahwa penguasaan atas barang bergerak maupun
alas hak bagi kepemilikannya.

Persetujuan tertulis dari penerima fidusia
tersebut tentunya dapat dimasukkan sekaligus dalam akta
pemberian jaminannya. Hal ini,intinya menerangkan bahwa
pemberi fidusia tidak berhak meminjamkannya, menyewakan,
menjamin, menjual atau mengalihkan/memindahtangankan
benda fidusia dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak
lain tanpa ijin tertulis dari penerima fidusia. Juga,
tiap-tiap bulannya pemberi fidusia harus memberi laporan
kepada penerima fidusia mengenai keadaan dan tempat
dimana objek Jjaminan fidusia berada.Disamping itu,juga
lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
dapat melakukan pengawasan secara berkala dan teratur
dengan memeriksa kondisi barang jaminan tersebut.

Kemudian perlindungan terhadap pihak ketiga
pembeli atas pembelian barang dagangan yang menjadi

objek jaminan fidusia,diberikan melalui Pasal 22 Undang-
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Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa
pembeli benda yang menjadi jaminan fidusia merupakan
benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli
tersebut mengetahui tentang adanya Jjaminan fidusianya
itu,dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas
harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga
pasar. Harga Pasar disini maksudnya adalah harga yang
wajar yang berlaku dipasar pada saat penjualan benda
tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari
pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda
tersebut.Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 20
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Disamping itu, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999,menyebutkan bahwa penerima fidusia tidak
menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian
pemberi fidusia,baik yang timbul dari hubungan
kontraktual atau vyang timbul dari perbuatan melawan
hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan pihak
yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari
pemakaian benda tersebut.

Berdasarlan uraian tersebut, pemberi fidusia

dilarang pada asasnya, mengalihkan, memfidusiakan ulang,
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menggadaikan atau menyewakan benda Jjaminan fidusia.
Untuk tindakan mengalihkan,ada pengecualiannya untuk
benda jaminan yang berupa barang persediaan. Diluar
itu,perkecualian hanya diberikan dengan persetujuan

tertulis penerima fidusia.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis

dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut
1. Eksekusi Jaminan Fidusia berupa barang tekstil pada
Perkara Nomor:19/2004 Eks.Jo.No.5 di Pengadilan Negeri
Jakarta Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan sesuai
ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Apabila
debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi
dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel
eksekutorial sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2)
oleh Penerima Fidusia, dalam hal ini lembaga keuangan
bukan bank khususnya Dana Pensiun Bersama Perusahaan
Air Minum Seluruh Indonesia dengan meminta penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.Dalam prakteknya
eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Berita Acara Sita
Eksekusi Nomor : 17/Del/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Juni
2004 ternyata barang tekstil tidak ada,sedangkan

gudang dan bangunan tersebut sudah hancur,oleh
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karenanya pelaksanaan sita eksekusi ini tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

. Alasan-alasan yang menjadi hambatan dalam praktek yang
terjadi dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia
berupa barang tekstil pada Perkara Nomor:19/2004
Eks.Jo.No.5 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, adalah berdasarkan Pasal 30 dan
penjelasannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia yang menentukan dan
menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka
pelaksanaan eksekusi, kenyataannya dalam Perkara
Nomor:19/2004 Eks.Jo.No.5 di Pengadilan Negeri Jakarta
Barat ini, debitur tidak memberikan dan menyerahkan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia
tersebut.Selain itu kreditor mengalami kesulitan dalam
menguasai barang agunan objek jaminan fidusia tersebut
karena keterbatasan tenaga untuk menjaga dan mengawasi
benda obyek jaminan fidusia dan apabila meminta
bantuan pihak yang berwenang yaitu kepolisian,

kreditor mengalami kesulitan berkaitan dengan mahalnya

biaya petugas kepolisian.
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SARAN

Berdasarkan hal tersebut diatas,berikut ini
dikemukan saran-saran penulis untuk menjadi bahan
pertimbangan yaitu sebagai berikut

1. Dalam memberikan kredit lembaga keuangan bukan bank
khusus Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air
Minum Seluruh Indonesia lebih berhati-hati sesuai
dengan prinsip yang dianut yaitu prudential
principle.

2. Lembaga keuangan bukan bank khususnya Dana Pensiun
Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
sebagai kreditur 1lebih meningkatkan pengawasan dan
memperhatikan objek jaminan dengan berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia demi perlindungan dan kepastian hukum.

3. Pelaksanaan eksekusi mengalami banyak hambatan dalam
prakteknya, oleh karena itu perlu di atur tersendiri
dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999.
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PENETAPAN
Nomor : 19/2004 Eks.Jo.No.S.

DEMIKEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakaria Barat ;

Telah membaca suwrat permohonan tertanggal 10 Maret 2004, dari : DEDI

MASSUDI1, S.H., Pengacara’Penaschat Hukum pada Kantor Hukum Massudilawe &

Partners beralamat di Jalan Kramat V No.3 (atas), Kenari, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN

DAERAIl] AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA _PAMSD,
berkedudukan di Jakarta, Jalan Penjernihan II No.27B, Pejompongan, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2004, yang selanjutnya disebut

sebagai PEMOHON EKSEKUSI, yang pada pokoknya Pemohon Eksekusi telah
memohon kepada kami agar supaya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat memberikan

tegoran/sanmaning, kepada :

PT. RYANE ADIBUSANA, Tbk., berkedudukan di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Raya
No.47, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh PREM RAMCIIAN}) HAR{ANI,

sel::xku, Direktur Utama PT. RYANE ADIBUSANA, Thk., yang selanjutnya disebut
sebagai TERMOHON EKSEKUSI ;

Dalom permohonan ekselusi, anlara :
DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAR AIR MINUM SELURUH
INDONESIA (DAPENMA PAMSD), ....... sehagai ............PEMOHON EKSEKUSI ;

Lawan:

.. TERMOHON EKSEKUSI ;

e PT. RYANE ADIBUSANA, Thk., .- sebagai ... ...

FALAN TSN
. dalam batns woklu yang telah ditetapkan Undang-Undang untuk memenuhi

"\ lbanuya kepada Pemohon Eksekusi seswai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia
W7 002805 HT.04.06. TH. 2003/.5']"!) tertanggal 24 Pcbman 2003 darl

"'1‘-‘:.\\»5;;”' ﬁiﬂ(ajx':; yang berkepaln DEMI KEADILAN BERDASARKAN I\.ET UHANAN YANG
A "MAHA ESA. Jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 5 tertanggal 29 Januari 2003 yang dibuat
dihadapan HOTMAN SYUKUR NASUTION, S.H. Notaris di Jakarta, dimana jumlah
kewajiban Termohon Eksekusi sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Jo. Akta Jaminan
Fidusia tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyard rupiah), namun sesuai
dengan perhitungan Pemohon Eksekusi kewajiban/hutang Termohon Eksekusi per-tanggal
27 Pebruari 2004 adalah sebesar Rp.4.260.798.356,- (empat milyard dua ratus enam puluh
juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) ;

Telah membaca pula surat-surat bukti yang dilampirkan dalam permohonan eksekusi

tersebut antara lain berupa :
1. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman No.RY-TBK/DIR/230103/001

23 Januvari 2003 ;
2. Fotocopy Daftar Stock Barung tertanggal 27 Januari 2003 ;
: 4 tertanggal

Fotocopy Akta Perjanjian Pinjaman Dengan Memakai Jaminan Nomor :
29 Jannori 2003, yang dibuat dihadspan ITOTMAN SYUKUR NASUTION, S.H.

Notaris di Jnkmta ;
4. TFotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W7-002805.[{T.04.06.TH.2003/STD
tertanggal 24 Pebruari 2003, dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jukarta, yang berkepala DEMI EEADILAN

tertanggal
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BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Jo. Akta Jaminan Fidusia
Nomor : 5 tertanggal 29 Januari 2003 yang dibuat diladapan HOTMAN SYUKUR

NASUTION, S.H. Notaris di Jakata; .

Fotocopy Cck. BRI No.CDW 342839 tertanggal 30 Januari 2003 ;

Fotocopy Cek. BNI No.CT 416223 lerlanggal 30 Januarj 2003 ;

Fotocopy Bukti Tanda Terima Nomor : 034/KU/V/2003 lertanggal 30 Januars 2003 ;

P NS

Totocopy Surat-Surat nasing-masing No.63.03/INV-DP/06.03 tertanggal 25 Juni 2003,
No.70.03/INV-DP/07.03 tertanggal 03 Juli 2003, No.86.03/INV-DP/08.03 tertanggal
07 Agustus 2003, No.94.03/INV-DP/09.03 tertanggal 08 September 2003,
No.119.03/INV-DP/10.03 tertanggal 01 Oktober 2003, No.143.93/INV-DP/10.03
tertanggal 07 Oktober 2003, No.163.03/INV-DP/11.03 tertanggal 4 Nopember 2003,
No.166.03/INV-DP/11.03 tertanggal 13 Nopember 2003, No.181/INV-DP/12.03
tertanggal 12 Desember 2003, No.200.03/INV-DP/01.04 tertanggal 15 Januari 2004,
No.201.03/INV-DP/01.C4 tertanggal 20 Januari 2004, No.184.03/INV-DP/12.03
tertanggal 23 Desember 2003 ; '

9. Fotocopy Surat Penjelasan Masalah Hak Dan Kewajiban No.006/RA/1/2004 tertanggal
14 Januari 2004 ;

10. Fotocopy Surat Proposal Penawaran Pelunasan Hutung No.007/RA/I/2004 tertanggal
16 Januari 2004 ;

11. Fotocopy Surat-Surat Somasi masing-masing Sural Somasi-1 No.Let/Som-1/051
terlanggal 4 Maret 2004 dan Surat Somasi Terakhir No.Let/Som-2/052 tertanggal
8 Maret 2004 ;

12. Fotocopy Swrat Outstanding Hutang PT. RYANE ADIBUSANA. Tbk.
No.208.03/INV-DP/03.04 tertanggal 12 Maret 2004 ;

13. Lampiran Perincian Hutang Pokok dan Perincian Denda Pokok dan Bunga ;

TR B Lampiran-Lampiran Rekening Koran DAPENMA PAMSI dari Bank Negara Indonesia
& %\&BN]) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ;

7. :
5> Yli Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2004 ;

¥

3 & Menimbang, bahwa svatu Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkepala DEMI
Ny DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Jo. Akta Jaminan

idusia kekuatan pelaksanaan eksekusinya sama dengan suatu putusan Hakim/Pengadilan
Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang No.42 Tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa sesusi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W7-
002805.HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 24 Pebruari 2003, darj Departemen Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, yang berkepala
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Jo. Akta
Jaminan Fidugia Nomor : 5 tertanggal 29 Januari 2003 yang dibuat dihadapan HOTMAN
SYUKUR NASUTION, S.H. Notaris di Jakarta, Debutur selaku pemberi jaminan telah
memberikan nilai penjaminan kepada kreditur/Pemohon Eksekusi berupa pemberian
jaminan fidusia senilai sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyard rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesvai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Jo. Akta Jaminan
Fidusia tersebut diatas, Debitur/Termohon Eksekusi selaku pemberi Jaminan Fidusia telah
memberikan kepada dan untuk kepentingan pemegang jaminan fidusia/Kreditur/Pemohon
Eksekusi nilai jaminan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyard rupiah), akan tetapi
menurut perhitungan Pemohon Eksekusi kewajiban dari, Termohon Eksekusi sampai
dengan 27 Pebruari 2004 adalal sebesar Rp.4.260.798.356,- (empat milyard dlua ratus enam
puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah),
maka dengan adanya hal tersebut hak Pemohon Ekseknsi dari hasil eksekus.l tersebut adalah
senilai kewajibavhutangnya yaitu sebesar Rp.4.260.798.356,- (empal milyard dua ratus

Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH_LL,-2008



3

enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam
rupiah) ;

Menimbang, bahwn sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Dengan Memakai
Jaminan Nomor : J tertonggal 29 Januari 2003, yang dibust dihadapan HOTMAN
SYUKUR NASUTION, S.H. Notaris di Jakarta, Debitu/Termohon Eksekusi telah
mendapat fasilitas kredit dengan jangka waktu 13 (liga belas) bulan lamanya terhitung
mulai tanggal 29 Januari 2003 dan akan berakhir pada tanggal 27 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjanjian tersebut diatas jangka waktu
pinjaman tersebut telah berakhir, akan lctapi ternyata sampai saal ini Debitw/Termohon
Eksekusi belum juga memenuhi kewajibannya kepada Kreditur/Pemohon Eksekusi,
walaupun Freditur/Pemohon Eksekusi telah memperingatkan kepada Debitur/Termohon
Eksekusi akan kewajibannya tersebut sebagaimana Surat-Surat Somasi masing-masing
Surat Somasi-1 No.Let/Som-1/051 tertanggal 4 Maret 2004 dan Surat Somasi Terakhir
No.Let/Som-2/052 terfanggal 8 Maret 2004, maka dengan adanya hal tersebut
Debitur/Termohon Eksekusi telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Kreditur/Pemohon

Eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri
Jakarta Barat berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon fersebut beralasan dan
berdasarkan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ; )

Menimbang, bahwa sebelhin eksekusi tersebut dilaksanakan terlebih dahulu
perlu dilakukan penegoran terhadap Termohon Eksekusi, agar dalam tempo 8 (delapan)
hari terhitung sejak diberikan tegoran/aanmaning untuk memenuhi kewajibannya sesuai
dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Jo. Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Eksckusi berdomisili diwilayah_
hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka untuk pelaksanaan pemanggilannya kami
harus meminta bantuan kepada Sandara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Memperhatikan ketentuan pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 196 HIR. Jo.

LAN ¥ Nndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta ketentuan-kelentuan hukum lainnya yang

ubungan dengan itu ;
)" MENETAPKAN:

'7/ Mengabulkan permohonan Pemohon tessebut diatas ;

) p——ly .
h "r\"ﬁm -f/y‘/ Meminta bantuan kepada Saudara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
= menunjuk salsh Seorang Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan

tegoran/aanmaning dengan resmi dan sah, kepada :

PT. RYANE ADIBUSANA, Thk., berkedudukan di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Raya
No.47, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh PREM_RAMCHAND HARJANI,
selaku Direktur Utama PT. RYANE ADIBUSANA, Thk., yang selanjutnya disebut
sebagai TERMOQHON EXKSEKUSI ;

Agar supaya Termohon Eksekusi datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jokarta
Barat di Jalan Let.Jen.S.Parman No.71 Slipi Jakarta Barat, pada hari :

Kades Tonggal 28 Ao, 2004. Pukul. 09.30 WIB,

Untuk diberikan tegoran/annmaning agar dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak
diberikan tegoran/aanmaning, agar Termohon Eksekusi memenuhi kewajibannya kepada
Pemohon Eksekusi sesuai dengan Sertifikal Jaminan Fidusia Nomor : W7-002805.HT.
04.06.TH.2003/STD tertanggal 24 Pebmari 2003, dari Departemen Kehakiman Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilaynh DKI Jakara, yang berkepala DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Jo. Akta Jaminan
Fidusia Nomor : 5 lertanggal 29 Januari 2003 yang dibuat dihadapan HOTMAN SYUKUR
NASUTION, S.H. Notaris di Jakwta, dimann jumlah kewnjiban Termohon Eksekusi sesuai
dengan Sertifikat Jnminan Fidusia Jo. Akta Jaminan Fidusia tersebut adalah sebesar

Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008



4

Rp.5.000.000.000,- (lima milyard rupish), namun sesuai dengan perhitungan Pemohon

Eksekusi kewajiban/hutang Termohon Eksekusi per-tanggal 27 Pebruari 2004 adalah
sebesar Rp.4.260.798.356,- (empat milyard dun ratus cnam pulub juta tujub ratus sembilan

puluh delapan ribu tiga ratus lima pulub enam rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : Sensn.
Tanggal /9 A fLn. . 2004, olch kami MUCHHTAR RITONGA, S.H.

Ketua Pengadilan Negeri Takarta Barat. -

/%KBTUA PENGADILANN

ERI
_ JAKARTA-BARATY, _

Tro.
\

MUCHTAR RITONGA, S.H.
" _NIP. 040017884,

Biaya-biava :
Meterai .......... Rp. 6.000,-
Redaksi .......... Rp. 3.000.-

Jumlah .. .. Rp. 9.000,- (/09 /?// ’(ﬁ’b}’

FUBLUNAN / FOTOCOPY

SEST. 4l DENGA NYA DlBLFuKAVl hTCR
DA ATASPER : DINAS D EN A

APRIL 004o
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PINIETAPAN
Nomor : 192004 IKks.Jo.Nao.&.

DIEMI KEADILAN BERDASARKANKETUITANAN YANG MAILA ESA

Foami, el Pengadilan Negeri Jalerta Barat

Telalh membaca sueat permohonan Sita Eksekngi Jaminman Fidusia ertanggal
7 Mei 2004, et : DEDT MASSUDL, S.0L, PengacarnfPenasehal Mukum pada Kantor
ki Maseudilawe & Partners beralamat di Jalan Kramat 'V No.3 (alas), Kenari, Jakarta
Pugat, yang dalam hal ini berlindake untuk dan alag nama DANA PENSTUN BERSAMA
PRERUSATIAAN DAERAN ATR MINUM SELURUR INDONHRSIA_(DAPENBMA
PADSI, berkedudukan di Jakarta, Jalan Penjernihan 1 No.27B3, Pejompongan, Jakarta
Posat, berdasarkan Sural Kuoasa Fhasus terfanggal 20 Pebruwi 2004, vang selanjutnya
dischut sehagal PEMOUON BRSEKUST: v

Dalam permehonan ckseknsi, antara :

DANA PENSITUN BERSAMA PERUSANAAN DAERRAL ATR MINUM SELURUH
INDONESTA (DAPENMA PAMSI), ....... sehagai...... ..... PEMONON BXKSTKUST ; «

l.awan :

PI.RYANE ADIBUSARA, Thic, oooecwosehagai o TERMOHON EXSERUST; -

Telalk membacia pula:

1. Penctapan Fanni lertanggal 19 April 2004 Nomor @ 1272004 IksJo.No.5, lentang
tentung legoranfasnining ; »

2. Berita Acara Tegoran/Aanmaning  lertanggal 28 April 2004 Nomor : 19/2004
ke JoNo.S ¢ -
Menimbang, bilwa sesnai dengan Penctapan tertanggal 19 April 2004 Nomor

T 19/2001  1iks.Jo.No.5, Foami telsh memintn bantuan kepada Sandarn Ketus Pengadilan
'I«RW N \ . o oy q .
AV € Negeri Takarta Puszal untuk menunjuk salal Seorang Jurngita Pengganti untnk molakukan

et NN ! ! ¢ ' .
7‘/’\ \’& venanggilan tegoran/aanmianing dengan resmi dan sah kepada Termohon Eksekusi agar
= | o pupaya ‘Termohon Eksckusi daling menghadap ¥ctua Pengadilin Negert Jukarla Baral

° 2/ Antuk diberikan legoran/nanmaning agar dalam tempo 8 (delapan) hari terhilung sejak
Z20r diberikan legornn/aanmaning, agar Termohon Fksekusi memenuli kewajibannya kepada

7 2% Pemohion Eksckusi sesmai dengan Serlilikat Jaminan Fidusia Nomor : W7-002805.HT.
04.06.TI1.2003/STD tertanggal 24 Pebruari 2003, dari Departemen Kehakiman Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DX Jukarta, yang berkepala DEMI
KEADILAN BERDASARKAN EETULIANAN YANG MAUA ESA. Jo. Akla Jaminan
Fidusia Nomor : 5 tertangga! 29 JTanumri 2003 yang dibual dihadapan HOTMAN SYUEUR
NASTFTION, S.10. Notkaris di Jakarta, dimana jumitah kewajitan Termohon Fksckusi gesnai
dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Jo. Akly Lininan Fidvusin tergebut adafoh sebesar
Rp.5.000.000.000.- (lima wilyard rupiah), namun scsuai dengan perhitungan Pemohon
Lksekugi kewajibanditang ‘Termohon Tiksekusi per-tanggal 27 Pebruari 2004 adalah
sehesar Rp.A.260.798.356,- (empat milyard diz ratug enam puluh jula fujuh ratus sembilan
prlub dedapan ribm tiga rale lima pulih cnam vupial) ;

Menimbang, balwa sesnal dengan sural panggilan sanmaning, tertanggal
21 April 2004 Nowmor : 19/2004 Fks.Jo.No.5, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takarta
Pusal felah melaksanakan pemanggilan tegoranZummaning atas permintaan dari Pengadilin
Negeri Jakartn Darat dan slas panggilin tegoran/mnmaning tersebut Termohon Eksckusi
tidak hadir akan letapi telsh . hadir orang yang mengakn kiasa “Fermohon Eksekusi dan
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karenn penghatlap tersebnt Gidak dapat mennjukkon surat knme yang sah makas Pengadilan
Negeri Jakarta Baral menganggap Termohon Bheckost telah ditegor (dissunnaning) karena
panggitan fersebut telab dilakganakan secarn patut, hal terscbut sebapaimann divraikan
dalam Berila Acurn “Tegoran/Amunaning lertanggal 28 April 20040 Nomeor @ 19/2004
FksJo.No.5 ; ~

Merimbang, balvva ternyata gampan saqi ini Termohon Eksckusi belum juga
memenuhi keswwajibannya tersebul kepada Pemobon Elsekngi walianpun batas waklu yang
telah ditetapkan nndang-undang telah terlampaui, maka dengan adanya hal lersebut
Pemohon Ekscknsi telah mengajukan permolionan Sita Lkscknsi atns barang-barang yang
telah dijadikan jaminam dalam Serlifikal Saminan Fidusia Jo. Akta Janinan Fidusia lersebit
diatas dan setanjulnya untuk dilakukan pesjualan dimuka winon (Pelclangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebul diatas, Pengadilan Negeri
Takeawta Barat berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon 1ksekusi tersebut beralasan
dan berdasarkan hnkomn oleh karena itn dapal dikabulkan ;

Menimbang, bahwa olch karena barang-barang yang akan dilaksaukan Sita
Eksekusi tersebut berada diwilayah TTukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatzm, malka untuk
pelaksanaannya kami harus meminta bantuan kepada Saudara Kehua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan ; .-

Memperhatikan kelentuan pasal 195 ayat (1) Jo. (2) TTIR. Jo. pagal 197 FUR.
serta kelentuan-ketentuan hulonn lainnya yang berhubungan dengan ilu

MENETAPKAN:

Mengalullan perinohenan Pemehon tersebul chalas | -

Meminta bantuan kepada Sauclara Fetu Pengadilan Negert Jakarta Sclatan
untuk mennnjuk salah scormg Trosita dengan disertai oleh dua orang saksi untuk
melaksanalkin Sita Ekeekusi, atag barmg-baring berupa : «

- Slock Darang Dagangan Textile sesuai Dallar Stock Barang fanggal 27 Jannari 2003,
cenilai Rp.11.642.954.008,- yang berada di Gudang P'L. Ryaue Adibusana Thk, di Jalan
Supomo No.7 Tebet, Jakarta (setempal dikenal sebagai Gudang Tebet) ;.

Demikian ditetapkan di Jakata pada hari : :////n -
Tanggl /7 /s 2004, olch kami MUCHTAR RITONGA, §.J1.,
Ketua Pengadilan Megeri Jakarta Barat.-

/> KETUA PRNGADTLAN NKCER]
 JAKARTA BARAT\ _

770

MUCIITAR RITONGA,S.TI.
NIP. 040017884,

~%

. . FORTONAN FGTOOT T
Biaya: biaya : ' [ FGIaLery g
: SESUIAL DENGAN ASLINYS DIBERIK s b :
Pencatatan. .........Rp. 10.000,- DAN & ‘; _:;.-‘.5;-: N Blrna-’ i
Malerai..............Rp. 6.000,- PADA TANGE “ ' ,7. el S o0 :
Redalegi............. Rp.___3.000,- /—(ﬁ% BANIY:
sumbnh.......... Rp. 19.000.- //c.y' NESEMENGADILAN REGER ;xg,.*-\/ :

}‘l' .u.\\ ) r v e j
ML A /"m TN L SIAT e e
; v e e menl L :
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PEMGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
JALAN LET.JEN. S. PARMAN NO.71 SLiIPI

JAKARTA BARAT.

= =

Nomor
i.ampiran
Perihal

7S s

Y-

s =
.pelaksanaannya akan dlsetorkan lanbsung ole‘x Kuasa Pemohon d1

- Pengadllan Negeri Jakarta Pusat.

: W7.Db.Ht.04.10. | # 3~ .2004. Jakarta, t3 April 2004,
. 1 (satu) Expl. »
: Mohon bantian pemanggulan Kepada Yth :

Tegoran/aanmaning “¥-

Sdr. Kciua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

Di-
JAKARTA.

Bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan saudara untuk
dapat kiranya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
Jika ia berhalangan untuk rrieriunjuk salah seofang Jurusita Pengganti guna
melakpkan pemanggilan tegoran/aanmaning dengan resmi dan sah kepada
Termohon  Eksekusi, sebagaimaha diuraikan daleam Pcnetapan Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 19 April 2004 Nomor : 19/2004
Eks.Jo.No.S, yang bersama ini l\amx lampirkan salinan/fotocopy penetanan
tersebut. Dan apabila telah dilaksanakan, kami mohon agar relaas panggx]an
teaorari/aanmaninﬂ dimaksud dapat dikirimkan kepada kami dalam tehagang
waktu ‘yang tidak terlalu la.ma :.edanvkan mengena. _ Pﬁza untuk
Kas

¥ 5’;‘

* i+ Demikianlah permohonan kami, atas bantuan serta keqasa.ma

yang balk dalam hal ini dlucapkan terimakasih.-.

."
¥r
9

19

S o

AR
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SNGADILAN NEGERY JAKARTA BARAT
ALAN LET.JEN. S. PARMAN NO.71 SLIPX

JAKARTA BARAT. .

omor . W7.Db.Ht.04.10. %7 2004, Jakarta, 17 Mei 2004.
ampiran  : l(satw)Expl. . 1 '
srikal : Mohon bantuan pelaksanaan * Kepada Yth :

Sita Eksékusi Perkara Nomor.* - :

19/2004 Eks:Jo:No.5 ¢ , Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

{ Jakarta Selatan.
Di-
JAKARTA.

Bersama ini dengan hormat kai mohon bantuan saudara untuk dapat
kiranya menunjuk salah seorang Jurusita deﬁgan disertai oleh 2 (dua) orang saksi -
untuk melaksanakan Sita Eksekusi, sebagaimana diuraikan dalam l:"enetapan
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Mei 2004 Nomor : 15/2004

. Eks.Jo.No.5, yang bersama ini kami lampirkan salinan/fotocopy penetapan
terscbut. Dan apabila telah dilaksanakan, kami rﬁohon agar salinan/fotocopy dari
penetapan Sita Eksckusi den asli Berit) Acara Sita Eksekusi dimaksud dapat

dikirimkan kepada kami dalam tenggang wakiu vang tidak terlalu lama. -~
' Adapun mengenai biaya untuk pelaksanazn Sita Eksckusi tersebut
akaﬁ-disetorkaz’i langsung oleh Kuasa Pemokon di Kas/Bendakarawan Pengadilan

Negc_éri Jakarta éé}atan.

S

Deniikianlah permohonan kami, atas bantuan serla kerjasama yang

B

s

baik dalam hal in{ diucapkan terimakasih.-.

Demikianlah atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA PENGADILAN NEGERY
JAKARTA BARAT-

U.b. 0

' D,‘\N]TERJE%(
' “/W/ Lz i
' 4 -~

-
BIMAN L. SIJABAT, S.H. M.Hum,
b NEP. 0400041697,
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BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

AR TN Nomor : 17/Del/2004/PN_Jkt Sel.
friep ..._)__*f\_r.;%\\ ~
l( k { | /é‘..j:‘:)‘})fldé i 2 tanggal : 60 -~ ‘7vrss = 2004, Jam :/4.04Wib,
- \{,,‘,’_.’.Eéyh i / /
SN C el k
R ISMED IRIANDI SIREGAR, SH

Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bertempat tinggal di Jakarta atas perintah
dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Penetapan beliau
tertanggal 28 Mei 2004, Nomor : 17/Del/2004/PN.Jkt.Sel dengan dibantu oleh 2 (dua) orang
saksi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Pasal 197HIR masing-

masing bernama :

FHACLAAD',

. Aams, £~ dan 2.

kedua-duanya adalah pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah pergi ke : PT.
RYANE ADIBUSANA Tbk Jalan Supomo Nomor 7 Tebet, Jakarta Selatan ( setempat dikenal

dengan Gudang Tebet ) ;

disana saya bertemu serta berbicaradengan © ... s

Kemudian oleh saya Jurusita perlihatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tersebut serta diberjtahukan pula maksud kedatangan kami yaitu hendak melakukan sita eksekusi

terhadap / atas : :

Stock Barang Dagangan Textile sesuai Daftar Stock barang tanggal 27 Januari 2003 .senilai
Rp. 11.642.954.008, yang berada di Gudang PT. RYANE ADIBUSANA Tbk, di Jalan

Supomo Nomor 7 Tebet, Jakarta ( setempat dikenal sebagai Gudang Tebet ) ;

Selanjutnya olch saya Jurusita dengan d%bantu oleh saksi-saksi tersebut melakukan Sita
Eksckusti terhadap / atas : o« :
- Perodeh lom) porgl San, perelit' balones vebus
> . ' A beeliroban rentesg -
/S (79'4», fV/‘W"O""‘O'/z\ ) 7
O/o'/¢m/ LeoC O My 7;63;/) 70'49'/’/9 J%Jon) Ve
G lwn ob'lolwbton L't elselivs, 74:"’9’974’ Procq -
'60/'?/)7 0@79'794 JeXAL ol k4 oﬂafq) v?e,aé»oo/@’)
7«‘/04707 Crr éo/a/qc/o?o verte bl c&/c/?a{ /:ance/»-/ -
bvsong olap ferliont), Oloh leortny 17 pelebsonse,
£ lieders, i} Bekoh Supar ob'lolisonodion -
Sfed @99, MmNy muAiyo. -

L3
rme emees sepe e e e hm— e

———"
- —

.....
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t diatas, lalu oleh saya Jurusita ti /n

Dan diterangkan pula kepadanya a yersedia menjaga terhadap barang tersebut tidak

dipindah tangankan/dikon iasinkan dengan jalan apapun dan selanjutnya kami
attwa jika tanah tersebul diminta kembali oleh saya Jurusita ataupun oleh

beritahukan pu
Petugp figadilan Negeri , maka ia akan bersedia untuk mengembalikan dalam keadaan semula

Demikian Berita Acara Sita Eksekusi ini dibuat dengan ditanda tangani oleh saya Jurusita
beserta saksi-saksi tersebut diatas, dan Berita Acara ini diserahkan kepadanya.

diserahkan untuk dijaga kepada :

SAKSI-SAKSI ;

2 AYLANS. S~

Penjaga / Penyimpan,

(.

Namaldelas: ... .. .. . e
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NOTAR:!S

.

STVIAR SYPMUA BASUTICS, 300

Al DANAU DAMPEILAS

BENDUNGAN 2L

f2s 00 !

%

TELEJFAX. (OZ1) 57950550 pERIANIIAN PINJAMAN DENGAN MEMAKAL JAMIMNAN
H

JAMARTN FULAT

] Nomor : 4

4
#

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembiian January tahun
dua ribu tiga (29-1-2003).------- fememee R R mmmemomen

- Berhadapan kepada saya, HOTMAN SYUKUR NASUTION, Sarjana

Hukum, Netaris di Jakarta, dengen diliediri olah saksi-s.1icsi yang--

. . . b
_akan disebutkan pada akhir akta'ini :------c--c-mmcimmmne e

1. Tuan HARJAMI PREM RAMCH;{\:’\‘D (FREM HARIANI}, Direktur-
Utama PT RYANE ADIBUSANA Tok, ianiir di Suiabnva, pada--
tanggal dua puluh satu Mei tahun seribu sembilar ratus lima
puiuﬁ sembitan (21-5-1959;}, “Warar negara indenesia,------

pertempat tinggal di Jakarte Fuset, Salan Seanwil MNomor 23,-

Rukun Tetancga 008, Rukun WVarita 003, Kelurelhan Pasai---
Bzru, Kecamatan Sawah Besar , semegeang iKarty Tanda-----
Panduduk Nomor: 09.5002.210559.0140;----==--r-nommmmmmnms
-Dalam hal ini bertindak daiam iabatannya selak: Direktur--
Utama Perseroarn Terbatas PT. RYANE AIBUSANA Thk,-----
berkedudukan di Jakarta, sesuai :ar.;gt:;'ara:*.- dasar perseroan-
PT. 2YANE ADIBUSANA Tbk., Akta Norrior 1%, ¥2r.ggal tujuh-
’ Feb.;‘uari tahun seribu sembilain raius scmbiian puluh--==-----
-02-1920), di buat di hadapan ADAM KASDARMADIE,------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakaria dan telah memnpercieh---
pengesahan dari Menteri Kehakiman Repuiing Indonesia ----
dengan surat keputusen Nomor: C2-6277.H7.01.01.TH.92--
tancgeal empat Agustus tahun ssripe seimbilan raliis----------
sembitan puluh puluh dua (4-08-219G2) dan (eisl. beberaps--
kal dirubzih dan perubanan terakhir dinuet dolarmn Akta------

Berita Acara Rapat Umuim Perpeqang Saham Luir Bigsa----

~—
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b
meo. 6 tanggal tujuh belas Dasarmber tahuin dua ribu dua-
(17-12-2002), dibuat dihadapun FATHIAN HilLMI, Szrjana--
~Hukuim, Notaris di Jzkarta, ~------ e amemaceanan————
-Dalam tindakan ini telah dise! njué sieh ¢an untuk itu turot-
hadir Doktorandus SUNNY CEASAR EFFENDI, fahir di--------

SuKabumi, pada tanggal cus puiuh MNosomba tshun seribu-

semoilan ratus empat puluih enaim 125-11-1248), bartempa

tinggal di Jakarta Pusat, Jaian Vaii normor 148, Rulin-e-r-n--

Tetangga 008, Rukun Wargh £G7, Kalurahar Petojo Utera,--

aecamatan Gamoir, pemegang Karty Tands Penduduk -~---
| Nomor 02.5901.20146.C6228, ccbagai Komisaris Uteama -----

Perseiroan Teruatas PT RYANE ADIBLISEMA WEK --crnenans -

Ta® e

-------- clanutnya sebageai PIHAK PERTS WA/ DESITUR --1-.

|

. Tuan Doktorandus Haji SUPRAPTOMND, Punsiunan Pegaviai--
Negeri, bertempat tinggai di Jakerts Tiraur, Perumahnan------
ERAMAS 2000, Blok 7/17, Rukun tetandas OG5, RUKUR------
Warga 014, Kelurahan Pulo Gebang, e tamatain Cakung,---
pernegang Kartu Tanda Pemrdudui ngmivs fo cvmmeeven == S -
09.5403.120940.850 % .- -==xcur-sumnmmmmr o o n e mea s

. Tuan Doktorandus ARNOLD HEMDRY SINGKT, Pensiunan----

N

Pegawai Negeri, be.tcmpac tingoai 4i Jekerta Timur, Jelan--
Wijaya Kusuma Rava 14/3, Rukun Tetangga 018, Rukun----
Warga 007, Kelurahan l\'lalabk., Sari, Keram atan Duren Sa..t
Pernegang Kartu Tanda.iPendudu:.; HOITICE [-rm o mm e ntanes
09.5407.020750.0132 ;- <-==~cnmmmcmmmmmon mmmmme e

Tuan Doktorandus ARA SOEMARSONG:, Swasta, bertemnpat-

w

tingga! di Jakarta Timur, Perymahan frakes 200G, Blok----

b
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iV/10, Rukun Tetangge 002, Rukun Warge (15, Kelurah
Pulo Gebana, Kecamatan Cakung, nemegang Kart: Tend,

Penduduk Nomor : 09.5403.100655.65032 ---- === == eesen-.

\‘l

- Menurut keterangan mercka aalam hal ini bertindak---
masing-masing selaku Direktur Utarg dén Dircktur------
Administrasi dan Keuangan daii Direkiur Inves:asi untuk--
dan atas nama DANA PENSIUM BERSAMA PERLSAHAAN---

DAPENMA PAMSI, berkecudukan di Jakarta, sesyaj----------
peraturan Dana Pensiun ving teiah diumumbkzn daiam-----
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, tertangeal tiga-----

belas Desember tahtin ":ub | x.'mu..a 1 rahis sembilan------

nuiuh empat (13-12-1994) Ncmo:. 4G, Tambehan Nomor:--

7G/DAPEN, nerupahan terakhi: tangual cua putuly sembilar-

Juni dua ribu satu (29-6-23G7) Nemer ! 22 Tamoahan-----
NOMOF ; 44--nnemremomemeemcee e e oo oo oo |
/
----------- selanjutnya disebut PIHAK KEDUAS KREDITUR-~=-=-=--- "
- Pata penghadap dikenal oleh saya, Wi:ars. ----=m-== mememeeeneees .
- Penghadap dengan bertindak sebegaimnzinz lernegi =rmsnssc--am
menerengkan terlebih o‘ahu’lu, -------------------------------------------
L. bahwa DEBITUR teiah mengajukain permiohcingn, untug--------
memperoleh pinjaman o'ari’ WREDITUR, sebendi--r-mmmmmomomomees
Rp. 3.500.000.600,- (tiga miiya:' iirna retus juta Supiah),--=----
digunakan untuk Modal Kerja;-----=--=»=-=-=smmmmmmsmmomesonroooes
\ 2. bahwa KREDITUR telah menvetujui untuk membiiikan----------
| Pinjaman tersebut kepade I;)EBIT-’.!R dengar ilafond seperti-----

tersebut di atas :--=-m--mmmeemmmemenes e e
\ 3. bahwa tujuan dari pemberian Pinjaraan tersebui iiatas adalah-
\\ur.tuk menambah Modai Kerja; -« rormommmmmm vammemscmoen

Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008



- Berdasarkan keterangan-keteranqgun terseie! disias, imaka pa

penghadap bertindak dalam keduditznnva woners tersabiut----

syarat-syarat dan ketentuan-ietentuan sehagei Borikut:-=---==2=-
------------------------------ Pgcal 1 ----vmmmcmccem mmmmmmmeeem—eaae
---------------- PINJAMAN DAN JANGYA WAKT <-cwcmmmsmmmmmmnn
i: KREDITUR terhitung dari hari akia inii ditandatangani,----------

menyediakan kesempatan kepada DEBITUR uituk membuat---
hutang pokok yang selaiu dapat dibavar Kaimpaii-----s-m=ommmmee
sepanyak-banyaknya sampai jumiah ;Jlafonc-----—-------———--—---—

sebesar Rp.3.500.000.GL0,- {tiga milyar iima ratus jutd--------

lamanya. Terhitung sejak tangaai dua suiul cemobiian Jearuari-

tahiun Jdua ribu tig:-'. (2_9_-5_‘!,.-20‘03) dan !-;;-_;;'e;;':;gr}.rb

i
.U
’U

»n beruakhir-

dengan sencirinya menurui hvizm celahat-fammbatnya pada-

tanggal dua puluh tujuh Februari taiiun - ua by empet--------

(27-2-2004):- ---—----—-----, ----- T TSR P R
.............................. P a1 5w
------------------------ TUTUANPPTRIAMAN-- - cmmmimm s e e e m e

i. Pinjaman yang diverikan sepeiti dimakeud i ztas, hanya» bole

dipergunakan oleh DEBITUR untuk Modal Kiija sesvai d20 31

Usahanyad, —=-—-—=mmm oo - R

2. Dalam hal DEBITUR mempergunakan injanan tersebui------

menyimpang dari ketentuan daieam aya~ 1 pasai inl tanpa-----
persetuivan tertulis terlebih dahulu ga:: KRIDITUR, m='l a--~=
KREDITUR berhak secara sepihak inen:akiin seicetika- --=--
hubungan Pinjaman ini serti: mewasjibien DESTTUR uniuk---
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mengembalikan selurub jumlah pirjaman yang telah ditarik----
dengar membayar sejala biaya seita lain-lain cngkos dalam---
jangka ditetapkan oleh KREDITUR. ----=-amcmcmmuaaaen memmmmmmem

------------- BUNGA PINJAMASN DAN ONGKOS-ONGKQS ----wrmmmmmma
1. DEBITUR diwajibkan dan menoikat dirinya sendiri untuk--------
membayar bunga yang ditetépkan pada ayat 2 vasai ini dari---
jumiah yang telah dipinjamkan mul2i hari uang itu diterima----

olehnya sampai dengan hari pernbayaran kembali, ----=-m====m-

2. Atas Pinjaman tersebut yang diberikan oleh KREDITUR,---------
DEBITUR berkewajib;n_ unf;k membayar bunga kepada --------
KREDITUR setesar 18 % (delapan persen} per tahun atas -----
jumlah yang terhutang. Sebagatmana ternyata dalam ----------
pembukuan KREDITUR. Bunga terscbut dihitung daii hari --~---
kehari dan harus dibayar lunas olek CEBITUR kepada -~--------
KREDITUR selambat-lambatnya pada setiap tangal ¢ua pulun --
lima (25) dari setiap bulan.-Dan untuk pertamea kalirya harus--

dibayar pada tanggal dua puluh lima (25) Pebruari tahun dua --

rbu tiga . —=mmeemm e e e

B i B PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAMN-------m-oeemmem-
1. Jumlah hutang DEBITUR kepada KREDITUR yang. tinibul---------
berdasarkan perjanjian ini harug dibayar kembaii oler DEBITUR
selambat-lambatnya dalam wakrtu tiga belas (13) buian,--------

terhitung sejak tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua--
ribu tiga (29-1-2003) dan karenanya akan berakhir ccengan----

sendirinya menurut hukum selambat-lambatnya pada tanggal--

dua puluh. tujuh Februari tahun dua ribu empat (27-.2-2004).---

~—

R
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~——

(2. Perjanjian ini dengan ini dengan sendirinya akan berakhir dan--

sernua hutang karena pokok. Bunga dan bianya-biaya lainnya --
harus dibayar dengan seketika dan dengan sekaligus lunas:----

a. Jikalau DEBITUR tidak membayar bungz uang tersebut-----

tiga (3) bulan berturut-turut dan/atau tidak---==---===z=-=~-

memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajiban yang telah--
ditetapkan, sedang dengan lewatnva waku waktu dan/atau--
telah tenadinya pelanggaran zaiah satu dari-----------=-=-=--
kewajiban-kewajib.annya i’tu tzlah cukup meinjadi bukti yang

nyata akan kelalaiannya dan/atau kesalashannya DEBITUR,--

sehingga peringatan dengan surat jurusita atau surat-surat-

lain serupa itu tidak diperlukan lagi:--===-=-~-=----oocomumoeaen
! b. Jika DEBITUR dinyatakan pailit atau mecndapat waktu---- .-

penundean pembayaran (surseance van bet::ling), baik vang

bersifat sementara maupun yang pastic----= ccvmmcomooann e

l c. Jika atas kekayaan DEBITUR dilakukan uitaan penjualan-----

\ atau sesuatu sitaan penjagaan (cocnservatoli) yang-------~---

disahkan:—=---m=memmmmm o e
I d. Jika apa yang dijaminankan kepada DE:ITUR adalah---------
| berkurang sedemikian rupa, sehingga r:ilainya menurut------

pendapat KREDITUR tidhk memberikan jamrinan yang cukup
guna pembayaran lunas hutang tersebut;--------------=- -

3. DEBITUR dapat mengakhiri p’erjanjian huiang ini dengan---
seketika asal saja membayar segala jumlal yang terhutang---:-""

karena pokok, bunga uang serta lain-lainnya. - -=--~--===--=n-==-

- KREDITUR berhak sewaktu-waktu untuk maonaiik kembali--+~=-=-

Pinjaman tersebut atas perfitungen sendiri dari KREDITUR danga

Qemberitahukan secara tertuiis lebih dahulu kepada DEBITUR.---
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- Dalam menjalankan haknya untuk menaqih pinjaman tersebut---

dan untuk menjalankan tindakan-tindakan nukum berdasarkan----

akta ini, maka KREDITUR tidak perlu membuktikan iebih dahulu---
berapa sisa pinjaman tersebut dan berhak menctapkan sendiri----

berapa jumlahnya sisa pinjaman ini, yang demikian itu tanpa------

mengurangi hak dari DEBITUR untuk nantinya membuktikan-------

berapa besarnya sisa pinjaman itu dan dengan kewajibar dari-----
KREDITUR untuk membayarkepada DEBITUR uanc yang mungkin
kelebihan diterima olehnya, di dalam mana KREDTUR tidak

T = m—-

diwajibkan membayar kerugizn sesvatu apapun,-----—--c-ccmecaeoo

- Jikalau DEBITUR lalai membayar apa yang harus dibayar---------
oiehnya berdasarkan akta ini, maka segala onckos penagihan-----
terrmasuk juga upah kuasa KREDITUR untuk mianagihnya, harus---

dipikul dan dibayar olelh DEBITUR ~-----nocmmmmimcomoo oo mo o om e e e

- Penggunaan Pinjaman harus ¢esuai dengan peruintukan:---------

- Bilamana dianggap perlu Kreditur ateu pihak yarq ditunjuk------
berhak melakukan pemeriksaaﬁ"gsetempat terhadanu usaha---------
DEBITUR === cmmmmrmmmmmmmm oo oo cmc o cmcma oo s am o ommme cm == men s oo

- Setiap saat KREDITUR berhak mengadakan aenitaian/----- c-— e
peninjauan kembali atas pinjar'pan yang diberikan bilamana purlu-
menarik kembali atau menurunkan pagu pinjamannya walaupan--

jangka waktunya belum berakhir;------s-wamcmiommmsmmmmmmmma e aes
- Tanpa persetujuan tertulis dari KREDITUR tarlebih dahuiu @ ----
| - DEBITUR tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan-------

perusahaan kepada pihak lain i-----~---svone- e e

\
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/-' Memenuhi syarat umum pemberian pinjaman atat ketentuan----
yang berlaku di KREDITUR . ----smmmmeomem it me oot ee
- KREDITUR akan mencatat di dalam buku-sul-uny s yvang dibavyar-

itu sebagai hutang dari DEBITUR pada haii peinindahan uvang itu--

dilakukan sebagai akibat penarikan vang dilzkekar sesuai---==----

- APORAN DAN SYARAT-SYARAT L AIN----mcmmmmommmnnnes
"UR menyetujui dad Eerjanji seiama piajaman tersebut dan
h gg“-éz: rhbayaran yang penuli dai lunas at..s seiuruh jumlal; ---
, uang-yang terhutang berdasarkan zktz ini, ma:ka CEBITUR waiib--

melakukan/melaksanakan hal-tal szbagai herikut (-m-mmmmmmmeeoeaeo

a. segera memberitahukan kepada KREDITUF teniang :------ | omm-
| 1..'setia‘pv-tuntutan/gugatan perdgata yang ¢ ajui an oich---------
orang/plhak siapaptin juga terhacap Di BITHR dihadapan----
Pengadnan -------------------------------------------------------

| 2. sesu_atu’-f erkara/tuntutan hukum vang «.i2juxan cleh secuatu

ferintah terhadap DEBITUR;: <= --=mnmmmmsmmms mmn
au membayar kembali kepac = KREDITUR seraiua-

Upah 0ng.<os, biaya, bcban pajak atiau ¢ :nda yang wajib------

dnbayar berkenaan d\_ngan persiapan, pei ibuatan---=------ am———
penandata'\gfanan administrasi dan pelat.ancan atau eks:kusi
(di muka atéu dl luar Pengadilen) terivad.. s akea ini, Perjar “fan-
Jaminan QIaU terhadap perjanjian-perjani.an ctad--------- e

dokumen- dokumen lain yang dibuat perdazarkan peganjin----
perianjian terspbut antara lain (tetani ticdak torbatas) biava ---
Notaris danvo’ngko., -ongkos/biaya-biaya :waca KREDITUFR yang-

d:tugaJka ""untuk melakukan penagitian i ng atas lumran----

uang yand

. .
”ng b(‘lu isarkan akis i3 c--- i ———— - ————
~—— 5
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-

. memelihara pembukuan, seministrasi dan cstatan mangenai----

usaha yang dijalankan/dikuasakan ol:h GERITUR sesvai dan---
menurut prinsip-prinsip dan prakizk-praktel akuntansi yang---
umum diterima di Indonesia dan vang diterapk:zn sccara terus-

MENEIUS ;=== == o e e e o e e e e e e e

. mengijinkan pegawal pegawai atau wzkil-wakil KREDITUR,-----

. pada waktu (waktu) yang layak () agaimana ekan ditetapkan

oleh KREDITUR dan dmentahu:\'an #epada DEBITUR) untuk----

memeriksa kekayaan dan usahg DEBITUR cdan memeriksa------
{mengaudit) dan membuat salinan-szlinan atau-----~------------
catatan-catatan terhadap perm[‘;ukuan, adminisirasi serta~------
caiatan-cawatan DEBITUR ;-------emmmcmmm e e
menverahkan copy serta memperlihatkan asi zeiurtth-----------
anggaran dasar DEBITUR bcrilrur parubahan-puruoanannya.---
memelihara harta kekzayaan tc1‘1a ek Haria jaininan .-------se-
menyampaikan dengan secers kepada KREDTTUR--—~-=-2mcememm
informasi-informasi lain apapur yang dimiintz oieh KREDITUK;-
1. melakukan merger atau konsolidas U2aina Qe f-=-=-=-=----
perusahaan lain:-~===m--==--mm==mo-mmmmmcccm oo

2. membubarkan perusahaan milik DESITUE -----cmmmmmmmmmomm-

. merinta dinyatakan pailit stzu diberikan punun laan---------

L)

| membayar hutang-hutangny.zi------s-mmmmmmmmms momee oo oeen

Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembaysran lunas---
hutangnya DEBITUR kepada KREDITUR bardasarkan akia ini---
dan sebab-sebab lain, termasuk pula bunga vang, ongkos------
ongkos dan biaya-biaya lainnys, pade wekiu dar nenurut------

peraturan-peraturan yang telah ditetapksr, r.aka DEBITUR----

™~
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menerangkan bahwa kepada KREDITUR ditrenikan jaminan,

berupa Stock Barang Textile yang barada i Gudang PT.RYANE-
P

ADIBUSANA Tbk. Sesuai dengan Daftar Stock 3arang tanggal--

dua puluh tujuh Januari tas'wn dua ribu tigy (27-1-2C03), yanQ-

ditanda tangani diatas melerai, vang copynva dilekatkan pada-

minute akta ini=-=--------mmcomemeeece oo Ry

- satu dan lain yang pengikatar jaminannya sebacaimana disebut,
dimuat dan diatur dalam ‘akta Jaminan Fidusiz yang dibuat---------
dihadapan saya, Notaris, tertanggal han ini nomor: §.-=--=-am-ceema
- Jaminan rﬁerupa <an bagian yang tidak terpisahkan dari akts-----
Perjanjian Pinjaman dengan Memskai Jamizan ini.

- - B - ———— -

Lol 4 4
------------------------------ Pasal 12 ---=c-een e LT R P

1. Gagkos akia ini dan ongkos iain vang herialjan dengain-~-------

‘ pembuatan pejanjian ini menjzdi tanngu.rgarn dan harus
! :
1

ey BTy TS
dibayar olen DEBITUR.

“eruasaan-xKekuasaan tersebut dalany aki: ini merupalkan
bagian yang terpenting dan tidak dapat ¢iisabtkan dari akia----
ini, dan dengan tidak adenya kekueseon-kekuzsaan tersebut --
ckia ini tidak akan dibuat, kairersanya kekiasazn-kekuzsaaii----

mana tidak akan batal atau dapzt dibaiail:n karena alasan

- - -

apapun juga.

3. Tentang akta ini dan segala akibainyz sei:s peiaksanaann: ~---

para pthak memilih tempat kediaman hubum vang sah daw-~

]
i
l tidak berutah di Kantor Panitera Pengadiian MNegeri Jakarta:
l Barat di Jakarta dan/atau comisili hukun fainnys yang akan---
|

ditentukan kemudian oleh KREDITUR .- ----vmmemmmmomoonecooneer

------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI --nmmmmmsemes mmeen
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- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, buian dan
tal:un seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh----
Tuan NYONG FRIZT PAHZLLUW dan Neona DESY MASNIARI,--------
keduanya karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jaki:rta sebagai-

PaAra Sk G - m e e

- Setelah akta ini seiesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada----
i !

para penghadap dan para saksi, meia s2¢erz para penghadap;

e e ]

para szksi dan saya, Notaris ""'lel andatangani axkiz ini,

- Dilansungkan dengan *ano co ,.rsn penggantian das---emmammmm- -

- . > - - = P G S T T W e e e ™Y te e e e m e e e M A m T e e e e e

tambahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dangan semiplUirig.-----=-==---~

- Dkeluarikan s=bagai SALINAN )ran sgima Bunyinya,

NOTARIS DI ZAKARTA

o & METERAL[
lé,?‘ TEMPEL

t,, L. 6@@@, \, \,\M ¥ "\;\LW
%in.nmnuaunm i

HOTMARN SYUKUR HASUTICN, S.H
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NOTARIS

N SYUKUR MASUTION, SH AKTA JAMINAN FIDUSIA
ANAU DAMPELAS No. 65 N -
:P.JFAX. (021) 57950830 Homor ¢ 5

BENDUNGAN HILIR
JAKARTA PUSAT

-

3

‘ada hari ini, Rabu tangga! dua puluh sembitar Januari dua

’

ribu tiga {2©€-1-2003) pukut 15.00 W .1.B. (Jarn \ima boias----
Waktu Indonesia Bagian Barah) . ~=------cmmmmnmmmm e

- Menghadap kepada sayé HOTWMAN SYUKUR HASUTION,---
Seijana Hukum, Motaris di Jakar:s, dengzn dihadirl olgh-----
saksi-saksi yang akan disebuikan pada akhir akia inl--------

I. Tuan HARJANI PRErM RAMCH/A MDY tahir di Surabeya ------

- - - - . e Bt e by g = o et e o pmes tn i R
paox tangaal dua puluh sata el tahun c2vibo sembilan--

A R,
.

racus linna pubuh sembilan {21-5-1%7

- 3.

< ~ bl il e . -
25 ), rariiiiir, Wurgn

[{egarz Indonesia, bertempeat Linggat di Jakarta Pusai,----

Jalan Sentul 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga Q03
Kelurahan Pasar Baru, Kecarnatan Sawah Besar,----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomori--s--c-ccomamave-
09.5002.210559.0140,yang berlaku hingga tanggal-------
duapufuh satu Mei dua ribu enam (21-5-2008}.Direkiur--
Utame Perseroan Terbatas PT. RYANE ADI BUSANA, ThX.-
- Deiam hel ini pbertindek urtuk dan atas nama Pearseroat---
Terbatas PT. RYANE ADIBUSAMA, Tok., berkedudukan gi----

jakarta dan dalam tindakannya teiah mendapat persetujuan

dari dan untuk itu turut hacir Tuan Dokiorandus SUNNY-----
i CEASAR EFFENDY, lahir di Sukabumi, pada tanggal Gua------
puluh Nopember serivu sambitan ratus empat puiuh enam---
(20-11-1248), Partikulir, Warga Negara Indonesia,-----------

be ‘E'n,)d[ tinggal di Jakarta Puset, Salan Kali Nomaor 16,----

Rukun Tet: angga 008, Rukun Warga CQ7, Keiurahan Petoje--

Utara, Kecarnatan Garbir, pemegang Kartu Tande-----------

~
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. P a s B e wamtgsban 3

ran oo

- et s

P
T
l

Penduduk Nomor : 09.5001. 201145.0228, ‘Komisaris Utams
Perseroan Terbatas PT. RYANE ADISUSANA Tbk., sesuai----
Anggaran Dasar Nomor 16 tanggai tujuh Februari seribu----
sembilan ratus sembilan puluh (7-2-1990), diblateman-mmnnn-
dinadapan ADAM KASDARMADII, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah mempercizh pengeszhan dari Menteri--

Kehakiman Republik Indonesia derngan Surat Keputusan----

Nomor : C2-6277.HT.01.01.T+.92, tangogs! empat---------
Agustus seribu sernbilan rstus sembilan puluh dug----------

(4-56-1922) dan anggaran dasar (ersabut tsizgh bebarapa ka

guaran désar terakhir dimuzn--

diubah, nerubahen mana angnara

- . v-,. J-- fopoosnemy (2o v 0 o TNy et v sty AT ca by sy en
gzlam Adta Berita Acare Bupzl s femegans Sahamne

- £y oo . e RN PR SR T RN .. 2. AR .
Luar Biasa F1. BYANE ACTEGDAGA THR, ROTON O pada----

<

P

tanggal tujun belas Desembizi dua ribu dua {17-12-2002).-
-selanjutnya dizebut "Pihek Pertama™/ "Pemberi Fidusia”----
II. 1. Tuan Doktorandus Heii SUPRAPTCND, Direktur------

Utama Dana Pensiun Sersama Perusahaan Daerzh--

Air Minum Seluruh Indonesia, berkedudukan di------
Jakarta, berterppat tinggai diPerumahan EraMasg----

2000, Blok 7/17, Rukun Tetanggs 005, Rukun Warg
014, Kelurahan Pulo Gehang, Kecamatan Cakung,--
Jakarta Timur, pemegaing Kartu Tandz Penduduk---
Nomor : 09.5403.120540.8501 ~-=-----vmmmcmcnmnnes
Tuan Doktorandus ARKNGCLD HENDRY SINGKO,---~----

r\)

Direktur Adminisirasi dan Keuangan, Dana Pensiun-

Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seiuruh-----
Indenesia, berkeducukan di lzkarta, bertempat----

tingga! di Jaian Wijaya Kusuma Rava 14/3, Rukun--
Tetangga 018, Rukun Warca 07, Kalurzhan Malak:

Sari, Kecamatan Buren Sawit, Jakarta Timur,-------

\\

-

Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008




ﬁamegang Kartu Tanda Penduduk Momor (--==-------
09.5407.020750.0132.--------ccr-mmcmmmmmmmnaneee ———-
. Tuan Doktorandus ARA SUMARSOND, Direktur-------

Inves:iasi Dana Pensiun Bersama Peruszhaan Daerah

W

Air Minum Seluruh Indonssia, berkedudukan di-------
Jakarta, bertempat tinggal di Perumahan craias-----
2000, Blok Iv/ 10,, Rukun Tetangga 002, Rukun-------~
Warga 015, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan-----

Cakung, Jakarte Timus, pemegang

Penduduk Womor : 02,5405 100855.8503.-----ccenun-

- Dalam ha! ini katioznya Geriindak sesuai

=
h'
;

Ll
o

3
!

=0
I

7
=
3
."
ﬁ
wn
‘.:

Karenanye untuk ¢an atas
Perusznaan Daeran far Minuwm S=luruin Indonesia, ----—-------
berkedudukan di Jakariz, sesuai anggaran dasar yang ielain-
diumumkan dalarn Berita Necgarz RI tanggal tiga belas-------
Desember tahun seribu sembitan ratus sernbilan puiun-------
empat (13-12-1994) Nomor 99, Tambahan Nomor :---------
76/DAPEN, perubahan terakhir tanggail dua puiuh sembilan-
Juni dua ribu satu {29-6-2001) Nomor : 52, Tambahan------

Nomor : 44 . ----c-cacemmeu AN G S

---------------------- “penerima Fidusia”----=-=-------ommeeaeas
- Para penghadap dikenai oleh saya, Notarig:----~-----caucunu-
- Para penghadap vertindak dalam kedudukannya tersebut -
karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang--
timbul berdasarkain Perjanjian Pinjaiman tersebut, dengan---
jumiain hutang pokok sevesai rP 3.300.000.6G00,- (tiga------
milyar lima ratus juta Rupiah ; atau se_jumlah

ditentukar divemudian hari berdacarkan Perianjian----------
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/ Pinjaman, maka para penghadap nihak pertama dengan-----
bertindak selaku pemberi Fidusia menerangkan dengan ini--

memberikan jarninan Fidusia kepada penerime Fidusia untui

ates nama siapa dan panghadap kedue dengan ini----------
menerima jaminan ficusia dari pemberi Fidusia, sampai------

dengan nilal penjaminan sebesar Rp 5.000.000.0060,- (lima--
r'nilyar Rupiah ), atas obvek jaminan fidusia beirupa (---------
- Stock barang dagangan textile yang berade cigu dan'g PT.--
RYANE ADIBUSANA Tbk., sasuai dengen Gaitsr stock barang
tanggzi dua puluh tujuih Januari tahun gua ribu tiga---------
(27-1-2003) senilai Rp. 11.642.954.008,- (sebelas miiyar---
enam ratus emoat puivh dua juta s=mbdiian raius lima puluh
empat rivu deiapan Rupiai) nepunyaan ¢1. RYA
BUSANA Tbk., berkedudukan di lakarta (untuk seianjutnya--
disebut dengan “Qbyek Jaminan Fidusia”),-=---m--mo--eomenuon-
- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam---------------
kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan
fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan--

dan ketentuan sebagai bedlikut :---------=-c-eomommmeomcoon o

- Pembebanan jaminan fidusia atas obvek jaminan Fidusia--
tersebut berada dan telah menjadi miliknya penerima--------
Fidusia, sedang ocbyek jaminan Fidusia tersebut selaky-------

peminjam pakai.-=---===------- T

- Obyek jaminan fidusia hanya dapat dipergunakan olgh-----
Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan--
tidak ada kewajiban bagi pemberi Fidusia untuk membavai-
biaya/ganti rugi berupa apapun untuk piniam pakaij-------- .

tersebut kepada penarima rFidusiz. Namun Pazmbteri Fidusia--
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berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia-----
tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua------
tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan
atas Obyek Jaminan fidusia atas biaya dan tanggungan------
Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak can beban---
lainnya yang bersangkutan dengan itu.-------=----o--moomnan-
- Apabila untuk penggunaan atas Obvek Jaminan Fidusia----

tersebut diperlukan suaty kuasa khusus, maka penarima----

wh
0.
o
[%2]
o

[}

’

[}

Fidusia dengan ini mamberi Kuasa kepaca pemberi
untuk meiakuken tindskan-tindaikarn yang d

rangka cinjam pekai Chyel jaminan Fidusia terszbuf ----v0o-
- Penerima Fidusia atati wagiinya yang san setiap wakii-----
berhzk dan dengan int telah dibern kuase dgngan hak--------
subtitusi oleh pemberi fidusia untuk rmemeriksz Entang-----
adanya dan tentang keadaan Obyek Jarninan Fidusig---------
tersebut Penerima Fidusia atas biaya pernberi Fidusia beriak
namun tidak diwajibkan, untuk metakukan atau suruh=------
melakukan segala sesuatu yang ssharusaya dilakukan atau-
suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya diiakukan
oleh Pemberi Fidusia atas Qbyek Jaminan Fidusia dalem hal-
pemberi Fidusia mela!aikan‘ke\.ﬂ.'ajibamya untuk, termasuk--
tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang,------
bangunan, ruang dimana Obyek laminan Fidusia disiniparn--
atau berada. Pemberi Fidusia dan pensrima Fidusia----------
menyatakan bahwa tindakan tersabut tidak merupakan------
memasuki tempat dan atau bangunan tanpa.zin------------
(huisvredebreuk).-=--e-emmmmam
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- Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara--
Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat--------
dipergunakan lagi, maka pemberi Fidusia dengan ini berjanj:
dan karenanya mengikat diri untuk mencganti bzagian dari---
atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak lainnya yang---------
sejenis yang nilainya setara cdengean yang digantikan sarta---
vang dapat disetu)ui pererima Fidusia, sedang pengganti----
Obye=k laminan Ficusis terset-ut termasuk datam jaminan---

fidusia yang dinyatakan c*c:u-. N akta ini.

......................... PESHI & sceccmccmc e cacccccacccmaaa

- Pembari Fidusia tidak berhaic untulk melakukan fidusig-----
. Sl gemia DY aieale = .

wlang atas obyex Jaiminesn Hidusia, Pembaer Fidusiz juga-----

apapun, menggadaikan atau menjuzi ateu mengaiinkan-----
dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak---
lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahuiu dari penerime
Fidusia. Bilamana pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan--
seksama kewezjibannya menurut yang telah citentukan------
dalam akta ini atau debitor tidak memenuhi kewajiban-------
berdasarkan Perjanjian Lm]aman, maka lewat waktu yang---
ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah-
cukup membuktikan tentang adanya peianggaran atau------
kelalaian pemberi Fidusia atau Debitor dalam memeanuhi----- - '
kewajiban tersebut. Dalam hal rnana hak painberi Fidusia---
untuk meminjiam pakai obyek Jaminan Fidusia tersehut------
menjadi berakhir dan obyek jaminzan fidusia harus----------

T,

diserahk:r. dengan saegera oish pemberi Fidusia kepad

penerima fidusia, setelah diberitahukan secara tertuiis cieh-
Penerima Fidusia.--=---msomm e oo
\ ----------------------- Pasal 6 ~=--=~--emme e
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/ - Dalzm hal pemberi Fidusia dan/atau debitur tidak--~-------
menjalankan atau memeanuni saish satu katentuan dalam,--
akta ini dan/atau salah satu katantuan datam perjaniian-----
Pinjaman, terutama dalam hal vemberi Fidusia dan/atau----
gebitur lalai, sedangkan Keialaian tersebut semata-mata-----
terbukti denaan iewatnya waktu vang ditentukan, tanpa-----
untuk ity dmerlu <an lagi sesuatu sural fegurean iuru sita-----

atau surat lain yang serupa}dengan itu, maka atas-----------

L Untuk menijual obyek Jaamninan Fidusia terssbut atas dasar

-

Titel elkzelkutocial; atau maiaiul szleiangan dimuka--------

e IR R L I R L e o U R A - 1 b nrarm i S -
LYY, alSU iYiTiait Denniina iy O REWEN Iangan yang----

1 i -y L riim m g on bs @ ve e o [go = PRI s G S S R
dilakuXkan berdaszarkan Kesanakatan germber Fidusia dan-

penerime Fidusia jika dengen cara demikian diperolen----

harge tertinggi yang menguntungkan para pihak ------ -~

2. untuk Keperiuan penjualan tersabut, penerima fidusia-----
berhak menghadap dimana periu, membuat atau surun--
membuat serta menandatangani semua surat, akta serta
dokumen lain yang diperiukan, menerima uang harga----
penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu,-
menyerahkan apa yang dijuai itu kepada pembelinya,----
memperhitunagkan atau mengkompensir uang harga------
pznjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang-
wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi--
dengan kewajiban bagi pénerima fidusia untuk----------.-
manyerahkan sisa untuk penjualannya jike masih ada----
Kepada pemberi fidusia dengan tidak ada kewaiiban bagi
penerima Fidusia untuk menyerainkan sisa unfuk----------
penjualannya iika masih ada kepada pembert Fidusia-----
membavar bungée atau ganti Kerugian berupa apapun-----
T~
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/juga kepada pemberl Fidusia atau Kreditur mengenai si
uang harga penjualan itu dan selenjuinya penerima----
Fidusia juga berhak untuk meiakukan segaiz sesuatu---
yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka-------

nenjualan obyek Jaminan Fidusia tersebut cdengan tidak

ada satupun yang dikecua)ikan. ---------------------------
- Apabila hasi! pe..;uqlan dari Obyek Jaminan Fidusia-------
tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang
wajib dibayar oieh Debitur kKepads Kieditur, maka Debitur-

tetap terikat mambayar iunas sisz uang yang masih harus

dibayar olzir Debitur kKepada Kraditur. v
- Dalani hal penerimsa Figusia iniempeargunakan nak-hak---
yang diber,kan kepadanya seperii diuraiken diatas, pembe:
Fidusia wajib dzn mengikat diri sekarang ini untuk---------
dipergunakan dikemudizan hari pada waktunya,menyerahi:
dalam Keadaan terpelihara baik kepada penerima Fidusia--
Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau-
teguran pertama dari penerima Fidusia dan dalam hal-----
pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam wak'
yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran-
yang bersangkutan, maka pemberi Fidusiz adaiah lalai-----
semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tang
untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita---
atau surat lain yang serupa dengan itu, maka penerima----
fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan------------
memperhatikan peraturan peru.n"dang-undangah yang------
berlaku untuk mengambil atau suruh mengambil cbyek----
Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun obyek jaminan----

fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang-------------~.

AN
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/menguasainya dengan ketentuan bahwa semua biayz vang-
bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibavyai ..
oleh pemberi Fidusia.-~=-===-=~-c--s--cm-ommmmmmommromnmom o m e
--------------------- Pasal 8.-----------------coommmmmm oo
- Pembebanan jaminan fidusia int dilakukan oien pernbderi--- -+
fidusia kepada penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang:
memutuskan {order de ont bindende voorwaarden), yakni---
sampai dengan debitur telah memenuhi/ me*nb>yar funag--- ~
semua apa yang wajié oleh Debitur kepada Kreditur--~------
sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian Pinjaman.--------

[ Ty

- Pamberi Fidusia dangzn ini memberikan kuasa kepada---

C
a
Q'
ol
[aR
o
i

[}

penerirna Fiduszia, yang rmenyalakan menarim
pemberi Fidusia untuk melzicsanakan pendaitaran Jaminan--
Fidusia tersebut, untuk keperiuan tersebut menghacap------ .
dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang {termasuk
kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan Keterangan,-------
menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan------ .
Fidusia atas obyek Jaminan Fidusia tersébut dengan---------
melampirkan pernyataan jaminan Fidusia, serta untuk------- L
mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan------- '
dalam hal terjadi perubatu.h atas data tercantum dalam-----
sertipikat jaminan Fidusia, selanjutnya menerima sertifikat--
Jaminan Fidusia dan/atau pernyataan perubahan, serta------
dokumen-dokumen lain yang/atau pernyataan perubahan---
serta dokumen-dokume lain yang bertalian untuk keperiuan-
itu membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala--
uang keperiuan itu serta selanjutnyas melakukan segala------ |

tindakan yanrg perlu dan berguna untuk melaksanakan------- .

ketentuan darl akta inl.-----s=vmmmmmmmimmmm e

AN
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/- Akta ini rmerupakan banagian yang penting dan tidak-----
dapat dipisahkan dari perjanjian Pinjaman demikian pula--
kuasa yeng diberikan dalam akia ini tanpa adanya akia ini
dan kuasa tersebut, niscaya perianiian Pinlaman demikian
puta akta ini trdak akan citerima dan dilangsungkan--------
dizntara para pinak vang bersangkutan, oieh Karenaznyva---
berlakunya perjanjian Piniaman fersshut dan kuasa terseb:

b}l ambsem s o do -y oo ST - o -} - -
tidak akan bata!l atau beralkhir karena sebab vang danat---

oy
s
C
(4]
153
(5
e
@
-\
]
)
[J]
i
c
2

: W o PR R e [ o
MENgarNir! permoeiian suad

disebutkan dziam pasal’ 1313, 181

tndang Huitum perdata Indoneziz - --mmmmmmmommime e eee
De ot 1o Y
-------------------------- [GEORTFe DAREEE Sd i bbbl et
- Fenerimes Midusiz baernar dan deasgan ind dibari Kuasa---
dengan nhak substitusi cieh pemberi Fidusia untuk----------

inelakukan perubahan atau penvesuaian atas ketentuan---

dalam zkia ini, di dalem hai perubahan atau pepyesuaian-
tersebut diperiukan daiam ranckz memenuhi Ketentuan----
dalam peraturan pemerintah tentzng pendaftaran Fidusia--

rnaupun ketentuan dalaim Undang-Undang teniang jaminai

Fidusia Nomor 42 teahun 1999 tersebut.--~-==---==cceuoon--.
fee e eec et Pasal 11.--==r=-e=mmmmmmcmcemmeenee

- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedu:
belah pihak mangenai akta ini yang tidak dapat diselesaika
diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pih&a

akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya

- biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengar
pembuatan akta ini maupuir dalam melaksanakan ketentuz

dgalam akta ini menjadi tanggungan can harus dibayar oieh-

~——

Eksekusi jaminan..., Agung Natanael, FH Ul, 2008



demikian pule hiaya pendaftaran ficusia ind

s

A.00W .18 {1am enam belas--

i£an puKi

>
A
e
a7}
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w

@
(¥

w0
93

dan sava, Notaris. semmme v cicnanon et A CEELELETELERIL

- Dilangsungkan dengan beberaga gerubahan yaitu amp
ceretan penggantian, satu tembahan, dan due coretan ter
pengganti@n.----o- e e

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

- Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.---

N

MOTARIS DI JAKARTA

-l

FOTEAN
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SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

~NomMOR [ [ ] [ P T [ J I PT 8T TP T ]

oo {1 40 THANGSTD

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDOI}JESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia
Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan
pendaftaran.

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan
tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan.tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia
dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

(1) Dalam Sectifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dicantumkan kata-kata > DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan
cksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
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SALINAN
BUKU DAFTAR FIDUSIA

KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL:  ....... 24FEBZUU3 ...........

ST S i O A

oozsos T 0406 TH2003STD

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKY JAKARTA
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DAFTAR FIDUSIA

PEMBERI FIDUSIA PENERIMA FIDUSIA
Nama . PP, RYANE ADIBUSAN: Tbk. Nama  :DANA P=NSIUN 3ERSAJA
Alamat . J}.Cempaka Putid Raya PERUSAHAAR DALERAR AIR
No. 47 MINDM SELURUE INDONESIA.
Jakarta Alamat :J1. PAM Baru I/1A
Pejompongan JakartaioziQ

Juminen Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSLA sejumiah

Rp3.500.000.000. ( Tiga.nilyard.lima. ratus-juta-rhpiah )

berdasarkan perjanjian Pinjaman Dengan Mamakai Jaminan No.4tanggsl 29-1~2003

yang diperbuat dihadapan. Netarig. HOTMAN..SYOKVR MilUyION.. SH..IiJakarta
Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp5000000.000,— ( Lima. milyard.rupiah.)

™ OBYEK JAMINAN FIDUSIA
JENIS OBYEK BUKTI HAK NILAI OBYEK
StocK barang yang ada Iaftar Stook Berang | Rp.11.642.954.008

di Gudang Tebet berupa

barang Textil tanggal 27 Janmari (sevelas milyard enam

2002 ratus empat puluh dua
g Juta sembilan ratus
lima puluh empat ridbu

delapan rupiah).

-

Dengan syarat-syarat sebagaimang dimaksud dalam Akta tanggal?2=12200% ., NomasS...ooooovecancno
< Q
yang dibunt Notaris HODMAN,. syuxari. NASUTEON, Sebtukart o) TAKARBA .

Tanggqal Dibukukan dan Tanggal Penerbitan Sertifikal

Jakarta 24 Pebruan 2003
A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.L. ’{

-KEPALA KANTOR WILAYAH DK JAKARTA.
ST

|m

" NIP. 040032597
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DEPARTEMEN KEHARIIVIAIN DAIN AN ADADL IMAITUUIN s A

KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RL. NOMOR 86 TAHUN 2000

PEMBERI FIDUSIA PENERIMA FIDUSIA

Nama s PeaiYine ADIBUSaN: Thk. Nama :DANA PriNSIUN BLRSAMA
Alamal  : J1 .Cempaka Putih iaya PLRUSAHAAN DABRAH AIR
wo, 47 MINUM SELURUH INDONESIA.
Jakarta Alamat :J1. PaM Baru I/14
| Pejompongan Jakarta10210

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah -

OBYEK JAMINAN FIDUSIA

JENIS OBYEK BUKTI HAK NILAI OBYEK

stock barans yeang ada taftar Stock Barang | Rp.11.642.954.008
di Gudang ‘Yebet berupa . . .
barans Tesxtil tanggal 27 Januari (sebelas milyard enam

2007 ratus empat puluh dua
Juta sembilan ratus
lima puluh empat ribu

delapan rupiah).

Pemohon / kuasanya, **

QIS RS TR AT
o Wi TR AT W
R A L VIR RSOL

Dibukukan dan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal

02308 %fﬁ@ﬂ.

Nomor

tdiist oleb petugas)
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PI/RYANE ADIBUSANA Ttk
STOCK GUDANG TEBET
TEXTILE

FER 27 JANUARI 2003

Yot

na. i HARGA MUTASE
r ITEM | KODE GoL| vRIT AVIAL MASYK RETUR KELUAR
t: QT RUPIAR QT RUPIAN Q1T | RUPIAR qQiY RUPIAH QI _
|_|SATEN SILK F7IIRED 0-103 TeX |Y<R0 108,750 249 26,100.0C0 - : : 253
b _2 ISATEM SILK PRINTED [TacY 0103 Tex[vazo 7,500 120 12,675,080 . : : 139
|—_ISATEN SUX PRINTED 0-103 TeX [YARD 7,569 127 12,392,590 -
3 {SATEN SWK PRIMTED TTALY 6-102 TEX 1YARD ) 125 12,480,050 -
SATEN SILK PAINTED 0-103 T&d [YARD 97,503 125 12,187,500 -
SATEH SHK PRINTED FTALY D-113 TEX [YARD 102375 133 13,718,28 - . :
SATEH SILK PRINTED (235 A5 o1t TEX|YARD 102.37 125 12.735,57 . - :
8_ISATEN SILK PRINTED D111 TEX |YARD 102,37 232 23,774,7% - .
S_|SATEN SILK PRINTED TTALY 0112 TeX [YaaD 132750 131 17,320,250 . B
10 ISATEN SILK PRINTED c-2 TIX YARD 132,750 310 33,427,5€0 - .
1) _|SATEN SILX FAINTED t-118 TeX [YARD 103.875 254 29,562,5C0 . : .
12_[SATEN SILK PRINTEC ALY DA TEX {YARD 12999 125 15,135,020 - . .
+3 {SATER SILX PRITTID C12a TEX [YARD 129,503 R 31.833,658 1 . - .
14 [SATEN SILK PRINTED ALt C-12C TEX[¥a39 97,50 123 11.355.680 ! - -
15_|SATEN SILK PRINTED TTALY 0-12C TEX |YARD 97,560 122 11,355.000 -1 .
16_|SATEN SILK PRINTED (Taty 5131 TEX [YA3D 97,500 127 12,382,500 - .
17 _ISATEN SILK PRINTED [TALY 0-13) TEX YARD 97,508 140 13,650,080 e STt -
13_ISATEN SILK PRINTED D-121 £X |YARD $7,500 124 2,098.002 LT paerw s — - .
13 _[SATEN SIK PRINTED 0-1356 EX | YARC 97,509 395 502,500 - : .
20_[SATEN SILK PRINTED ITALY O-13A X |YARD 7,530 129 2,577,500 -
21_ISATEN SILK PRINTED [TALY D136 X |[YARD. 7.500 125 12,157,500 - :
22 [SATEN SILX PRINTED [TALY D133 X |YARD 125,250 125 15,656,250 : :
23 [SATEN SILK PRINTED .. - D-148 TEX |YARD 125.250 250 31312500 | 1iex] i : >
24 |SATEN SILX PRINTED - D-14C TEX [YARD 972.509 236 21,010,000 Dt NN -l :
25 |SATEN SILK PRINTED ITALY ., O-15A TEX |YARD 97,500 125 12,167,500 | i: x3 \ AN - .
26_|SATEN SILK PRINTED .. 0154 TeX [vARD 97,500 5 1218750 | 3\ 3K N X /] . -
7 _|SATEN SILK PRINTED 0153 TEX | YARD 97,5C0 9 2,577,500 N TN N3N - -
23 _|SATEN SILK PRINTED D-16A TEX |YARD 97,5C0 262 25,545,000 AN INNEAN., 74 . :
29_|SATEN SILX PRINTED. . D-17A TEX|YARD 117,750 4 7,553 5 NV O D A - -
30_|SATEN SILX PRINTED . D-178 EX | YARD 7,500 260 50,000 — T . . .
31_|SATEN SILK PRINTED ITALY 0-165 EX [YARD 97,500 125 12,187,500 & . . :
32_[SATEN STLK PRINTEO 1TALY 0188 TEX [YARD 92,50C 125 12,197,500 - . :
3 ISATEN SILK PRINTED ITaLY D-158 TEX |YARD 97,500 135 13,162,500 . . .
4_|SATEN SILX PRINTED D2 TEX |YARD 57,590 300 29,250,000 . - :
S _|SATEN SILK PRINTED [TALY D-208 TEX |YAROD 97,500 120 11,700,000 . : :
S _|SATEN SILK PRINTED [TALY D-20A TEX |YARD 97,500 125 12,187,500 : b :
7 |SATEN SHK PRINTED ©-30a TEX [YARD 97,500 125 12,167,500 : : :
39| SATEN SILK PRINTED ITALY 0-208 VX [YARD 97,500 125 12,187,500 . . —
39_|SXTEN SILK PRINTED (BRG ATS D24 VEX[YARD | - 116250 | 113 13,136,250 T I B — :
43 [SATEN SILK PRINTED (BRG ATS C-2A TEX |YARD 116,.25¢ 129 13,956,250 . . -
91_TSATEN SILK PRINTED ITALY 031 X [YaR0 101,250 129 13,051,250 . : y :
32_|SATEN SILK PRIHTED JTALY (5] % |[YARD 101,250 134 13,567,500 . .- :
43 TSATEN SILK PRIKTED ITALY 0348 X [YARD 97.509 132 12,870,000 . . .
“4_[SATEN SILK PRINTED (BAG ATS 0353 TeX [YARD 97.500 145 14,430,000 - - .
35 _|SATEN SILK PRINTED 0343 X {¥az0 97,500 130 12,675,000 - . :
45 _TSATEN SILK PRINTZO 0-35A X VARG 97.500 125 12,182,500 - . : 1
32 ISATEN SILK PAINTED (BRG AT5 0353 X [YARD. 120,75 123 15,456,000 - - : 1
43 [SATEN STLK PRINTED [TALY 0-358 X [YaR0 129,75 130 15,697 500 - . : 15,6975C0
49 _|SATEN SILK PRIFTED 0-358 X | YARD 124,500 5 31,747,500 . - . 255 31,747,500 }
50 ISATEN SILK PRINTED 1TALY D36 TEX |YARD 97,500 30 12,675,000 . - - 130 2,575.500
S1_|SATEN SILK PRITTED FTALY 0-36 TEX |VARD 97,500 19 11,602,500 . . A : 119 1,662,500
$2_|SATEN SILK PRINTED 036 TEX [YARD 97,500 39 12,675,000 . - : 130 2,675,0¢0 |
53 [SATEN SILK PRINTED D37 TEX | YARO 131,250 203 34,125,000 . 3 . 260 4,125,000
<4 [SATEN SIX PRINTED D-3S TEX {1A50 132,000 264 34,848,000 - - . pu— - 261 4,848,000
55_ISATEN SILX PRINTEC (GRG ATS 0-39 TEX JYAR0 102,750 1y 11,616,250 . - : 1l 11,616,259
56 {SATEN SILK PRINTED I TALY D39 TEx |YARD 102,750 12 13,254,750 . . . 129 13,254,750
57 [SATEN SILK PRINTED LX) TEX [¥2R0 102,759 111 11,405,25 . . - ! 1,495,250
48 _[SATEN SILK PRINTED FED TEX [VaR0 102,750 122 12,535,500 : - L : 23 2,535,500
59 |SATEN SILK PRINTED ITALY D10 TEX [YARD 97,500 | 12 12,187,500 . . - . 25 2,187,500
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227 JANUAR! 2003

MOTASI
§ 1TEM xo0e  [goi| veny jHARGA T EUR RETi RELUAR ARIR
QIT RUPTAN Q1T RUPIAH QUY | RuPIAH QrT RUPIAH Qrr 1 RUPIAH

TISATEN SILX PAING 20 ALY D32 Tex [YARD 27,502 122 11,200,620 2 o . i29 11,720,540
ISATEN SUK PRINTZD [TALY [T TEx |YAaD 11€.250 125 13,691,550 2 2 - 126 13,89:.590
TYERTEN SILK PNTZ0 ITALY ) TEX [YARD 110,250 157 15,208,750 o : : 127 16,256,152
TTSATEN SIK PRITTED ITALY 011 TEX |YARD 97,500 139 12,573,600 . . . 172 12,675.50G
TioTEn Sk PRINTED TT2LY ETY TeX [VARD 7509 139 12.675.00 T : E : 1191 12675200
TTSATEN SILK PRUNTED TTALY D TEX [V7RD 7559 12 11,532,509 i - : : 122 | 11,692,200
T [SATEN SILK PAINTED 0= TEX [VAAD 7,560 12 11,695,500 g : : 22 1§95 A0
1 [3ATEN SILK FRINTED ITALY D3 Tex[vax 97,56 132 12,870,000 o : - 132} 12,870,500
1| SATEN SILX FRINTED ITALY D43 TEX [YARD 37,560 110 10,725,000 : : . 10 | 10,725,500
1_ISATEN SILK PRINTED 043 T [Y4R0 97,500 120 675,000 - : . : 130 | 2.675.90C
1 SATEN SILK SRINTED TTAL 0 TEX[YARD 37 560 124 650,000 . . : 24 L050.90¢
! |SATEN SHLX PRINTED ITALY [ TEX{YARD 97,5¢9 138 3.455.000 . ' . E ,45".395
i |SATEN SILK PRIKTED ITALY D45 TEX V%D 114,550 126 3458 3C3 2 . 3 25 4,358,500
1_|SATEN SILK PAINTED (€5 ATS 04 Tex [V22D 114,750 1 13,311,000 : : ] e 13,211,000
T_|SATEN S1LK PRINTED [TALY D45, TEX [YARD | 114,750 0 15,847.060 - . . 12 15,147,000
i [SATEN SILK PRINTED D45 TeX [YARD 114,750 130 14,917,505 . : . 130 14,917,500
5 JSATER SILK PRINTED DA TEx [vAPD 97,500 238 25,180,000 : : 213 4,130.000
T ISZTEN SILK PRINTED ALY ) TEX [YARD == 97,560 125 12,187,520 : : 125 ,197.220
3 [SATEN SILK PRINTEO ITALY .5 TEX [YARD 97,500 12 11,797,500 - - 1 1,737.59
3_[SATEN SILX PRINTED [TALY D509 TEX [YARD 104.250 [ 13,552,560 - B 0 3.552,50¢
3_|SATEN SILK PRINVED [TALY D-55C9 TEX[YARD 39,250 1 3,552,500 - 5 0 3,552,500
1_[SATEN SILK PRINTED D-5009 TEX |YARD 04,250 1 4,282,250 . 4 137 4,252.250
7_[SATEN SILX PRINTED D-57 TEX |YARD 31,250 355 1,643,750 . - 39 813,750
) [SATEN SILK PRINTED [TALY 058 TEX |YARD 107,250 126 13,513,500 . - 12 513,500
4_ISATEN SILK PRINTED fTALY D-58 TEX [YARD 107,250 128 3,406,250 - . 12 ,406.250
5 _|SATEN SILK PRITATED 0-€3 TEX [YARD 107,250 125 3,406,250 . - 17 306,250
6_|SATEN SILK PRINTED ITALY 0-69 X |Y2RD 105375 124 00 - . 24 065,500
7_ISATEN SILK PRINTED D-69 TEX|YARD 105,375 235 24,668,500 - . 23 24,868.500
8_|SATEN SILK PRINTED ITALY O-6A TEX [YARD 97,500 12,187,500 3 T 12,157.500
9 _|SATEN SILK PRIKTED D54 YEX [YARD 97,500 14,332,500 - - 4 14,332.500
0_[SATEN SILK PRINTED 068 TEX |YARD 97,500 65 35,585,000 - . 3 35,635.000
1 |SATEN SILK PRINTED [TALY D-70 TEX |YARD 102,750 7 ~13,019,250 g . . 27 13,049.250
2-{SATER SILX PRIKTED [TALY, 0-70 X [YARD 102,750 7 039,250 : 5 - 127 ,049.250 |
3 _[SATEN SILK PRINTEO D-70 TEX | YARD 102,750 ) 169,750 - B . 109 (139,753
4_|SATEN SIUK PRINTED ITALY D-72 o [YARD 97,500 3 187,500 - 3 - 125 137,500
'S_[SATEN SILX PRINTED. 07 X [YARD 97,500 131 2,772,500 . 5 . 772,500
5 _{SATEN SI1X PRINTED ITALY D7 EX [YARD 6,250 0] . 112,500 . D : +15,112.500
7_ISATEN SILK PRINTED ITALY 0-73 EX {YARD 6,250 H 15,810,000 = <. - -_15,810,200
18 SATEN SILK PAINTED ITALY D7 X [YARD 250 (- 112,500 - 5 - 0 112,500 |
19 _|SATEN SILK PRINTED [TALY 02 X [YARD 116,250 1 112,500 5 a - 0 112,500
00 ISATEN SILK PRINTED 07 X [YARD 116,250 1 5,461,250 . . . 461,250
01 JSATEN SILK PRINTED ITALY .74 EX [YARD 11,750 1 7,321,250 - 5 - 53 321,250
02 |SATEN SILK PRINTED ITALY D-74 £X [YARD 11.250 1 3,192,250 . 5 - 2 4,192,285
03 |SATEN SILK PRINTED 074 TEX|YARD 11,750 9 13,298250 5 s - 5 33.2
03 |SATEN SILK PRINTED ALY 0.7 TEX [VARD 07,250 S 13,306,250 3 . - 3,406,250
05 [SATEN SILK PRINTED ITALY D7 X [YARD 07,250 5 12,870,000 s ; . 0 870,600
06 |SATEN SILX PRINTED D-2 X ['7ARD 07,250 47 15,765.750 N . . 47 765,750
07 ISATEM SILK PRINTED ITALY 0-76 « [YARD 97,5C0 2 12,675,000 . . . 39 ,675,000
C8 |SATEN SILK PRINTED D76 T€X [YARD 7,500 9 11,662,500 . s - ] 11,602.5
09 |SATEN SILK PAINTED 1TALY D-27 TEX | YARD 7,500 0 12,675,000 . . - 130 12,675,270
10 |SATEN SILK PAINTED ITALY D77 YEX [YARD 7,500 7 12,382,500 - s — 127 12,352,500
1) |SATEN SILK FRINTED 077 X [YARD 2,500 l 13,065,000 . . - 134 1 )
12 [SATEN SILK PRINTED 1TALY 0.78 X [YARD 114,250 132 15,147,000 . . . 132 147,000
13 {SATEN SILK PRINTED [TALY 0-79 TEX JYARD 37,500 120 12,675,000 - . - 130 1,675,000
14 |SATEM SILK PRINTED ITALY D-79 X |YARD 2,500 123 11,792,500 . . . 123 992,500
15 |SATEN SILK PRINTED n-79 X JYARD 7,500 128 12,480,000 N . - 128 480,000
16 | SATEN SILX PRINTED ITALY 0-80 EX [YARD 7,500 139 12,675 000 . . - 10 675,000
17 | SATEN SILK PRINTED 569 TEX [YARD 7,500 260 25,350,000 s 5 360 50.000
YR TSATEN STy v GOTMTER TTATY GET] TEX IYARD 106,875 130 13,093,750 s s . 130 13,693.750 ]
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PT. RYANE ADISUSANA Tbk
STOCK GUDANG TEBET
JEXTILE

PER 27 JAKUARI 2003

. HARGA MUTAST
no.[ 1TEN xoce |Gou| umir e FASUR RETUR T T
il RUPIAR qrT RUPTAR QUT | RUPIAH | Tt _RUPIAR QT RUPIAR
115 [SATER SIRK PRINTSC [TALY [5) TEX IYARD 106,975 128 12,68C,C00 g : . 1 13,690,052
120 [SATEL SILX FRINTED. [3) TEX [YARD 103,875 130 13,853,75 4 3 . 13,892.75¢
121 TSATEY SILK PRINTED [TALY C-82 < [YaR0 7,503 12 187,50 3 : 3 12,157,500
132 156TEN SILK PAiNTE0 (BAG ATS D82 TEX [YARD 7,300 2 , 187,526 . . . 3 12.197.5CC
123 [SATEN SILK FRINTZD ITALY T.62 EX IYARD 7,503 124 1,702.C00 . . " ) 11,709,920
124 [SATEN SitK FRINTED ITALY [53) rex [YARD 103,750 12: 3,158.750 . : B 1 13,158,7¢€3 §
125 [SATEN SILK FRINTED ITALY 0-8) TEX |YARD 15,750 13¢ <.137,5¢0 - : A 170 14,127,500
126 JSATEN SILS PRINTED o-84 EX [YARC 67,500 H 935,000 g . T 122 11,935,560 «
127 [SATEN SILX PRINTED D-55 EX | YARD 2,500 H 2,157.500 2 : 5 12,197,550 1
126 |SATEN SILK PAINTED 055 JEX |YAR0 97,502 ] 5,742,000 2 3 64 25,7400 §
129 ISATEN SILK PRIKTEO 0-37 Tex 1YARC 97.500 *33 12,675,000 . - 5 2 12,675,000 *
130 [SATEN SILK PRINTED ITALY 084 TEX [YARD. 52,509 12 12,197,530 . 9 . < 13,187,570
131 JSATEN SILK PAJNTED 1TALY D-58 TEX IYARD, 97.500 1 ,£52.500 . . B 139 13,553,500
132 [SATEN SILK PAINTED ITALY 0-88 TEX [YASO 7,509 124 2,090,065 | : . N 124 12,090,600
133 JSATEN SILX PRINTEOD 033 TEX |YARD 2,500 126 5,000 - — 0 . 126 12,255.C0
134 [SEMIAAM 11556, 7.31.5.50.] TEX|vaARS 56,705 550 55,614,250 Las2 IR B SRS 100,037,560 ,250 250,143,730
135 [SEMIFAS 115£6.7.31.5,50.4] T:X[VARD 5,205 L) 55,828,58 1.5 4 169,852,509 : LA S DRy AN 113,156,500 500 233,462,520
136 | SEMIRAM 1142G.7.31.5.50.4] TEX [YARD 66,705 07 0,117.875 1,500 160,057,500 L7 1T wonl T N\, 63,364,000 778 11,395
137 [SEMIRAM $1486G.7.31.5.50.31 TEX JYARD. 6,205 91 154,445,075 2.590 1£6,762,500 12931 N\ 77" \13,398,500 715 47,809,075
138 )SEMIRAM 11456.7.31.5.50.4] TEX [YARD 66,205 .51 174,566,955 1,000 05,000 A 1608 ) 5105,728,00¢ C17 4,54),95¢ |
139 [SiMIRAM 11505.7.31.5.50.3] TEX]YARD 66,705 810 187,341,050 1.500 109,052,500 TA il S 1700] +131398,50¢ 2,610 74,100,050
140 [SEMIRAM 1151G2.31.5.80.4] TEX|YARD 5,705 D27 35,210,071 . [ P T T 80,016,000 ] 55,163,035 |
141 |SEMIRAM 1152G.7.31.5.50.4] TEX |YARD €6,705 635 75,762,675 1,00 56,705,000 o= S anea] ™., 3 1200€9,000 K 122,493,675
142 ISEMIRAMY 1153G.7.31.5.50.4] TEX [YARD §6,705 2550 70,097,750 1.390 96,716,500 2 150,085,250 |
143 | CATIONIC 1417G,13,21__} TEX]YARD 67,500 2,155 35,462,500 1,600 108,000,000 0 138,712,500
144 JCATIONIC 14165 1 TEX |YARD 67,500 1,559 131,625,000 1,269 73,000,000 %] 118, 125,000
145 |CATIONIC 1419G,13, TeX |YASD 62,500 522 102,735,000 1,000 67,500,000 7 16.235.000
146 [CATIONIC 14366,13.21 { VEX YARD 67,500 3,365 227,132,500 1,650 111,375,000 X 213,632.500
147 |CATIONIC 14216.13,21 | TEX [YARD 67,500 .58 176,715,000 1,500 101,250,000 A 46,340,000
148 |CATIONIC 14226,k3.21 | TEXYARD 67,50 2.335 157,612,500 §00 121,500,0K A 612,500
149 |CATIONIC $89G,01,12,13.3,21] TEX |YARD £2,50C 3,255 287,212,500 500 101,250,0 33 5,712,500 |
150 |V. DRILL 1432691 TEX JYARD 75,28 3,955 231,416,259 | 80 136,350,000 p: 026,750 |
Y “DRILL 1532G,9,15_| TEX IYARD 75,75¢ 2,535 139,601,25¢ 1 50 113,625,000 3 176,676,250
1 HIRTING 13744,3,11,9,14, EX | YARD 65,250 .389 £53,663,75 1,50 97,875,000 | 86,259,750
153 ISKIRTING 1375L,3,11,9,14,. EX [YARD _65,2%¢ 928 190,956,25¢ 1,169 78,300,000 125 203,906,250 |
154 JSHIRTING 1376L,3,11,9,14.5] TEXYARD 65,25 582 162,1270,5¢0 1,000 65,250,000 262 80,220,500
“155 [SHIRTING 127713,11,9,14,5] TEX VAR 65,25 ¥ 199,681,750 0 2,907 59,661,725 .
156 |SHIATING 1375L,3,11.9.19,5} TEX [YARD 65,25¢ 7 204,036,750 1,500 7,675,000 3,227 10,564,759
157 [SHIRTING 13731,3,11,9.14,51 TEX |YARD 65,25 96 *193,465,25¢ 1,56 7,675,000 - 358 *219,566,250
156 [SHIRTING 13530,3,11,9.14,5T TEX JYARD £5,25 2 VT 103,290,75 B 2,200,000 383 90,240,750 -
159 |POLY DYED 17388 1625L.15,19,30 | TEX | YAR: 63 . 197,043,75 1,209 700,020 % 224,941,750 |
150 [POLY OYEO 17398 1620L.15,19.20 | TEX [YARS €3.7 183,093,750 1,600 69,750,00 2 183,093,752
161 |POLY OYED 17388 16314,15,19,30 | TeX [YARD 69,2 220.531.250 1,890 125,550,00 5 509 132,525,000 2,72 193,554,250
162 |L. EM3R0 TIL 26751.116.1 TEX | YARD 64,500 3 152,357, 240 154,600,008 . 00 141,580,000 3,03 155,751,5C0
163 L. EMBRO TiLl 2€501.116.165_| TEX [YASO 64,500 S 183.653, 1,000 64,500,000 < 2 119,454,000 2,000 129.0
164 L. EVSRO TIL| 25810 116.185 | TEX JYARD 64.500 733 179,503,500 1,800 116,100,000 . 00 96,750,900 ] 198,853,50C
165 [t. SMBRO TiL 26521.116.18! rEX | YARC 64,500 T72 178,292,000 SO 96,250,000 - 820 116,100,000 47 159,444,000
156 JL_EMBRO TIU 26831.116.185_| YEX [YARD 61,500 235 43,027,300 930 116,100,000 . 950 122,550,000 195 141,522,500 |
167 [OYED ABUTAI Y YEX {YARD 62,700 860 65,792,000 (52 112,860,000 - 6501 104,082,000 2,8 75,560,000
168 |DYED ABUTAI N7 TEX | YARD 6200 68 $4,743,600 400 7,780,000 . 000] 62,700,000 2,86 79,6236
169 |DYED ASUTAS 32338 TEX [YARD 62,700 2123 133,425,600 ,100 131,670,000 . 1000 62,200,000 22 02,395,600 |
170 [OYED ABUTA 3179L.3,5,5, EX [YARD 52,700 2,334 146,351.600 400 87,780,000 . 1500 94,050,000 23 40,071,820 |
171 |DYED ABUTA! 181 X |[YARD 2,700 3352 210,170,400 000 125,400,000 . 1700 106,590,000 65 28,960,400
172 |DYED ABUTAI 1920 X | YARD 2,700 87 49,666,582 2,700 169,290,000 - 1800 112,860,000, 287 206,115,545
173 JOYED ABUTAL__ - 1831, TEX YARD 62,700 2,000 25,400,000 1,800 112,660,000 - 1680 103,135,000 150 34,805,000
174 {DYEO ABUTA] 1851 TEX [YARD. 700 937 21,449,900 1,200 75,240,000 5 1201 75,340,000 932 21,439,500
175 |OYED ABUTA 31858 TEX |YARO 62,700 249 53,565,800 2,000 125,400,000 . S00| 31350000 3,954 47,915,620 |
176 |OYED ABUTAS 3186 TEX [vaRD 62,700 222 202,019,900 1,600 112,600,000 . 3500] 15600001 2522 158,129,400
177 | EAHAYT_LADIES 0580 TEX [VARD %sm $90,777,298 2,500 166,601,900 . 760¢ —_492,010000 3,886 254,135,599 |
178 |GARAN LDIES 29 1L |YARD 5,400 ) 192,365,504 1,700 75,443,564 - 1oo] 85010000 243 186,063,000
1. RYANE ADIBUSANA Tok MAL-3
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STOCK GUDANS 1:BET
TEXTILE
PER 27 JARUAR] 2003

HARGA MUTASI ;
No, ITEM XODE GoL| unir WAL - HASUK TFOR T R
Q1T RUPIAN QN RUPIAH QYY | RUPIAH 1 RUPIAN Cind RUPIAH

179 TEARAN LSS ES 2254 TEX [YARD 65,450 589 95,450,600 400 91,560,000 . o 78.480.000 3,169 208,360,600
B0 TAN 529G T~ amsiSte [ Tex|vafD 59,492 75 91,369,484 40 169,650,029 : 00 308,477,260 5,275 366,572,516
1E1 7€ KORLA TiX T [T415375 X [VARD. 60,300 261 26,738,300 000 180,900 . o) 150.750.000 4,261 256,538,300
162 +SUITING #20L GUCC: 32 TEX [VARD 112,500 710 79,660,656 3 N 719 75,850,656 |
183 §SUTING WOOL GIXCI 238 X [YARD 112,50¢ 67 75,533,930 - 3 . G 75,534,930 |
164 1SUTTIAG WOOL GUCC 43 TEX | Y30 112.50¢ 971,500 g B B 971,500
)ES ISUATIRG v/20L GLCC & TEX {YARD 112,50 10,237,500 > : 3 10,237,500
186 ISLTTING WOOL GUCC 28 TEX [YARD 112,500 S 4,354,200 - - . 4.354,200
187 1SUITING WOCL GUCC| 30 TEX [YARD 112.290 1 1.339,260 > . . 39,200
1ES ISUTTISG WoOL VERSAC 1356,46.0 FEX | YARD 105,000 39 974,103 e - . .974,103
189 JSUTTING V2L VERSAL 135745 02 TeX | YARD 105,000 3 440,430 B - " 540,430
199 jSUTTING V/OOL VERSAT 8,46 € [VAAD 105,000 59 230,700 . - 5 59 29,700
151 {SLUTTING WA, VERSAC! 46 0 TEX {YARD 105,0C0 18! 15,576,750 - . N 148 15,576,750
152 (SUTIAG WOOL VERSAT 0,46,035 -] TeX |YARD 05,600 -9 9,752,400 = - - 9 52,400
153 |SLTNIHG WOOL VERSAS ~136),48,0 EX [YARD 05,000 1) 12,325,950 O . T 117 12,325,950
152 ISTTTING ADOL VEASAL 1362,46,025 | TEX|VARD 105,003 p7] 23,432,650 - . s ETE . 23,432,850 |
155 TSLATING WOOL VERSAT 136246035 | TEX |YARD 105,000 205 21,942,900 . - . 209 933,500
156 ISUTTING wOOL VERSAL 1364,46.02 TEX JYARO 105,00 217 22,755,600 . - N 217 755,600 |
197 [SLATING \WOOL VERSAC 136346 TEX | YARD 105,00: 129 3,517,9:0 . : - 129 = 13,517,910
196 {SUTTING WOOL VERSAT 1368, 4£.C TEX ¥ARD 105 ¢ 194 170,400 . - p 144 15,170,400
195 ISUTTING WOOL VERSAT 1367,46.028 EX [YARD 105,90 95 0,023,3%0 . B . 3 10,023
200 [LACE SINGE 0170180 X [VARD 2 1,474 331,672,500 - - . 1474 331,672,500

GRAND TOTAL 164,403 12,020,557,733 74,150 4,678,248,513 . 752 _5,249,723,760 159,141 11,642.954,008
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